
 



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang

Maha Esa karena atas rahmat, berkat, dan hidayah-Nya,

Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2025 telah

melaksakan  berbagai  kegiatan  dalam  rangka

memberikan perlindungan dari Obat dan Makanan yang

tidak  memenuhi  persyaratan  mutu,  keamanan  dan

kemanfaatan  yang  berisiko  terhadap  kesehatan  untuk

masyrakat di Provinsi Kalimantan Barat.

Laporan tahunan Balai Besar POM di Pontianak

tahun 2025 disusun untuk  memberikan informasi  atas

pencapaian kinerja, fisik dan manfaat dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

dilakukan.  Hal  ini  menjadi  bentuk  pertanggungjawaban  dan  transparansi  kepada

masyarakat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melakukan pengawasan

Obat dan Makanan di Pontianak. Balai Besar POM di Pontianak akan terus berupaya dan

berinovasi agar dapat memberikan pelindungan yang optimal kepada masyarakat.

Sepanjang  Tahun  2025,  Balai  Besar  POM  di  Kalimantan  Barat  telah

melaksanakan  pengawasan  pre dan  post-market terhadap  obat,  obat  tradisional,

suplemen kesehatan, kosmetik, serta pangan olahan. Kegiatan pengawasan dilakukan

melalui inspeksi sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian laboratorium,

pengawasan iklan dan promosi,  penindakan terhadap pelanggaran, serta penguatan

komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Berbagai capaian kinerja yang tertuang dalam laporan ini merupakan hasil kerja

keras,  kolaborasi,  dan  komitmen  seluruh  jajaran  pegawai,  serta  dukungan  para

pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku

usaha, dan masyarakat. Sinergi yang terbangun menjadi kunci dalam memperkuat sistem
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pengawasan obat dan makanan yang efektif, responsif, dan adaptif terhadap dinamika

tantangan di wilayah perbatasan dan daerah terpencil di Kalimantan Barat.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak

yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas pengawasan selama Tahun 2025.

Semoga  laporan  ini  dapat  memberikan  gambaran  yang  transparan  dan  akuntabel

mengenai kinerja Balai Besar POM di Kalimantan Barat. Kritik, saran dan kerjasama yang

sinergis dari instansi terkait, pelaku usaha dan masyarakat/konsumen, serta pembaca

laporan tahunan ini sangat kami harapkan demi meningkatkan kemajuan dan peran Balai

Besar POM di Pontianak kepada masyarakat, khususnya di Kalimantan Barat.

Pontianak,  06  April 2026
Kepala Balai Besar POM di Pontianak

         ${ttd}

Dra. Hariani, Apt

iiDokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki tugas penting dan strategis 

dalam melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi 

persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Melalui fungsi pengawasan sebelum 

dan sesudah produk beredar, pemberian izin edar, penindakan terhadap pelanggaran, 

serta edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat, BPOM memastikan setiap produk 

yang dikonsumsi telah memenuhi standar yang ditetapkan. Di tengah dinamika 

perdagangan dan perkembangan teknologi yang semakin kompleks, peran BPOM 

menjadi semakin krusial untuk menjamin kesehatan masyarakat sekaligus mendukung 

terciptanya iklim usaha yang sehat dan berdaya saing.  

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 

80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan 

tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan 

Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan 

Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat 

adiktif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam 

melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:  

1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;  

2. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;  

3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;  

4. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;  

5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi 

pemerintah pusat dan daerah;  

6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan;  

7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;  
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8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi 

kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;  

9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;  

10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan  

11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur  organisasi 

di lingkungan BPOM.  

Kontribusi BPOM terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui 

pengawasan produk yang ketat, BPOM membantu mencegah masuknya produk 

berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman 

dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup 

masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak 

memenuhi standar.  

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi  

Balai Besar POM di Pontianak merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Badan POM, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 

Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan 

Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. UPT Badan 

POM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan 

Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala 

Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 357 Tahun 2025 tentang Uraian Fungsi Unit 

Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di 

Pontianak memiliki fungsi:  

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan;  

2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;  
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3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas 

pelayanan kefarmasian; 

4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan 

Makanan;  

5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan; 

6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;  

7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan; 

8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan; 

9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan; 

10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;  

11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan; 

12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan; 

14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan  

15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan POM. 

1.2. Visi dan Misi BPOM 

BPOM telah merumuskan visi yang menjadi pondasi dalam menavigasi dan 

mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan 

tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan 

Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-

2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal 

tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:  

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan 

berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia 

Maju menuju Indonesia Emas 2045” 
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Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam 

regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan 

oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen 

dalam negeri maupun di kancah internasional.  

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi yang akan 

menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan 

memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan 

Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:  

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta 

penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi 

pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat; 

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi 

yang produktif dan berdaya saing; 

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku 

kepentingan; 

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan 

pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; 

1.3.  Budaya Organisasi  

Perwujudan budaya organisasi BerAKHLAK menjadi fondasi untuk menjalankan 

tugas dan fungsi dalam pengawasan obat dan makanan. Nilai ini menjadi pedoman 

perilaku seluruh pegawai dalam memberikan perlindungan maksimal kepada 

masyarakat, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang 

profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil. Dengan budaya BerAKHLAK, tidak 

hanya menekankan capaian kinerja, tetapi juga memastikan proses kerja dilakukan 

secara etis, transparan, dan bertanggung jawab. 
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Gambar 1.1 Ber-AKHLAK 

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan (mengutamakan 

kepentingan masyarakat dan memberikan layanan terbaik), Akuntabel (bekerja jujur, 

disiplin, dan dapat dipertanggungjawabkan), Kompeten (terus meningkatkan 

kemampuan dan kualitas diri), Harmonis (membangun hubungan kerja yang saling 

menghargai dalam keberagaman), Loyal (berdedikasi kepada bangsa, negara, dan 

institusi), Adaptif (siap menghadapi perubahan dan mendorong inovasi), serta 

Kolaboratif (menguatkan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan). Melalui 

internalisasi nilai-nilai tersebut, BPOM memperkuat kinerja organisasi dalam menjamin 

keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat serta makanan yang beredar di Indonesia. 
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BAB II  
KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN 

 
 

2.1. Lingkungan Eksternal 
A. Data Umum Wilayah Kerja 

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Barat 

memiliki luas 147.018,063 km2. Hal tersebut menjadikan provinsi Kalimantan Barat 

sebagai salah satu provinsi terluas di Indonesia. Secara geografis, Kalimantan Barat 

berbatasan langsung dengan Malaysia Timur (Sarawak) di sebelah utara. serta memiliki 

garis pantai yang cukup panjang di bagian barat. Luas wilayah yang besar tersebut 

didominasi oleh kawasan hutan, perkebunan, serta daerah aliran sungai besar seperti 

Sungai Kapuas. Kondisi tersebut memberikan karakteristik geografis yang beragam di 

provinsi Kalimantan Barat.  

Secara administratif, Kalimantan Barat terdiri atas 12 kabupaten dan 2 kota, dengan 

wilayah terluas berada di Kabupaten Ketapang dan Kapuas Hulu. Adapun pembagian 

wilayah tersebut adalah sebagai berikut: 
Tabel 2.1 Luas Wilayah per Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 

No Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²) 

1 Kabupaten Sambas 5.928,221 

2 Kabupaten Bengkayang 5.488,322 

3 Kabupaten Landak 8.430,711 

4 Kabupaten Mempawah 1.934,827 

5 Kabupaten Sanggau 12.452,224 

6 Kabupaten Ketapang 30.012,023 

7 Kabupaten Sintang 22.025,788 

8 Kabupaten Kapuas Hulu 31.318,246 

9 Kabupaten Sekadau 5.979,044 

10 Kabupaten Melawi 10.122,513 

11 Kabupaten Kayong Utara 4.108,533 

12 Kabupaten Kubu Raya 8.549,057 

13 Kota Pontianak 118,209 

14 Kota Singkawang 550,345 

Kalimantan Barat 147.018.063 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provisi Kalimantan Barat, 2026 
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Badan POM memiliki 3 (tigas) Unit Pelaksana Tugas (UPT) yang bertugas di Provinsi 

Kalimantan Barat, yaitu Balai Besar POM di Pontianak, Balai POM di Kabupaten 

Sanggau dan Loka POM di Kabupaten Sambas. Berdasarkan Peraturan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja 

pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak meliputi 7 (tujuh) 

kabupaten/kota yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, 

Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong 

Utara. Untuk Loka POM di Kabupaten Sambas belum menjadi satker (satuan kerja) 

mandiri dikarenakan baru terbentuk pada tahun 2024 sehingga seluruh kegiatan mulai 

dari proses perencanaan dan pengelolaan anggaran masih digabung dengan Balai Besar 

POM di Pontianak. Berikut peta pembagian wilayah kerja di provinsi Kalimantan Barat: 

 

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kerja di Provinsi Kalimantan Barat 

Berdasarkan gambar 2.1, luas wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak adalah 

sebesar Total luas wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak adalah 56.123,51 km². 
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Luasan tersebut merepresentasikan cakupan pengawasan yang meliputi beberapa 

kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang berada dalam koordinasi Balai Besar 

POM di Pontianak. Dengan luas lebih dari lima puluh enam ribu kilometer persegi, 

wilayah kerja ini tergolong sangat luas dan mencerminkan tantangan geografis yang 

cukup besar, baik dari sisi sebaran penduduk, aksesibilitas antarwilayah, maupun 

karakteristik wilayah yang terdiri dari kawasan pesisir, perkotaan, hingga pedalaman. 

Luas wilayah tersebut menjadi gambaran penting dalam perencanaan strategi 

pengawasan obat dan makanan agar dapat menjangkau seluruh area secara efektif dan 

merata.  

Sementara itu, Loka POM di Kabupaten Sambas yang saat ini belum berstatus 

sebagai satker mandiri, memiliki cakupan wilayah pengawasan yang meliputi dua 

kabupaten, yaitu Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Total luas wilayah 

kerja yang menjadi tanggung jawab Loka POM di Kabupaten Sambas mencapai 

11.792,00 km². Luasan tersebut mencerminkan area pengawasan yang cukup signifikan, 

terutama karena mencakup wilayah pesisir dan perbatasan yang memiliki dinamika 

distribusi produk obat dan makanan yang beragam. Dengan cakupan dua kabupaten 

tersebut, Loka POM di Kabupaten Sambas memegang peran strategis dalam 

memastikan pengawasan berjalan efektif meskipun secara kelembagaan belum menjadi 

satker mandiri. 

Sebagian besar mobilitas menuju wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak 

ditempuh melalui jalur darat. Penggunaan transportasi udara umumnya hanya dilakukan 

untuk daerah yang sulit dijangkau atau membutuhkan waktu perjalanan yang sangat lama 

apabila melalui jalur darat, akibat keterbatasan akses dan kondisi infrastruktur. Wilayah 

yang biasanya memerlukan transportasi udara antara lain Kabupaten Ketapang, 

Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Kapuas Hulu, sementara kabupaten/kota 

lainnya relatif dapat dijangkau melalui transportasi darat. Adapun durasi perjalanan 

menuju masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah kerja tersebut bervariasi, 

tergantung pada jarak dan kondisi akses yang tersedia, sebagai berikut estimasi secara 

umum, dengan asumsi tidak terdapat kendala seperti kerusakan jalan maupun hambatan 

infrastruktur lainnya: 



 

 9 

1. Kota Pontianak : 1 jam, sampai batas terjauh kota 

2. Kota Singkawang : 4 jam 

3. Kabupaten Kubu Raya : 1 jam, beberapa kecamatan ditempuh 
menggunakan transportasi air sekitar 3-4 jam   

4. Kabupaten Mempawah : 2 jam 

5. Kabupaten Bengkayang : 5 jam 

6. Kabupaten Sambas   : 7 jam 

7. Kabupaten Landak : 4 jam 

8. Kabupaten Sanggau : 5 jam 

9. Kabupaten Sekadau : 7 jam 

10. Kabupaten Sintang : 8 jam jalur darat (sekitar 332 km), atau 40 menit 
jalur udara   

11. Kabupaten Melawi  : 9 jam, atau jalur udara ke Kabupaten Sintang 
kemudian jalur darat ke Kabupaten Melawi 2 jam 

12. Kabupaten Kapuas Hulu : 22 jam (darat) ; 1,5 jam (udara)  
 

13. Kabupaten Kayong Utara : 9 jam jalur darat, atau Jalur udara melalui 
Ketapang sekitar 40 menit, dan dilanjutkan 2 jam 
jalur darat ke Kayong. 

14. Kabupaten Ketapang   : 12 jam jalur darat, atau 40 menit jalur udara atau 8 
jam jalur air 

Adapun rata-rata waktu yang diperlukan untuk menjangkau setiap wilayah kerja 

pada masing-masing kabupaten/kota dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Kota Pontianak    : 1 hari 

2. Kota Singkawang   : 3 hari  

3. Kabupaten Mempawah  : 3 hari 

4. Kabupaten Kubu Raya   : 3 hari 

5. Kabupaten Bengkayang  : 4 hari 

6. Kabupaten Sambas   : 4 hari 

7. Kabupaten Landak   : 3 hari 

8. Kabupaten Sanggau   : 4 hari 
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9. Kabupaten Sekadau   : 4 hari 

10. Kabupaten Sintang   : 4 hari 

11. Kabupaten Melawi   : 4 hari 

12. Kabupaten Kapuas Hulu  : 5 hari 

13. Kabupaten Ketapang   : 5 hari 

14. Kabupaten Kayong Utara  : 5 hari 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan di wilayah kerjanya, Loka 

POM di Kabupaten Sambas memanfaatkan transportasi darat sebagai sarana utama 

mobilitas operasional. Perjalanan menuju wilayah kerja, khususnya ke ibu kota 

kabupaten/kota yang menjadi cakupan pengawasan, pada umumnya ditempuh melalui 

jalur darat dengan estimasi waktu tertentu. Adapun perkiraan waktu tempuh tersebut 

berlaku dalam kondisi normal, dengan asumsi tidak terdapat kendala seperti kerusakan 

jalan maupun hambatan infrastruktur lainnya, sebagai berikut: 

1. Kabupaten Sambas : 

waktu tempuh dari Kantor Loka POM di Kabupaten Sambas ke Puskesmas 

Temajuk, dengan titik terjauh di wilayah Kabupaten Sambas, yaitu Kecamatan 

Paloh dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 4 jam.  

2. Kabupaten Bengkayang : 

waktu tempuh dari Kantor Loka POM di Kabupaten Sambas ke Puskesmas Suti 

Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang adalah 6 jam 

sampai dengan titik terjauh, dengan kondisi jalan minim aspal. 

Adapun rata-rata waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja yaitu kabupaten / Kota 

dapat diuraikan sebagai berikut :  

1. Kabupaten Sambas :1Hari  

2. Kabupaten Bengkayang : 4 Hari  

Kondisi geografis Kalimantan Barat yang berbatasan darat secara langsung 

dengan Malaysia Timur, khususnya Negara Bagian Sarawak, menimbulkan tantangan 

tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di era globalisasi. 

Terdapat lima pintu lintas batas resmi yang menjadi akses langsung antarnegara, yaitu 

Entikong (Kabupaten Sanggau), Aruk (Kabupaten Sambas), Jagoi Babang (Kabupaten 
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Bengkayang), Jasa Sei Kelik (Kabupaten Sintang), dan Nanga Badau (Kabupaten 

Kapuas Hulu). Namun demikian, jalur lintas batas tidak resmi berupa jalan-jalan kecil 

jumlahnya jauh lebih banyak dan relatif sulit diawasi. Kondisi ini meningkatkan risiko 

terjadinya praktik perdagangan yang tidak jujur atau tidak sesuai ketentuan, termasuk 

peredaran produk ilegal atau tidak memenuhi syarat (TMS), seperti makanan impor yang 

tidak terdaftar, narkotika, obat palsu, obat tradisional yang tidak terdaftar atau 

mengandung bahan kimia obat, kosmetika yang mengandung bahan berbahaya, serta 

pangan tercemar dan tidak layak konsumsi. Situasi tersebut berpotensi membahayakan 

keselamatan dan kesehatan masyarakat apabila tidak diawasi secara ketat dan 

berkelanjutan. 

B.  Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota 
Jumlah sasaran pengawasan menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan 

Barat menggambarkan sebaran objek yang menjadi tanggung jawab pengawasan di 

bidang obat dan makanan, meliputi sarana produksi, distribusi, pelayanan kefarmasian, 

serta sarana peredaran pangan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Data ini memberikan 

gambaran komprehensif mengenai tingkat kompleksitas dan cakupan pengawasan pada 

masing-masing wilayah, mengingat karakteristik geografis, jumlah penduduk, serta 

perkembangan aktivitas ekonomi yang berbeda di setiap kabupaten/kota. Adapun data 

sasaran pengawasan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 

2025, dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini. 

Jumlah rumah sakit menjadi indikator penting dalam menggambarkan 

ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah. Tabel berikut menyajikan 

data jumlah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus serta puskesmas di Provinsi 

Kalimantan Barat menurut kabupaten/kota pada tahun 2025. Data ini memberikan 

gambaran mengenai sebaran fasilitas pelayanan kesehatan di setiap daerah. 
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Tabel 2.2 Jumlah Rumah Sakit Umum dan Khusus di Provinsi Kalimantan Barat menurut Kabupaten/Kota 
Tahun 2025 

No. Kabupaten/Kota Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Khusus 
1. Kabupaten Sambas 4  
2. Kabupaten Bengkayang 2  
3. Kabupaten Landak 2  
4. Kabupaten Mempawah 1  
5. Kabupaten Sanggau 4  
6. Kabupaten Ketapang 2 1 
7. Kabupaten Sintang 5 2 
8. Kabupaten Kapuas Hulu 3  
9. Kabupaten Sekadau 2  
10. Kabupaten Melawi 4  
11. Kabupaten Kayong Utara 1  
12. Kabupaten Kubu Raya 3 1 
13. Kota Pontianak 13 2 
14. Kota Singkawang 5 2 
Kalimantan Barat 51 8 
Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik Provisi Kalimantan Barat, 2026 

Tabel 2.3 Jumlah Puskesmas di Provinsi Kalimantan Barat menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025 

No. Kabupaten/Kota Puskesmas 
1. Kabupaten Sambas 28 
2. Kabupaten Bengkayang 17 
3. Kabupaten Landak 16 
4. Kabupaten Mempawah 14 
5. Kabupaten Sanggau 19 
6. Kabupaten Ketapang 24 
7. Kabupaten Sintang 22 
8. Kabupaten Kapuas Hulu 23 
9. Kabupaten Sekadau 13 
10. Kabupaten Melawi 11 
11. Kabupaten Kayong Utara 11 
12. Kabupaten Kubu Raya 21 
13. Kota Pontianak 23 
14. Kota Singkawang 10 
Kalimantan Barat 252 
Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik Provisi Kalimantan Barat, 2026 

Cakupan wilayah administratif serta jangkauan penyelenggaraan pemerintahan di 

tingkat paling bawah dapat ditunjukan dengan data jumlah desa. Data ini menjadi penting 
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dalam rangka memetakan strategi pengawasan di daerah. Tabel berikut menyajikan 

jumlah desa di Provinsi Kalimantan Barat menurut kabupaten/kota tahun 2025.  
Tabel 2.4 Jumlah Desa di Provinsi Kalimantan Barat menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025 

No Kabupaten/Kota Desa 
1. Kabupaten Sambas 195 
2. Kabupaten Bengkayang 124 
3. Kabupaten Landak 156 
4. Kabupaten Mempawah 67 
5. Kabupaten Sanggau 175 
6. Kabupaten Ketapang 262 
7. Kabupaten Sintang 407 
8. Kabupaten Kapuas Hulu 282 
9. Kabupaten Sekadau 94 
10. Kabupaten Melawi 169 
11. Kabupaten Kayong Utara 43 
12. Kabupaten Kubu Raya 128 
13. Kota Pontianak 29 
14. Kota Singkawang 26 
Jumlah 2.157 

Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik Provisi Kalimantan Barat, 2026 

Faktor strategis selanjutnya yaitu terkait ketersediaan sarana dan prasarana 

pendidikan. Tabel berikut menyajikan jumlah sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama dan Sekolah Menengah Atas beserta dengan jumlah murid di Provinsi 

Kalimantan Barat menurut kabupaten/kota tahun 2025. Data ini memberikan gambaran 

mengenai sebaran fasilitas pendidikan di setiap wilayah. 
Tabel 2.5 Jumlah Sekolah Dasar (SD) dan Murid di Provinsi Kalimantan Barat menurut Kabupaten/Kota 

Tahun 2025 

No. Kabupaten/Kota Jumlah SD Jumlah Murid  
1. Kabupaten Sambas 408                                     63.488  
2. Kabupaten Bengkayang 275                                     31.666  
3. Kabupaten Landak 448                                     42.866  
4. Kabupaten Mempawah 189                                     25.182  
5. Kabupaten Sanggau 475                                     49.368  
6. Kabupaten Ketapang 547                                     62.220  
7. Kabupaten Sintang 460                                     49.985  
8. Kabupaten Kapuas Hulu 404                                     27.847  
9. Kabupaten Sekadau 237                                     23.567  
10. Kabupaten Melawi 255                                     22.295  
11. Kabupaten Kayong Utara 107                                     12.782  
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No. Kabupaten/Kota Jumlah SD Jumlah Murid  
12. Kabupaten Kubu Raya 376                                     56.320  
13. Kota Pontianak 172                                     59.773  
14. Kota Singkawang 103                                     25.304  
Kalimantan Barat 4456                                   552.663  

Sumber: Badan Pusat Statistik Provisi Kalimantan Barat, 2026 

Tabel 2.6 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Murid di Provinsi Kalimantan Barat menurut 
Kabupaten/Kota Tahun 2025 

No. Kabupaten/Kota Jumlah SMP Jumlah Murid 
1. Kabupaten Sambas 130                        27.740  
2. Kabupaten Bengkayang 86                        13.692  
3. Kabupaten Landak 109                        20.157  
4. Kabupaten Mempawah 51                          9.547  
5. Kabupaten Sanggau 121                        21.264  
6. Kabupaten Ketapang 167                        22.740  
7. Kabupaten Sintang 131                        21.337  
8. Kabupaten Kapuas Hulu 101                        11.763  
9. Kabupaten Sekadau 61                        10.063  
10. Kabupaten Melawi 113                        10.201  
11. Kabupaten Kayong Utara 44                          5.144  
12. Kabupaten Kubu Raya 161                        23.280  
13. Kota Pontianak 80                        28.254  
14. Kota Singkawang 37                        11.739  
Kalimantan Barat 1392                      236.921  

Sumber: Badan Pusat Statistik Provisi Kalimantan Barat, 2026 

Tabel 2.7 Jumlah Sekolah Menengah Atas dan Murid di Provinsi Kalimantan Barat menurut 
Kabupaten/Kota Tahun 2025 

No. Kabupaten/Kota Jumlah SMA Jumlah Murid 

1. Kabupaten Sambas 36                        12.634  
2. Kabupaten Bengkayang 30                          8.174  
3. Kabupaten Landak 44                        12.310  
4. Kabupaten Mempawah 14                          6.119  
5. Kabupaten Sanggau 32                        10.791  
6. Kabupaten Ketapang 42                        11.301  
7. Kabupaten Sintang 41                        10.456  
8. Kabupaten Kapuas Hulu 31                          7.549  
9. Kabupaten Sekadau 20                          5.534  
10. Kabupaten Melawi 23                          5.292  
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No. Kabupaten/Kota Jumlah SMA Jumlah Murid 

11. Kabupaten Kayong Utara 15                          3.721  
12. Kabupaten Kubu Raya 74                        13.838  
13. Kota Pontianak 56                        22.101  
14. Kota Singkawang 19                          6.092  
No.Kalimantan Barat 477                      135.912  

Sumber: Badan Pusat Statistik Provisi Kalimantan Barat, 2026 

Dari sisi Demografis, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin merupakan 

indikator penting sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan yang responsif 

gender. Tabel berikut menyajikan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi 

Kalimantan Barat menurut kabupaten/kota tahun 2025. Data ini menjadi salah satu 

rujukan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), termasuk bagi Balai 

Besar POM di Pontianak, dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pengawasan 

obat dan makanan telah mempertimbangkan kebutuhan, peran, serta akses yang setara 

bagi laki-laki dan perempuan.  
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Barat menurut 

Kabupaten/Kota Tahun 2025 

No. Kabupaten/Kota Jenis Kelamin Jumlah Penduduk 
1.  Kabupaten Sambas Laki-laki 339.820 

Perempuan 328.014 
Jumlah 667.834 

2.  Kabupaten Bengkayang Laki-laki 161.762 
Perempuan 150.385 
Jumlah 312.147 

3. Kabupaten Landak Laki-laki 224.208 
Perempuan 205.536 
Jumlah 429.744 

4. Kabupaten Mempawah Laki-laki 165.823 
Perempuan 158.633 
Jumlah 324.456 

5. Kabupaten Sanggau Laki-laki 270.236 
Perempuan 252.563 
Jumlah 522.799 

6. Kabupaten Ketapang Laki-laki 318.287 
Perempuan 295.712 
Jumlah 613.999 
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No. Kabupaten/Kota Jenis Kelamin Jumlah Penduduk 
7. Kabupaten Sintang Laki-laki 233.980 

Perempuan 220.601 
Jumlah 454.581 

8. Kabupaten Kapuas Hulu Laki-laki 139.342 
Perempuan 132.918 
Jumlah 272.260 

9. Kabupaten Sekadau Laki-laki 117.819 
Perempuan 110.047 
Jumlah 227.866 

10 Kabupaten Melawi Laki-laki 128.472 
Perempuan 122.020 
Jumlah 250.492 

11. Kabupaten Kayong Utara Laki-laki 71.701 
Perempuan 67.778 
Jumlah 139.479 

12. Kabupaten Kubu Raya Laki-laki 342.472 
Perempuan 328.283 
Jumlah 670.755 

13. Kota Pontianak Laki-laki 345.204 
Perempuan 345.765 
Jumlah 690.969 

14. Kota Singkawang Laki-laki 131.460 
Perempuan 126.114 
Jumlah 257.574 

Kalimantan Barat 

Laki-laki 2.990.586 
Perempuan 2.844.369 
Jumlah 5.834.955 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provisi Kalimantan Barat, 2026 

Selanjutnya dalam memberikan gambaran mengenai ketersediaan dan kapasitas 

sarana pengawasan yang menjadi objek pelaksanaan kegiatan pengawasan Balai Besar 

POM di Pontianak dan Loka POM di Kabupaten Sambas, tabel berikut menyajikan jumlah 

sarana pengawasan pada tahun 2025.  

 

 

 

 



 

 17 

Tabel 2.9 Jumlah Sarana Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 

No. Sasaran Pengawasan Jumlah 

1.  Jmlah Industri Farmasi 0 

2. Jumlah industri bahan baku obat dan fasilitas produk biologi/sarana 
khusus (unit pengelola darah, radiofarmaka, laboratorium sel punca) 

0 

3. Jumlah industri obat bahan alam  0 

4.  Jumlah industri ekstrak bahan alam 0 

5. Jumlah usaha kecil obat tradisional  7 

6. Jumlah usaha mikro obat tradisional  1 

7. Jumlah industri farmasi yang memproduksi obat kuasi 0 

8. Jumlah industri farmasi yang memproduksi suplemen kesehatan 0 

9. Jumlah industri obat bahan alam yang memproduksi suplemen 
kesehatan 

0 

10. Jumlah industri pangan yang memproduksi suplemen kesehatan 0 

11. Jumlah industri kosmetik 5 

12. Jumlah industri farmasi/industri obat bahan alam yang memproduksi 
kosmetik 

0 

13. Jumlah industri pangan  73 

14. Jumlah industri rumah tangga pangan  2.493 

15. Jumlah pedagang besar farmasi  43 

16. Jumlah apotek 416 

17. Jumlah toko obat 104 

18. Jumlah instalasi farmasi pemerintah  8 

19. Jumlah rumah sakit 32 

20. Jumlah puskesmas 117 

21. Jumlah klinik 135 

22. Jumlah fasilitas distribusi obat bahan alam  93 

23. Jumlah fasilitas distribusi suplemen kesehatan 111 
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No. Sasaran Pengawasan Jumlah 

24. Jumlah fasilitas distribusi kosmetik 173 

25. Jumlah klinik kecantikan 1 

26. Jumlah sarana peredaran pangan  1.731 

27 Jumlah Desa 4 

28 Jumlah Sekolah  13 

29 Jumlah pasar 1 

 
Tabel 2.10 Jumlah Sarana Pengawasan Loka POM di Sambas Tahun 2025 

No. Sasaran Pengawasan Jumlah 

1.  Jumlah Industri Farmasi 0 

2. Jumlah industri bahan baku obat dan fasilitas produk biologi/sarana 
khusus (unit pengelola darah, radiofarmaka, laboratorium sel punca) 

0 

3. Jumlah industri obat bahan alam  0 

4.  Jumlah industri ekstrak bahan alam 0 

5. Jumlah usaha kecil obat tradisional  1 

6. Jumlah usaha mikro obat tradisional  0 

7. Jumlah industri farmasi yang memproduksi obat kuasi 0 

8. Jumlah industri farmasi yang memproduksi suplemen kesehatan 0 

9. Jumlah industri obat bahan alam yang memproduksi suplemen 
kesehatan 

0 

10. Jumlah industri pangan yang memproduksi suplemen kesehatan 0 

11. Jumlah industri kosmetik 0 

12. Jumlah industri farmasi/industri obat bahan alam yang memproduksi 
kosmetik 

0 

13. Jumlah industri pangan  3 

14. Jumlah industri rumah tangga pangan  190 

15. Jumlah pedagang besar farmasi  0 
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No. Sasaran Pengawasan Jumlah 

16. Jumlah apotek 104 

17. Jumlah toko obat 57 

18. Jumlah instalasi farmasi pemerintah  2 

19. Jumlah rumah sakit 6 

20. Jumlah Puskesmas 45 

21. Jumlah klinik 26 

22. Jumlah fasilitas distribusi obat bahan alam  117 

23. Jumlah fasilitas distribusi suplemen kesehatan 117 

24. Jumlah fasilitas distribusi kosmetik 146 

25. Jumlah klinik kecantikan 3 

26. Jumlah sarana peredaran pangan  419 

27. Jumlah Desa 0 

28. Jumlah sekolah 0 

29. Jumlah pasar 92 
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2.2. Lingkungan Internal  
  
A. Luas Tanah (m2) 

• Kantor Balai Besar POM di Pontianak terletak di Jl. Dr. Soedarso Pontianak 

diatas tanah seluas 3.000 m2.  

• Pos POM Aruk terletak di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas di 

atas tanah seluas 3.533 m2.  

• Rumah Negara Golongan I terletak di Jl. dr. Wahidin Gg. Sepakat VI di atas 

tanah seluas 788 m2.  

• Loka POM di Kabupaten Sambas terletak di Jl. Pembangunan, Dalam Kaum, 

Kab. Sambas di atas tanah seluas 2.659 m2.  
 
B. Luas Bangunan (m2) 

• Balai Besar POM di Pontianak menempati bangunan dengan berlantai dua 

seluas 3.157 m2.  

• Luas Bangunan Pos POM Aruk adalah 400 m2.  

• Loka POM di Kabupaten Sambas menempati bangunan dengan lantai dua 

berstatus sewa seluas 347,6 m2  

C. Status Kepemilikan Tanah  

• Tanah tempat berdirinya gedung Balai Besar POM di Pontianak adalah hak 

pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat 

No. 19 tanggal 26 Juni 2012.  

• Tanah Pos POM Aruk di Sambas adalah hak pakai atas nama Pemerintah 

Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 31 tanggal 23 Desember 

2019.  

• Tanah Rumah Negara Golongan I adalah hak pakai atas nama Pemerintah 

Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 19 tanggal 26 Juni 2012.  

• Tanah Loka POM di Kabupaten Sambas adalah hak pakai atas nama 

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 138 tanggal 

31 Juli 2024.  
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D. Rumah Dinas 

 Rumah Dinas Jl. dr. Wahidin Gg. Sepakat VI sudah dilakukan penghapusan 

Rumah Negara Gol I Tipe B Permanen atas lelang 1 (satu) unit bongkaran rumah Negara 

golongan 1 tipe B permanen dalam keadaan rusak berat, sebesar Rp 5.777.000,00, 

dengan Risalah Lelang No : 343/53/2024 tanggal 05 Juni 2024, NTPN : 

15F410N9VR8V5GOA tanggal 06 Juni 2024 dan Surat Keputusan Kepala Balai Besar 

POM di Pontianak tentang Penghapusan BMN berupa Rumah Negara Gol I Tipe B nomor 

PL.03.09.20A.20A5.06.23.121 tanggal 15 Juni 2024. Rumah Dinas Loka POM di 

Kabupaten Sambas terletak di Perumahan Kartiasa Indah, Desa Lorong, Kabupaten 

Sambas 79463 dan masih berstatus sewa.  

 E. Penerangan 
 Penerangan yang digunakan gedung Balai Besar POM di Pontianak 

menggunakan jasa PLN dengan dengan kapasitas :  

1)  PLN : 82,5 kVA dan 82,5 kVA  

2)  Generator Set : 100 kVA dan 150 kVA  

Penerangan yang digunakan gedung Loka POM di Kabupaten Sambas menggunakan 

jasa PLN dengan dengan kapasitas : 1600 Kwh  

F. Sarana Komunikasi 

Untuk kelancaran komunikasi, sarana yang tersedia di kantor Balai Besar POM 

Pontianak adalah : 

1. Nomor telepon:  
0561-572417 (Ruang Staf Infokom) 
0561-743858 (Ruang Kepala Balai)  
0561-737720 (Lobby)  

2. Alamat e-mail: 
bpom_pontianak@pom.go.id  
balaipom_pontianak@yahoo.com  

3. Handphone: 
0822 5547 0600 (Informasi dan Pengaduan Masyarakat)  
0822 5547 0601 (Pengujian Obat dan Makanan) 
0822 5547 0602 (Sertifikasi)  
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4. Media Sosial : 
bpom.pontianak (Instagram-Tiktok) 
Balai Besar POM di Pontianak (Facebook) @BPOMPontianak (X) 
Balai Besar POM di Pontianak (Youtube)  

5. Subsite : pontianak.pom.go.id  
 
Untuk kelancaran komunikasi sarana yang tersedia di kantor Loka POM di Kabupaten 

Sambas adalah :  

1) Handphone : 0822-5684-0384 

2) Alamat e-mail : loka_sambas@pom.go.id  

3) Sosial Media  : bpom.sambas (Instagram)  

4) Subsite   : www.sambas.pom.go.id 

G. Sumber Air 

Sumber air yang digunakan di Balai Besar POM di Pontianak berasal dari PDAM. 

Sumber air yang digunakan di Loka POM di Kabupaten Sambas berasal dari PDAM.  

H. Kendaraan 
Kendaraan yang digunakan di Balai Besar POM Pontianak tercantum pada tabel 

berikut ini :  

Tabel 2.11 Kendaraan Dinas di Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 

No Jenis Kendaraan Nomor 
Polisi 

Merk Tipe Tahun Kondisi 

1 Mini Bus 
(Penumpang 14 
Orang ke Bawah) 

KB 1519 
QP 

Mitsubishi Outlander 
Sport 

2015 Baik 

2 Mini Bus 
(Penumpang 14 
Orang ke Bawah) 

KB 1425 
WO 

Toyota Kijang Innova 
2.0 G M/T 

2018 Baik 

3 Mini Bus 
(Penumpang 14 
Orang ke Bawah) 

B 9065 
PQW I 

Isuzu NHR / 
Penyidikan 

2018 Baik 

4 Mini Bus 
(Penumpang 14 
Orang ke Bawah) 

B 9196 
PQE 

Isuzu NHR / 
Incinerator 

2019 Baik 

5 Mini Bus 
(Penumpang 14 
Orang ke Bawah) 

KB 1914 
WS 

Toyota Rush 2020 Baik 
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No Jenis Kendaraan Nomor 
Polisi 

Merk Tipe Tahun Kondisi 

6 Mobil Unit 
Kesehatan 
Masyarakat 

KB 9674 
WW 

Isuzu ELF NHR 
55E 

2013 Baik 

7 Mobil Unit 
Kesehatan 
Masyarakat 

KB 8676 
AU 

Mitsubishi Triton 2,5L 
SC HDX 
4x4M 

2017 Baik 

8 Sepeda Motor KB 5044 W Honda NF 125 SD 2007 Baik 

9 Sepeda Motor KB 5045 W Honda NF 125 SD 2007 Baik 

Kendaraan yang digunakan di Loka POM di Kabupaten Sambas tercantum pada 

tabel berikut :  

Tabel 2.12 Kendaraan Dinas di Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 

No Jenis Kendaraan Nomor 
Polisi 

Merk Tipe Tahun Kondisi 

1 Mini Bus (Status: Sewa) KB 1170 
MP 

Toyota Avanza 2023 Baik 

2 Mobil Unit Kesehatan Masyarakat 
(Status: Pinjam Pakai milik Balai 
Besar POM di Pontianak) 

KB 8635 
HA 

Isuzu Delivery 
Van 

2013 Baik 

3 Sepeda Motor (Status: Pinjam 
Pakai milik Balai Besar POM di 
Pontianak) 

KB 5043 
MV 

Honda Supra 
125 

2007 Baik 

I. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Pontianak untuk 

melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan adalah sebanyak 80 

orang, dengan persentase pemenuhan ABK sebesar 74,07 %. Berikut tabel presentase 

pegawai Balai Besar POM di Pontianak berdasarkan pemenuhan ABK: 

Tabel 2.13 Presentase Pegawai Balai Besar POM di Pontianak Berdasarkan Pemenuhan ABK 
No Nama Jabatan ABK Jumlah 

Pegawai 
Gap Persentase 

Pemenuhan 

1 Kepala Balai Besar POM di Pontianak 1 1 0 100% 
2 Kepala Bagian Tata Usaha pada Balai 

Besar POM di Pontianak 
1 1 0 100% 

3 Analis Anggaran Ahli Madya 0 0 0 100% 
4 Analis Anggaran Ahli Muda 0 0 0 100% 
5 Analis Anggaran Ahli Pertama 1 1 0 100% 
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No Nama Jabatan ABK Jumlah 
Pegawai 

Gap Persentase 
Pemenuhan 

6 Analis Pengelolaan Keuangan APBN 
Ahli Madya 

1 0 1 0% 

7 Analis Pengelolaan Keuangan APBN 
Ahli Muda 

1 0 1 0% 

8 Analis Pengelolaan Keuangan APBN 
Ahli Pertama 

2 1 1 50% 

9 Analis SDM Aparatur Ahli Muda 1 0 1 0% 
10 Analis SDM Aparatur Ahli Pertama 1 1 0 100% 
11 Arsiparis Ahli Muda 1 0 1 0% 
12 Arsiparis Ahli Pertama 1 0 1 0% 
13 Arsiparis Mahir 1 0 1 0% 
14 Arsiparis Penyelia 1 0 1 0% 
15 Arsiparis Terampil 1 1 0 100% 
16 Penata Laksana Barang Mahir 1 0 1 0% 
17 Penata Laksana Barang Terampil 3 0 3 0% 
18 Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli 

Madya 
11 10 1 91% 

19 Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli 
Muda 

30 19 12 60% 

20 Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli 
Pertama 

32 24 9 72% 

21 Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir 0 2 -2 100% 
22 Pengawas Farmasi dan Makanan 

Penyelia 
0 3 -3 100% 

23 Pengawas Farmasi dan Makanan 
Terampil 

0 1 -1 100% 

24 Perencana Ahli Madya 1 0 1 0% 
25 Perencana Ahli Muda 2 0 2 0% 
26 Perencana Ahli Pertama 3 1 2 33% 
27 Pranata Keuangan APBN Mahir 1 1 0 100% 
28 Pranata Keuangan APBN Penyelia 1 0 1 0% 
29 Pranata Keuangan APBN Terampil 1 0 1 0% 
30 Pranata Komputer Ahli Muda 1 0 1 0% 
31 Pranata Komputer Ahli Pertama 1 1 0 100% 
32 Pranata Komputer Mahir 1 0 1 0% 
33 Pranata Komputer Penyelia 1 0 1 0% 
34 Pranata Komputer Terampil 2 1 1 50% 
35 Pranata SDM Aparatur Mahir 1 1 0 100% 
36 Pranata SDM Aparatur Penyelia 1 0 1 0% 
37 Asisten Kelola Obat dan Makanan 0 1 -1 100% 
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No Nama Jabatan ABK Jumlah 
Pegawai 

Gap Persentase 
Pemenuhan 

38 Pelaksana 0 1 -1 100% 
39 Penata Kelola Obat dan Makanan 0 2 -2 100% 
40 Penata Layanan Operasional 0 4 -4 100% 
41 Pengadministrasi Perkantoran 0 2 -1 100% 

TOTAL 108 80 28 74,07% 

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Sambas untuk 

melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan adalah sebanyak 20 

orang dengan persentase pemenuhan ABK sebesar 66 %. Berikut Tabel presetase 

pegawai Loka POM di Kabupaten Sambas berdasarkan pemenuhan ABK. 
Tabel 2.14 Persentase Pegawai Loka POM di Kabupaten Sambas Berdasarkan Pemenuhan ABK 

No Nama Jabatan  ABK Jumlah 
Pegawai 

Persentase 
Pemenuhan  

1 Kepala Loka POM di Kab. 
Sambas 

1 1 100% 

2 Analisis Pengelolaan 
Keuangan APBN Ahli Pertama 

2 0 0% 

3 Arsiparis Terampil 0 1 100% 

4 Penata Laksana Barang 
Terampil 

1 0 0% 

5 Pengawas Farmasi dan 
Makanan Ahli Pertama 

11 7 64% 

6 Perencana Ahli Pertama 0 1 100% 

7 Pranata Keuangan APBN 
Mahir 

1 0 0% 

8 Pranata Keuangan APBN 
Terampil 

1 1 100% 

9 Penata Kelola Obat dan 
Makanan 

0 8 100% 

10 Pengelola Layanan 
Operasional 

0 1 100% 

TOTAL 17 20 66% 

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai di Balai Besar POM di Pontianak terdiri 

dari Strata dua (S2) sebanyak 12 orang, profesi Apoteker sebanyak 14 orang, Strata Satu 

(S1) atau sederajat 45 orang, Diploma tiga (D3) sebanyak 7 orang, dan SMA atau 
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sederajat sebanyak 3 orang. Balai Besar POM di Pontianak berkomitmen untuk 

meningkatkan kompetensi pegawainya dengan memberikan kesempatan untuk 

mengikuti Pendidikan lanjutan dengan tugas belajar maupun izin belajar.  

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Balai Besar POM di Pontianak,pegawai 

di Loka POM di Kabupaten Sambas terdiri dari Profesi Apoteker sebanyak 5 orang dan 

Strata satu (S1) atau sederajat sebanyak 12 orang.  
Tabel 2.15 Profil Pegawai  

No Tingkat Pendidikan  Balai Besar POM di 
Pontianak 

Loka POM di 
Kabupaten Sambas 

1 S2 13  - 

2 Profesi 12 5 

3 S1/D4 45 12 

4 D3 7 3 

5 SMA/Sederajat 3  - 

TOTAL 80 20 

Berdasarkan gender, profil pegawai Balai Besar POM di Pontianak dan Loka POM 

di Kabupaten Sambas dapat dilihat pada tabel bawah ini :  
Tabel 2.16 Profil Pegawai Berdasarkan Gender 

No Jenis Kelamin Balai Besar POM di 
Pontianak 

Loka POM di Kabupaten 
Sambas 

1 Pria 24 7 

2 Wanita 56 13 

TOTAL 80 20 

Badan POM RI sebagai organisasi pembelajar (learning organization) berkomitmen 

memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk mengikuti pengembangan 

kompetensi meliputi pelatihan teknis, pelatihan kepemimpinan, pelatihan manajerial, 

bimtek, seminar/workshop/sosialisasi dan kursus/magang. Riwayat pengembangan 

kompetensi yang diikuti pegawai Balai Besar POM di Pontianak dan Loka POM di 

Kabupaten Sambas selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel bawah ini :  

 



 

 27 

 
Tabel 2.17 Profil Pegawai Berdasarkan Riwayat Pengembangan Kompetensi SDM Tahun 2025 

No Jenis Pengembangan 
Kompetensi 

Balai Besar POM 
di Pontianak 

Loka POM di 
Kabupaten Sambas 

1 Pelatihan Teknis 13 19 

2 Pelatihan Fungsional 1 1 

3 Pelatihan Manajemen 1 0 

4 Seminar/Workshop/Sosialisasi 80 17 

5 Pelatihan Kepemimpinan 0 19 

6 Bimbingan Teknis/Penataran 80 18 

7 Kursus/Magang 0 2 

J. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji  

Tenaga Penguji di Balai Besar POM di Pontianak berjumlah 25 orang dan terbagi 

dalam empat laboratorium sebagai berikut:  

1. Laboratorium Obat dan NAPPZA  
Tenaga penguji di laboratorium Obat dan NAPPZA terdiri dari 6 orang 

dengan rincian 3 orang Apoteker, 2 orang Sarjana Kimia, dan 1 orang D3 

Farmasi. Jumlah sampel yang diuji sebanyak 378 sampel dengan 1.871 

parameter. Kemampuan kerja tenaga penguji adalah 63 sampel per orang per 

tahun dan 312 parameter per orang per tahun.  

2. Laboratorium obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan  
Tenaga penguji di laboratorium obat bahan alam, kosmetik dan 

suplemen kesehatan terdiri dari 7 orang dengan rincian 4 orang Apoteker, 1 

orang Sarjana Kimia, 1 Orang Sarjana Biologi dan 1 Orang D3 Farmasi. 

Jumlah sampel yang diuji sebanyak 874 sampel dengan 3.656 parameter. 

Kemampuan kerja tenaga penguji adalah 124 sampel per orang per tahun dan 

522 parameter per orang per tahun 

3. Laboratorium Pangan  
Tenaga penguji di laboratorium pangan terdiri dari 5 orang dengan 

rincian 3 orang Sarjana Kimia, 1 orang Sarjana Teknologi Pangan dan 1 orang 
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D3 Farmasi. Jumlah sampel yang diuji sebanyak 632 sampel dengan 3.593 

parameter. Kemampuan kerja tenaga penguji adalah 126 sampel per orang 

per tahun dan 719 parameter per orang per tahun.  

4. Laboratorium Mikrobiologi  
Tenaga penguji di laboratorium mikrobiologi terdiri dari 7 orang dengan 

rincian 1 orang Apoteker, 2 orang Sarjana Teknologi Pangan, 2 orang Sarjana 

Kimia dan 2 orang Sarjana Biologi. Jumlah sampel yang diuji sebanyak 981 

sampel dengan 6.748 parameter dengan kemampuan kerja tenaga penguji 

140 sampel per orang per tahun dan 964 parameter per orang per tahun.  

 
Grafik 2.1 Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji Laboratorium Balai Besar POM di 

Pontianak 

K. Uji Profisiensi  

 Uji Profisiensi, Uji Banding dan Uji Kolaborasi yang diikuti oleh Balai Besar 

POM di Pontianak pada tahun 2025 sebanyak 12 uji profisiensi, terdiri dari : 

Laboratorium Obat dan NAPPZA sebanyak 1 uji profisiensi (memuaskan) dan 2 uji 

banding antarlab (inlier); Laboratorium kosmetik sebanyak 1 uji profisiensi 

(memuaskan) dan 2 uji banding antar lab (memuaskan); Laboratorium obat bahan 

alam sebanyak 1 uji profisiensi (memuaskan); Laboratorium Pangan sebanyak 3 

uji profisiensi (inlier) dan 1 uji banding (NA); dan Laboratorium Mikrobiologi 

sebanyak 1 uji profisiensi (inlier). Data selengkapnya tersaji pada lampiran tabel 
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L.  Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar Minimal 
Laboratorium UPT BPOM 

Hasil penilaian persentase pemenuhan standar peralatan laboratorium 

sesuai Standar Peralatan Laboratorium adalah sebesar 96,53 %. Peralatan 

analisis di laboratorium kimia antara lain yaitu Gas Chromatography (GC), Gas 

Chromatography–Mass Spectrometry (GCMS), Atomic Absorption Spectroscopy 

(AAS), High Performance Liquid Chromatography (HPLC), serta Inductively 

Coupled Plasma dengan Spektrometri Massa (ICPMS). Kemudian, berdasarkan 

standar peralatan laboratorium mikrobiologi, persentase pemenuhan di Balai 

Besar POM di Pontianak adalah sebesar 90.9%. Peralatan di laboratorium 

mikrobiologi antara lain yaitu Biological Safety Cabinet, Autoklaf, Inkubator, 

Spektrofotometer DNA, serta Realtime PCR. Data selengkapnya tersaji pada 

lampiran tabel 31A dan 31B.  

M.  Sertifikasi/Akreditasi  

Sertifikat/Akreditasi yang diperoleh Balai Besar POM di Pontianak adalah 

ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu, SNI ISO/IEC 17025:2017 

tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi 

serta ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.  

N.  Kerjasama Berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama 
(PKS)  

Balai Besar POM di Pontianak melakukan berbagai upaya yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku 

lainnya. Melalui penguatan kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah daerah 

dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas 

pengawasan Obat dan Makanan.  

Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama dijalin sebagai 

usaha membangun kerjasama yang lebih erat, mengikat dan saling 

menguntungkan dengan pemangku kepentingan lainnya. Perjanjian kerjasama 
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yang telah dijalin antara lain dengan Politeknik Negeri Pontianak, Politeknik 

Kesehatan Pontianak, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Pengurus Derah 

Persatua Ahli Farmasi Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Fakultas Kedokteran 

Universitas Tanjungpura, Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, Mall 

Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kubu Raya, MPP Kota Pontianak, 

Persaudaraan Muslimah Kalimanran Barat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat. Data selengkapnya tersaji pada lampiran tabel 33A.  

Balai Besar POM di Pontianak juga berkolaborasi dengan Organisasi 

Masyarakat di antaranya Gerakan Pramuka Kwartir Daerah dan Cabang. Kegiatan 

kolaborasi ini diwujudkan dengan pembentukan SAKA POM (Satuan Karya 

Pengawas Obat dan Makanan) yang dibentuk pada tanggal 10 Juli 2023. Pada 

tahun 2025 kegiatan kolaborasi ini terus berlanjut utamanya melalui kegiatan 

penyiaran informasi publik yang dibagikan melalui seluruh media sosial Balai 

Besar POM di Pontianak.  

O.  Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi  

Selama tahun 2025, terdapat beberapa kerjasama yang dilakukan oleh Balai 

Besar POM di Pontianak dengan pemangku kepentingan, yaitu dalam tim 

koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di tingkat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, serta Forum Koordinasi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah Provinsi Kalimantan Barat.  

Penghargaan yang didapatkan Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 

2025, diantaranya sebagai berikut Balai Besar Terbaik 1 pada kategori Penyusunan 

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan dari Direktur Cegah Tangkal; Balai Besar 

Terbaik 2 pada Kategori Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan dar 

Direktur Cegah Tangkal; Balai Besar Terbaik 3 pada Kategori Penggalangan 

Pemangku Kepetntinagn Dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan 

Makanan dari Direktur Cegah Tangkal; Balai Besar POM di Pontianak berhasil 

membawa Penghargaan untuk  Sekolah dengan PJAS AMAN Regional Tengah 

Tingkat SMP hasil Juara 1; Balai Besar POM di Pontianak berhasil membawa 
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penghargaan untuk Desa Pengan Aman Regional Tengah dengan hasil Juara 3. 

Lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran 33B. 

Data Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi berupa Dokumen Kerja 

Sama, Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor, 

Penghargaan/Rekognisi untuk lebih mendetail dapat dilihat pada lampiran Tabel 

33B.  

P.  Pengadaan Barang/Jasa  

Secara umum pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Balai Besar 

POM di Pontianak tahun 2025 adalah sebagai berikut :  

Tabel 2.18 Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar POM di Pontianak 

No Nama Paket Pengadaan 

1. Pengadaan Outsourcing (Cleaning Service) 

2. Pengadaan Outsourcing (Satpam) 

3. Pengadaan Outsourcing (Driver) 

4. Pengadaan Perlengkapan Peserta dalam Rangka KIE kepada Masyarakat 

5. Sewa Kendaraan Roda 4 (Loka POM Sambas) 

6. Sewa Kantor Loka POM Sambas 

7. Pengadaan Outsourcing (Satpam) Loka POM Sambas 

8. Perbaikan/Service Peralatan Laboratorium  

9. Pengadaan Jasa Outsourcing Alih Daya Tenaga Resepsionis dan Pemelihara 
Sarana Prasarana Balai Besar POM di Pontianak 

10. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Air Conditioner Loka POM di Sambas 

11. Refreshment Alat Laboratorium 

12. Pengadaan Reagen untuk Pengujian Laboratorium Sampel Makanan 

13. Verifikasi/Kalibrasi HPLC, GC, GCMS Shimadzu 

14. Pengadaan Media Mikro untuk Pengujian Laboratorium Sampel Makanan 

15. Reagensia Kimia Validasi/Revalidasi/Verifikasi/Kolaborasi Metode Analisis 

16. Pengadaan Reagen untuk Pengujian Laboratorium Sampel Obat, Obat Bahan Alam, 

Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM 

17. Pengadaan Suku Cadang 

18. Pemeliharaan Gedung Kantor berupa Pekerjaan Elektrikal pada Laboratorium dan 

ruang kerja 
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No Nama Paket Pengadaan 

19. Pemeliharaan Gedung Kantor berupa Pengecetan Gedung, Ruang Kerja dan Pagar 

halaman Balai Besar PoM di Pontianak 

20. Pengadaan Billboard Balai Besar POM di Pontianak 

21. Pengadaan Bahan Fungsional/Penyelenggaraan Laboratorium dalam Rangka 
Operasional Penyelenggaraan Laboratorium PNBP 

Detail pengadaan Barang/Jasa dapat dilihat dalam Lampiran tabel 34. 

Q. Anggaran 

Laporan realisasi anggaran Balai Besar POM di Pontianak dan Loka POM di 

Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut : 

1. Sumber anggaran berasal dari rupiah murni dengan pagu anggaran 

Rp 28.583.699.000 dengan realisasi Rp 21.934.204.157 dengan 

persentase sebesar 76.78%. Persentase realisasi ini didasarkan pada 

pagu anggaran yang memperhitungkan pagu blokir didalamnya. 

2. Target Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan pagu anggaran 

Rp1.600.000.000 dengan realisasi Rp 752.531.925 dengan 

persentase sebesar 47.07%. Persentase realisasi ini didasarkan pada 

pagu anggaran yang memperhitungkan pagu blokir didalamnya.  

Total pagu Rp 30.183.699.000 dan total realisasi Rp 22.699.359.083 dengan 

persentase sebesar 75,20%. Sepanjang tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak 

mengalami pemblokiran anggaran sehingga tidak seluruh pagu awal dapat 

digunakan. Berikut riwayat revisi anggaran Balai Besar POM di Pontianak 

sepanjang 2025:  

a. Bulan Maret 2025 revisi pemotongan anggaran, dari total anggaran Rp 

30.625.979.000 menjadi Rp 29.962.179.000.  

b. Bulan Juli 2025 revisi penambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp 

221.520.000 sehingga total pagu anggaran menjadi Rp 30.183.699.000.  

Dari total pagu anggaran sebesar Rp 30.183.699.000, anggaran yang bisa 

digunakan hanya Rp 22.751.609.000. sehingga jika melihat total pagu yang dapat 

digunakan, maka realisasi anggaran sudah mencapai 99,77%. Laporan realisasi 
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anggaran Balai Besar POM di Pontianak dan Loka POM di Kabupaten Sambas 

Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat dalam lampiran tabel 35. 

R. Laporan Penerimaan PNBP 

Berdasarkan laporan penerimaan PNBP Balai Besar POM di Pontianak Tahun 

2025, target penerimaan PNBP sebesar Rp 778.200.000 kemudian realisasi 

penerimaan PNBP sebesar Rp 117.078.676 dengan persentase sebesar 15.04 %. 

Laporan penerimaan PNBP Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 dapat dilihat 

dalam lampiran tabel 36. 

S. Implementasi PUG. 

Dasar Hukum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender ini mengacu pada 

antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi terhadap Wanita; 

2. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 

Gender dalam Pembangunan Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; 

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2021- 2024 

terkait Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan 

Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan termasuk pekerja migran dari 

kekerasaan termasuk TPPO. 

Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) 

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang 

dilakukan secara sistematis untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender 

melalui integrasi perspektif gender dalam seluruh proses pembangunan. 

Implementasi PUG di lingkungan Balai Besar POM di Pontianak dilaksanakan 

dengan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan, 

akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat yang setara dalam setiap program dan 

kegiatan pengawasan obat dan makanan. 
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Komitmen Implementasi Pengarusutamaan Gender 

Balai Besar POM di Pontianak menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender melalui pembentukan dan penugasan Sub Kelompok 

Kerja (Sub Pokja) PUG di lingkungan unit kerja. Sub Pokja PUG berperan dalam 

mendorong integrasi perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan, dan evaluasi program serta kegiatan yang dilaksanakan oleh unit 

kerja. 

Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui integrasi PUG pada tujuh proses 

pembangunan, yaitu pada tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pengambilan keputusan. Integrasi tersebut 

memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan mempertimbangkan 

kebutuhan, pengalaman, dan peran perempuan maupun laki-laki sehingga hasil 

pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil dan merata. 

Implementasi Data Terpilah dan Analisis Gender 
Sebagai bagian dari implementasi PUG, Balai Besar POM di Pontianak 

menerapkan penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam proses 

perencanaan dan evaluasi kegiatan. Data terpilah ini digunakan untuk 

mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat, sasaran program, serta potensi 

kesenjangan gender yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program. 

Data terpilah yang dihimpun mencakup antara lain data peserta kegiatan 

komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), kader masyarakat, pelaku usaha, serta 

sasaran program pemberdayaan masyarakat. Data tersebut menjadi dasar dalam 

melakukan analisis gender sehingga program yang dirancang dapat menjangkau 

kelompok sasaran secara lebih tepat dan inklusif. 

Implementasi PUG dalam Program dan Kegiatan 
Pelaksanaan program dan kegiatan Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 

2025 telah mengintegrasikan perspektif gender dengan memantau partisipasi 

peserta berdasarkan jenis kelamin. 

Pada kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan 

Masyarakat bersama Anggota Komisi IX DPR RI, telah direalisasikan sebanyak 10 
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kegiatan di Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, 

Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten 

Sekadau, dan Kabupaten Sanggau pada periode Maret hingga Juni 2025. 

Berdasarkan rekapitulasi peserta, proporsi kehadiran peserta menunjukkan 65,07% 

perempuan dan 34,93% laki-laki. Sementara itu, target proporsi gender yang 

ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) adalah 51,68% laki-laki dan 

48,32% perempuan, yang menunjukkan bahwa kegiatan ini mampu menjangkau 

partisipasi perempuan secara signifikan dalam kegiatan edukasi masyarakat terkait 

keamanan obat dan makanan. 

Selain itu, Balai Besar POM di Pontianak juga menyelenggarakan kegiatan 

edukasi rutin Edukasi Obat dan Makanan Tepat untuk Masyarakat Setiap Bulan 

(DONAT EMBUL) yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom dan Youtube Live 

BBPOM di Pontianak. Sejak bulan Maret 2025 hingga akhir tahun, kegiatan ini telah 

dilaksanakan sebanyak 10 kali dengan jumlah peserta sebanyak 306 orang. 

Berdasarkan data terpilah gender, diketahui bahwa 78,1% peserta merupakan 

perempuan dan 21,9% merupakan laki-laki, yang menunjukkan tingginya partisipasi 

perempuan dalam kegiatan edukasi kesehatan masyarakat. 

Implementasi PUG juga tercermin dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat 

melalui program Desa Pangan Aman yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada 

periode April hingga Agustus 2025. Berdasarkan data peserta kegiatan, proporsi 

kehadiran peserta terdiri dari 74% perempuan dan 26% laki-laki. Hal ini 

menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang cukup dominan dalam 

kegiatan yang berkaitan dengan keamanan pangan di tingkat komunitas. 

Pada kegiatan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan 

Pangan, yang juga dilaksanakan di Kota Pontianak pada periode April hingga 

Agustus 2025, proporsi peserta yang hadir terdiri dari 65% perempuan dan 35% 

laki-laki. Kegiatan ini melibatkan unsur guru, tenaga kependidikan, serta pengelola 

kantin sekolah dalam upaya meningkatkan budaya keamanan pangan di lingkungan 

sekolah. 
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Sementara itu, pada kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 

(PPABK) yang dilaksanakan pada periode yang sama di Kota Pontianak, proporsi 

partisipasi peserta menunjukkan 54% perempuan dan 46% laki-laki, yang 

menggambarkan partisipasi yang relatif seimbang antara perempuan dan laki-laki 

dalam kegiatan penguatan keamanan pangan di lingkungan pasar. 

Anggaran Responsif Gender 
Dalam mendukung implementasi PUG, Balai Besar POM di Pontianak juga 

mengintegrasikan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam perencanaan 

kegiatan. ARG merupakan anggaran yang dialokasikan untuk memastikan bahwa 

program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan manfaat yang setara 

bagi perempuan dan laki-laki. 

Beberapa kegiatan yang telah ditandai sebagai Output yang responsif gender 

antara lain kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat serta 

program pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan pangan, seperti Desa 

Pangan Aman, Sekolah dengan Pembudayaan Keamanan Pangan, dan Pasar 

Pangan Aman Berbasis Komunitas. 

Proporsi ARG terhadap total anggaran unit kerja dihitung berdasarkan 

kegiatan yang telah ditandai responsif gender pada dokumen perencanaan dan 

penganggaran 

Internalisasi dan Implementasi PUGIS 

Balai Besar POM di Pontianak juga melakukan internalisasi Pengarusutamaan 

Gender dalam Sistem (PUGIS) melalui berbagai mekanisme, antara lain 

peningkatan pemahaman pegawai terkait konsep kesetaraan gender, penggunaan 

data terpilah dalam pelaporan kegiatan, serta integrasi perspektif gender dalam 

penyusunan dokumen perencanaan program. 

Melalui implementasi tersebut, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Pontianak dapat memberikan manfaat yang 

setara bagi perempuan dan laki-laki serta mendukung terwujudnya pembangunan 

yang inklusif dan berkeadilan. 
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BAB III 
HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 

3. 1.  Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat 
A. Balai Besar POM di Pontianak 
 1. Sampling Obat 

Pada tahun 2025 telah diberlakukan sistem regionalisasi laboratorium yang 
bertujuan meningkatkan efisiensi sumber daya dan efektivitas pengujian untuk 

mewujudkan pengujian yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan 

lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan. Konsep regionalisasi ini 

antara lain meliputi pembagian 7 region berdasarkan kedekatan letak geografis 

antar Balai, kemudahan transportasi, kemampuan pengujian, dan kemudahan 

akses jaringan internet. Balai Besar BPOM di Pontianak termasuk dalam anggota 

regional 4 dengan Balai Koordinator Balai Besar POM di Samarinda. 

Sampel yang disampling oleh Balai Besar POM di Pontianak total berjumlah 

232 sampel obat terdiri dari 215 sampel di sarana berizin dan 17 sampel di sarana 

tidak berizin dan 4 sampel produk tembakau. Sampel yang dilakukan pengujian 

sebanyak 231 sampel karena 1 sampel TIE. Sampel tersebut diuji di 4 laboratorium 

Region 4 untuk dikerjakan sesuai pembagian kelas terapi yang telah ditetapkan, 

PPPOMN (vaksin dan produk tembakau), dan Balai Besar POM di Surabaya 

(produk tembakau). Berdasarkan hasil pengujian laboratorium dan evaluasi label, 

diperoleh 209 sampel yang memenuhi syarat dan 22 sampel yang tidak memenuhi 

syarat (TMK penandaan). 

2. Pengujian Laboratorium Obat 
Pada tahun 2025, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak 

melakukan sampling terhadap 232 sampel obat yang selanjutnya dilakukan 

pemeriksaan dan pengujian di laboratorium pengujian regional Samarinda. Hasil 

pengujian menunjukkan sebanyak 209 sampel MS dan 23 sampel TMS dimana 1 

sampel TIE dan 22 sampel TMS penandaan.  
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Grafik 3.1 Hasil Pengujian Sampel 

Berdasarkan Grafik, sebagian besar sampel yaitu 90,1% memenuhi 

persyaratan, 9,5% tidak memenuhi persyaratan karena  ketidaksesuaian 

penandaan dan 0,4% sampel Tanpa Ijin Edar (TIE). Hal ini menunjukkan bahwa 

secara umum mutu produk obat masih relatif baik, namun kepatuhan terhadap 

ketentuan penandaan masih perlu ditingkatkan. Penandaan merupakan aspek 

penting karena berkaitan langsung dengan informasi penggunaan obat oleh 

masyarakat. 

Selain kegiatan pengujian yang berasal dari sampling pengawasan di 

wilayah kerja, laboratorium obat BBPOM di Pontianak juga memiliki peran 

strategis dalam pelaksanaan pengujian regional sebagai bagian dari sistem 

jejaring laboratorium di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam 

skema pembagian mandat regional, BBPOM di Pontianak tergabung dalam 

Region Samarinda dengan tanggung jawab pengujian untuk kelas terapi sistem 

saraf pusat, sistem muskuloskeletal, hormon sistemik non-seks dan antiparasit. 

Pada tahun 2025, sebanyak 378 sampel obat dari kelas terapi tersebut yang 

disampling oleh Unit Pelaksana Teknis di wilayah Region Samarinda telah diuji di 

laboratorium obat BBPOM di Pontianak dengan total pelaksanaan 1.871 

parameter pengujian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh sampel 

memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Capaian ini mengindikasikan bahwa 

secara umum mutu produk obat pada kelas terapi yang menjadi mandat regional 

masih berada dalam kondisi yang terkendali. Di sisi lain, tingginya jumlah 
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parameter pengujian yang dilakukan juga menggambarkan kompleksitas serta 

kapasitas teknis laboratorium dalam memastikan pemenuhan spesifikasi mutu 

produk obat secara komprehensif. Dengan demikian, peran laboratorium BBPOM 

di Pontianak tidak hanya terbatas pada mendukung kegiatan pengawasan di 

wilayah kerja, tetapi juga berkontribusi secara nasional dalam menjamin 

konsistensi mutu obat melalui mekanisme pengujian berbasis jejaring 

laboratorium. 

Selain pengujian rutin yang berasal dari kegiatan sampling pengawasan, 
laboratorium obat BBPOM di Pontianak juga melaksanakan pengujian nonrutin 

yang umumnya berkaitan dengan kegiatan investigasi atau penegakan hukum. 

Pada tahun 2025 dilakukan pengujian terhadap 3 sampel nonrutin dengan hasil 2 

sampel Memenuhi syarat dan 1 sampel Tidak Memenuhi Syarat. 

 
Grafik 3.2 Hasil Pengujian Sampel Non Rutin 

Berdasarkan grafik, sebanyak 66,7% sampel non rutin Memenuhi Syarat 

dan 33,3% Tidak Memenuhi Syarat. Pengujian nonrutin memiliki peran strategis 

karena berfungsi sebagai dukungan ilmiah (evidence-based support) dalam 

proses investigasi dan penegakan hukum terhadap produk obat yang diduga 

melanggar ketentuan. Hasil pengujian laboratorium menjadi dasar dalam proses 

pembuktian terhadap dugaan pelanggaran mutu produk. 
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 3. Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat 
Balai Besar POM di Pontianak tidak melakukan pemeriksaan sarana 

produksi (Industri Farmasi) karena di Provinsi Kalimantan Barat tidak terdapat 

sarana produksi produk obat. 

 4. Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan 
 Kefarmasian 

Pada tahun 2025, pemeriksaan dilakukan pada sarana distribusi dan 

sarana pelayanan kefarmasian yang diuraikan sebagai berikut : 

1) Pemeriksaan di sarana distribusi Pedagang Besar Farmasi (PBF) 
Jumlah PBF di wilayah kerja BBPOM di Pontianak adalah 43 sarana. Pada 

tahun 2025, target pemeriksaan PBF sebanyak 11 sarana dan realisasi 

pemeriksaan PBF sebanyak 11 sarana (100%), dengan hasil 11 PBF tidak 

memenuhi ketentuan. 

Pada saat pemeriksaan terhadap 11 sarana, ditemukan ketidaksesuaian 

implementasi aspek CDOB yaitu 

a. Sistem mutu sebanyak 6 sarana, seperti ketentuan dalam SOP yang dimiliki 

belum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan yang 

berlaku serta PBF belum secara berkala melakukan review dokumen mutu 

sehingga referensi dokumen yang digunakan masih mengacu pada peraturan 

yang sudah tidak berlaku. 

b. Organisasi dan personalia sebanyak 7 sarana seperti uraian tugas dan 

tanggung jawab apoteker belum mencakup semua aspek yang tercantum 

dalam peraturan; belum terlihat adanya garis koordinasi pada struktur 

organisasi; apoteker penanggung jawab belum melakukan pelatihan terkait 

aspek CDOB; dan PBF belum melakukan pelatihan karyawan secara berkala. 

c. Bangunan dan peralatan sebanyak 11 sarana seperti penyimpanan obat tidak 

sesuai dengan rekomendasi industri farmasi; program pest control tidak efektif 

sehingga ditemukan sarang laba-laba di ruang penyimpanan obat; 

penyimpanan produk obat bercampur dengan produk lain; pemetaan suhu 

tidak sesuai dengan prosedur; pembersihan bangunan tidak konsisten 
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dilakukan; luas ruang penyimpanan obat tidak memadai untuk jumlah/volume 

obat yang dikelola;dan PBF tidak rutin melakukan pencatatan suhu ruang 

penyimpanan obat. 

d. Dokumentasi sebanyak 10 sarana seperti surat pesanan dan faktur 

penyaluran tidak diarsipkan sesuai dengan ketentuan; penyaluran obat tidak 

dilengkapi surat pesanan; surat pesanan tidak selalu ditulis sesuai dengan 

ketentuan; 

e. Operasional sebanyak 14 sarana seperti tidak melakukan kualifikasi 

pelanggan; tidak melakukan kualifikasi pemasok; tidak selalu melakukan 

skrining surat pesanan dari outlet; APJ tidak selalu melakukan pemastian 

terhadap kebenaran dan kewajaran pesanan; PBF tidak konsisten melakukan 

pelaporan penyaluran pada aplikasi e-was; apoteker tidak selalu melakukan 

kontrol terhadap penyaluran yang dilakukan melalui sistem e-katalog; 

pencatatan mutasi obat tidak tertib dan akurat; PBF tidak menerbitkan surat 

penolakan terhadap pesanan yang tidak dapat dilayani; penerimaan produk 

tidak sesuai dengan ketentuan; pengadaan obat tidak sesuai dengan 

ketentuan dan APJ tidak melakukan verifikasi terhadap surat pesanan dan 

faktur pembelian. 

f. Keluhan, Obat Kembalian, Diduga Palsu dan Penarikan Kembali sebanyak 4 

sarana seperti produk kembalian tidak disimpan di ruang terkunci dan diberi 

label/penandaan yang jelas; obat rusak dan kadaluarsa disimpan bercampur 

dengan barang dan produk obat lainnya. 

g. Kegiatan alih daya sebanyak 4 sarana sepertinya belum melakukan audit 

kepada pihak ketiga terkait kegiatan yang di kontrakan. 

h. inspeksi diri sebanyak 4 sarana seperti tidak melakukan inspeksi diri sesuai 

dengan SOP yang telah ditetapkan dan dokumen hasil inspeksi diri tidak 

lengkap. 

i. ketentuan khusus terkait cold chain product sebanyak 2 sarana seperti tidak 

melakukan validasi pengiriman; tidak melakukan pencatatan suhu ketika 
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produk diterima oleh outlet; pencatatan monitoring suhu penyimpanan produk 

CCP tidak tertib sesuai ketentuan; tempat penyimpanan produk CCP tidak 

dilengkapi thermometer terkalibrasi; penyimpanan CCP tidak dilengkapi 

genset baik manual maupun otomatis; dan alarm peringatan suhu kritis tidak 

sesuai. 

j. ketentuan khusus terkait narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi 

sebanyak 2 sarana seperti dokumen penyaluran tidak diarsipkan sesuai 

dengan ketentuan; 

 
Grafik 3. 3 Profil Ketidaksesuaian Pemeriksaan Sarana PBF 

 
2)  Pemeriksaan di Sarana Distribusi Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) 

Jumlah IFP di wilayah kerja BBPOM di Pontianak adalah 8 sarana. Pada 

tahun 2025, target pemeriksaan IFP sebanyak 8 sarana dan realisasi pemeriksaan 

IFP sebanyak 8 sarana (100%), dengan hasil 2 sarana memenuhi ketentuan dan 

6 sarana tidak memenuhi ketentuan. 
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Grafik 3. 4 Hasil Pemeriksaan Sarana IFP 

Pada saat pemeriksaan terhadap 8 sarana, ditemukan ketidaksesuaian 

implementasi aspek CDOB yaitu 

a. Manajemen mutu sebanyak 7 sarana, seperti sarana tidak memiliki secara 

lengkap SOP terkait seluruh aspek CDOB. 

b. Organisasi dan personalia sebanyak 5 sarana, seperti tidak memiliki program 

pelatihan bagi petugas di IFK dan APJ. 

c. Bangunan dan peralatan sebanyak 7 sarana, seperti sarana belum melakukan 

pemetaan suhu ruang penyimpanan obat; ruang penyimpanan obat tidak 

dilengkapi alat monitoring suhu ruangan; kebersihan di gudang penyimpanan 

obat tidak terjaga; serta tidak memiliki program pest control. 

d. Operasional sebanyak 7 sarana, seperti tidak mendokumentasikan 

pengecekan suhu obat pada saat diterima, LPLPO dan Berita Acara Serah 

Terima tidak mencantumkan no bets dan kedaluwarsa; IFK belum melakukan 

kualifikasi dan rekualifikasi pelanggan;  dan pemasok;serta penyimpanan obat 

tidak sesuai dengan ketentuan; penyimpanan obat belum memperhatikan 

sistem FIFO dan FEFO; 

e. Keluhan Pelanggan, Obat Kembalian, Diduga Palsu dan Penarikan Kembali 

sebanyak 6 sarana seperti belum tersedia sistem penanganan obat 

kembalian; tidak tersedia tempat khusus untuk obat kembalian/penarikan; 

penyimpanan obat kadaluarsa bercampur dengan barang lain; belum memiliki 

sistem penanganan keluhan serta dokumen investigasi, trend analysis dan 

tindakan perbaikan yang berkelanjutan. 
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f. inspeksi diri sebanyak 5 sarana, seperti tidak pernah melakukan inspeksi diri. 

g. dokumentasi sebanyak 8 sarana, seperti penyimpanan surat pesanan tidak 

bersatu dengan faktur pembelian; pengadaan obat tidak selalu dilengkapi 

surat pesanan; pengeluaran obat tidak dilengkapi dokumen pengeluaran yang 

sah; surat pesanan tidak sesuai ketentuan;  . 

h. ketentuan khusus terkait cold chain product sebanyak 8 sarana, seperti 

terdapat tempat penyimpanan produk rantai dingin tidak dilengkapi 

thermometer dan tidak dilakukan pencatatan suhu harian; tempat 

penyimpanan produk rantai dingin dan cold room tidak dilengkapi alat yang 

dapat memberikan peringatan suhu kritis; tidak memiliki program contingency 

plan; tidak pernah melakukan program validasi pengiriman; serta tidak 

melakukan pencatatan suhu produk rantai dingin pada saat pengiriman dan 

penerimaan di puskesmas. 

i. ketentuan khusus terkait narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi 

sebanyak 7 sarana, seperti surat pesanan Psikotropika dan OOT tidak 

dilengkapi tanggal pemesanan; penyimpanan psikotropika tidak sesuai 

ketentuan; serta dokumen pengadaan produk ONPP disimpan bercampur 

dengan pengadaan obat lainnya. 

 
Grafik 3. 5 Hasil Pemeriksaan Sarana IFP 
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3) Pemeriksaan di Sarana Pelayanan Kefarmasian Apotek 
Jumlah apotek di wilayah kerja BBPOM di Pontianak adalah 416 sarana. 

Pada tahun 2025, target pemeriksaan apotek sebanyak 56 sarana dan realisasi 

pemeriksaan apotek sebanyak 56 sarana (100%) dengan hasil 19 apotek 

memenuhi ketentuan dan 37 apotek tidak memenuhi ketentuan. 

 

Grafik 3. 6 Hasil Pemeriksaan Sarana Pelayanan Kefarmasian Apotek 

Pada saat pemeriksaan terhadap 56 sarana, ditemukan ketidaksesuaian 

implementasi aspek pengelolaan obat dan bahan obat yang baik di sarana 

pelayanan kefarmasian, yaitu: 

a. Aspek pengadaan sebanyak 48 sarana, seperti pengadaan tidak bersumber 

dari fasilitas resmi berupa Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi; 

faktur pengadaan diarsipkan tidak sesuai ketentuan; melakukan pengadaan 

tanpa sepengetahuan apoteker dikarenakan buku surat pesanan sudah 

ditandatangani terlebih dahulu; serta pengarsipan dokumen pengadaan (surat 

pesanan dan faktur pembelian) tidak sesuai dengan ketentuan, surat pesanan 

tidak sesuai dengan ketentuan. 

b. aspek penerimaan sebanyak 19 sarana, seperti penerimaan obat tidak 

dilakukan oleh tenaga kefarmasian serta tidak ada surat pendelegasian 

penerimaan obat. 

c. aspek penyimpanan sebanyak 53 sarana, seperti penyimpanan 

narkotika/psikotropika/prekursor tidak sesuai ketentuan; penyimpanan produk 
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rantai dingin tidak sesuai ketentuan; penyimpanan obat tidak sesuai suhu yang 

dipersyaratkan; tidak melakukan pencatatan kartu stok secara tertib dan 

akurat; tidak melakukan pencatatan monitoring suhu harian; penyimpanan 

obat kadaluarsa yang belum dipisah dari produk lain yang masih layak; tidak 

melakukan investigasi terhadap selisih stok; penyimpanan obat langsung 

diatas lantai tanpa pallet; penyimpanan obat bercampur dengan produk lain; 

penyimpanan obat tidak dilengkapi kartu stok; pengembalian obat tidak 

didokumentasikan; penyimpanan produk kedaluwarsa masih bercampur 

dengan produk layak jual/pakai serta stock opname belum dilakukan secara 

berkala. 

d. aspek penyerahan sebanyak 50 sarana, seperti apoteker tidak melakukan 

skrining resep yang diterima; melakukan penyaluran obat keras yang tidak 

tertelusur; melakukan penyerahan psikotropika tanpa resep; melakukan 

penyerahan obat keras di luar DOWA tidak sesuai dengan ketentuan; 

melakukan penyerahan obat kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan; 

apotek bertindak sebagai distributor; serta melayani resep tidak rasional; 

penyerahan antibiotik tanpa resep;penyerahan obat tidak dilakukan oleh 

tenaga teknis kefarmasian yang memiliki izin praktek; 

e. aspek pemusnahan sebanyak 3 sarana, seperti pemusnahan obat tidak 

dilengkapi berita acara pemusnahan; serta berita acara pemusnahan tidak 

sesuai ketentuan. 

f. aspek lain-lain termasuk perizinan sebanyak 18 sarana, seperti melakukan 

penyerahan produk tanpa izin edar  serta pengelolaan obat tidak dilakukan 

oleh tenaga kefarmasian yang memiliki izin praktek. 

4)  Pemeriksaan di Sarana Pelayanan Kefarmasian Toko Obat 
Jumlah toko obat di wilayah kerja BBPOM di Pontianak adalah 104 sarana. 

Pada tahun 2025, target pemeriksaan toko obat sebanyak 13 sarana dan realisasi 

pemeriksaan toko obat sebanyak 13 sarana (100%), dengan hasil 8 toko obat 

memenuhi ketentuan dan 5 toko obat tidak memenuhi ketentuan. 
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Grafik 3. 7 Hasil Pemeriksaan Sarana Pelayanan Kefarmasian Toko Obat 

Pada saat pemeriksaan terhadap 13 sarana, ditemukan ketidaksesuaian 

implementasi aspek pengelolaan obat dan bahan obat yang baik di sarana 

pelayanan kefarmasian yaitu 

a. Aspek pengadaan sebanyak 10 sarana, seperti dokumen pengadaan (SP dan 

faktur) tidak diarsipkan berdasarkan tanggal/nomor urut SP; arsip dokumen 

pengadaan prekursor disimpan bercampur dengan dokumen pengadaan obat 

lain; surat pesanan tidak diarsipkan bersatu dengan faktur obat; surat pesanan 

tidak diarsipkan; surat pesanan tidak sesuai dengan ketentuan; pengadaan 

obat tidak berasal dari fasilitas resmi; pengadaan obat tidak dilakukan oleh 

tenaga teknis kefarmasian serta pengadaan tidak dilakukan oleh tenaga teknis 

kefarmasian. 

b. aspek penerimaan sebanyak 3 sarana, seperti tidak melakukan pemeriksaan 

nomor izin edar, nama produsen, nama pemasok, dan nomor bets saat obat 

diterima; faktur pembelian tidak diberi stempel sarana dan tanda tangan TTK; 

serta penerimaan tidak dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian. 

c. aspek penyimpanan sebanyak 12 sarana, seperti penyimpanan obat tidak 

sesuai ketentuan; tidak pernah melakukan stok opname; tidak melakukan 

pencatatan kartu stok; penyimpanan obat bercampur dengan produk selain 

obat; kartu stok tidak mencantumkan informasi yang lengkap; penulisan kartu 

stok tidak tertib dan akurat; serta penyimpanan prekursor bercampur dengan 

obat lainnya. 

d. aspek penyerahan sebanyak 4 sarana, seperti penyerahan obat tidak 
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dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian, sarana bertindak sebagai 

distributor. 

e. aspek lain-lain termasuk perizinan sebanyak 5 sarana, seperti tenaga teknis 

kefarmasian tidak selalu hadir pada saat jam operasional toko obat. 

 
Grafik 3.8 Profil Ketidaksesuaian Pemeriksaan Toko Obat 

 
5) Pemeriksaan di Sarana Pelayanan Kefarmasian Instalasi Farmasi Rumah 

Sakit 
Jumlah rumah sakit di wilayah kerja BBPOM di Pontianak adalah 15 

sarana. Pada tahun 2025, target pemeriksaan rumah sakit sebanyak 15 sarana 

dan realisasi pemeriksaan rumah sakit sebanyak 15 sarana (100%), dengan hasil 

8 rumah sakit memenuhi ketentuan dan 7 rumah sakit tidak memenuhi ketentuan. 

 
Grafik 3.9 Hasil Pemeriksaan Sarana Pelayanan Kefarmasian Instalasi Farmasi Rumah Sakit 
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Pada saat pemeriksaan terhadap 15 sarana, ditemukan ketidaksesuaian 

implementasi aspek pengelolaan obat dan bahan obat yang baik di sarana 

pelayanan kefarmasian yaitu 

a. aspek pengadaan sebanyak 14 sarana, seperti pengarsipan dokumen 

pengadaan (surat pesanan dan faktur pembelian); pengadaan tidak berasal 

dari fasilitas resmi; pengadaan obat tidak dilakukan oleh apoteker 

penanggungjawab; ditemukan blanko surat pesanan kosong yang sudah 

ditandatangani oleh APJ yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan pesanan 

obat ke PBF; apoteker penanggungjawab tidak melakukan kontrol terhadap 

penomoran surat pesanan; serta surat pesanan tidak diarsipkan berdasarkan 

tanggal/nomor urut. 

b. aspek penyimpanan sebanyak 15 sarana, seperti tidak melakukan pencatatan 

monitoring suhu penyimpanan produk CCP (cold chain product); penyimpanan 

obat bercampur dengan produk lain; kunci lemari narkotika dan psikotropika 

tidak dikuasai oleh apoteker penanggungjawab; emergency kit tidak dilengkapi 

kunci pengaman disposible yang dapat menjamin integritas dan keamanan 

dalam penyimpanan obat; obat kadaluarsa disimpan bercampur dengan 

dengan obat layak pakai; tidak melakukan pencatatan kartu stok secara tertib 

dan akurat; penyimpanan produk obat tidak teratur dan bertumpuk serta tidak 

melakukan dokumentasi dalam bentuk berita acara hasil investigasi jika terjadi 

selisih saat stok opname. 

c. aspek penyerahan sebanyak 9 sarana, seperti apoteker tidak melakukan 

skrining terhadap resep yang diterima; penyerahan obat tidak dilakukan oleh 

tenaga teknis kefarmasian;  resep prekursor dan OOT (obat-obat tertentu) 

disimpan bercampur; resep tidak dilengkapi informasi yang lengkap serta 

resep tidak diarsipkan berdasarkan tanggal/nomor resep. 

d. aspek pemusnahan 3 sarana, seperti pemusnahan obat tidak dilengkapi berita 

acara pemusnahan; serta berita acara pemusnahan tidak sesuai ketentuan. 
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Grafik 3.10 Profil Ketidaksesuaian Pemeriksaan intalasi Farmasi Rumah Sakit 

 
Grafik 3.11 Profil Ketidaksesuaian Pemeriksaan intalasi Farmasi Rumah Sakit 

6) Pemeriksaan di Sarana Pelayanan Kefarmasian Puskesmas 
Jumlah puskesmas di wilayah kerja BBPOM di Pontianak adalah 117 sarana. 

Pada tahun 2025, target pemeriksaan Puskesmas sebanyak 22 sarana dan 

realisasi pemeriksaan Puskesmas sebanyak 22 sarana (100%), dengan hasil  15 

sarana memenuhi ketentuan dan 7 sarana tidak memenuhi ketentuan. 

 
Grafik 3.12 Hasil Pemeriksaan Sarana Puskesmas 

31,8%

68,2%

HASIL PEMERIKSAAN SARANA PUSKESMAS

TMK MK

7

 

Profil Ketidaksesuaian Pemeriksaan 
Instalasi Farmasi Rumah Sakit 

Pengadaan 
Penyimpanan 

Penyerahan 
Lain-Lain 

9 
13 

10 
3 

0 5 10 15 
Profil Ketidaksesuaian Pemeriksaan Instalasi Farmasi Rumah Sakit 

15 



 

 
51 

Pada saat pemeriksaan terhadap 22 sarana, ditemukan ketidaksesuaian 

implementasi aspek pengelolaan obat dan bahan obat yang baik di sarana pelayanan 

kefarmasian yaitu 

a. aspek pengadaan sebanyak 16 sarana, seperti dokumen LPLPO belum 

diarsipkan bersatu dengan dokumen SBBK; surat pesanan ke PBF tidak 

diarsipkan dengan faktur pembelian; surat pesanan tidak sesuai ketentuan serta 

pengadaan obat mandiri ke PBF tidak dilengkapi surat pesanan. 

b. aspek penerimaan sebanyak 7 sarana, seperti tidak ada surat pendelegasian 

penerimaan obat; tidak melakukan pemeriksaan suhu pada saat penerimaan 

produk vaksin dan ccp; penerimaan obat tidak selalu dilakukan oleh tenaga 

kefarmasian serta tidak selalu melakukan pemeriksaan nomor bets pada saat 

obat diterima. 

c. aspek penyimpanan sebanyak 21 sarana, seperti penyimpanan obat belum 

memperhatikan prinsip LASA; penyimpanan produk obat bercampur dengan 

produk lain; tidak ada surat kuasa pemegang kunci lemari khusus penyimpanan 

psikotropika; pengelolaan produk CCP (cold chain product) dan vaksin tidak 

sesuai ketentuan; pengelolaan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan; 

pencatatan mutasi penyerahan obat tidak tertib dan akurat; penyimpanan obat 

tidak dilengkapi alat monitoring suhu; obat kedaluwarsa belum diberi label dan 

disimpan bercampur dengan produk layak pakai; penyimpanan obat tidak 

teratur dan bertumpuk; tidak melakukan monitoring suhu tempat penyimpanan 

CCP dan Vaksin secara berkala; penyimpanan produk CCP dan vaksin tidak 

dilengkapi generator listrik; pengiriman produk vaksin dan cpp ke pustu atau 

polindes tidak dilengkapi alat monitoring suhu; serta obat yang disimpan pada 

suhu yang tidak sesuai dengan rekomendasi dari industri farmasi yang 

memproduksi obat sebagaimana tertera pada kemasan dan/atau label. 

d. aspek penyerahan sebanyak 16 sarana, seperti belum melakukan validasi 

pengiriman CCP; pengarsipan resep belum sesuai ketentuan; serta 

kelengkapan resep tidak sesuai ketentuan. 
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Grafik 3. 13 Profil Ketidaksesuaian Pemeriksaan Sarana Puskesmas 

 
7) Pemeriksaan di Sarana Pelayanan Kefarmasian Klinik 

Jumlah klinik di wilayah kerja BBPOM di Pontianak adalah 135 sarana. Pada 

tahun 2025, target pemeriksaan klinik sebanyak 10 sarana dan realisasi 

pemeriksaan klinik sebanyak 10 sarana (100%), dengan hasil pemeriksaan 5 klinik 

memenuhi ketentuan dan 5 klinik tidak memenuhi ketentuan. 

 

Grafik 3. 14 Hasil Pemeriksaan Sarana Klinik 

Pada saat pemeriksaan terhadap 10 sarana, ditemukan ketidaksesuaian 

implementasi aspek pengelolaan obat dan bahan obat yang baik di sarana 

pelayanan kefarmasian yaitu : 
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a. aspek pengadaan sebanyak 8 sarana, seperti pengadaan obat tidak 

bersumber dari fasilitas resmi; pengadaan tidak dilakukan oleh apoteker 

penanggungjawab; format surat pesanan tidak sesuai ketentuan; 

pengarsipan dokumen pengadaan prekursor dan OOT tidak sesuai 

ketentuan;  serta pengarsipan dokumen pengadaan tidak sesuai ketentuan. 

b. aspek penerimaan sebanyak 3 sarana, yaitu penerimaan obat tidak selalu 

dilakukan oleh apoteker penanggungjawab, serta tidak ada surat 

pendelegasian penerimaan obat. 

c. aspek penyimpanan sebanyak 10 sarana, seperti produk obat disimpan 

bercampur dengan produk lainnya; penyimpanan vaksin/CCP tidak 

dilengkapi dengan alat monitoring suhu, pencatatan monitoring suhu 

tempat penyimpanan vaksin/CCP tidak dilakukan secara konsisten; 

penyimpanan obat tidak dilengkapi alat monitoring suhu sehingga tidak 

dapat dipastikan bahwa obat yang disimpan sesuai dengan rekomendasi 

dari industri farmasi yang memproduksi obat sebagaimana tertera pada 

kemasan dan/atau label; obat disimpan tidak pada suhu yang 

dipersyaratkan; pencatatan mutasi obat tidak tertib dan akurat; tidak 

melakukan kalibrasi termometer secara berkala; penyimpanan psikotropika 

tidak sesuai ketentuan; pencatatan mutasi psikotropika dan narkotika tidak 

tertib dan akurat; sarana tidak melakukan stok opname secara berkala; 

penyimpanan produk OOT dan prekursor tidak sesuai ketentuan; tidak 

melakukan investigasi terhadap selisih stok pada saat stok opname; dan 

kartu stok tidak sesuai ketentuan. 

d. aspek penyerahan sebanyak 8 sarana, seperti penyerahan obat tanpa 

resep dokter serta kelengkapan resep tidak sesuai ketentuan. 

e. aspek lain-lain termasuk perizinan sebanyak 3 sarana, seperti tidak selalu 

tenaga kefarmasian yang selalu yang melakukan pelayanan kefarmasian. 

f. Aspek pemusnahan sebanyak 1 sarana seperti pemusnahan obat tidak 

dilengkapi dokumentasi sesuai ketentuan.
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Grafik 3.15 Profil Ketidaksesuaian Pemeriksaan Klinik
 

 6. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat 

a. PBF 
Tindak lanjut yang dilakukan terhadap hasil pemeriksaan sarana dalam 

rangka pemeriksaan rutin adalah sebagai berikut: 

a. Peringatan Keras (10 sarana) dan Penghentian Sementara Kegiatan (1 

sarana). 

b. terhadap tindak lanjut yang diberikan, sebanyak 10 sarana telah 

menyampaikan tindakan perbaikan dan pencegahan. 

b.  IFP 
Tindak lanjut yang dilakukan terhadap hasil pemeriksaan sarana dalam 

rangka pemeriksaan rutin adalah sebagai berikut: 

a. Peringatan (2 sarana) Peringatan Keras (6 sarana)  

b. terhadap tindak lanjut yang diberikan, sebanyak 4 sarana telah 

menyampaikan tindakan perbaikan dan pencegahan. 

c.  Apotek 
Tindak lanjut yang dilakukan terhadap hasil pemeriksaan sarana dalam 

rangka pemeriksaan rutin adalah sebagai berikut: 

a. Peringatan (19 sarana), Peringatan Keras (30 sarana) dan Penghentian 

Sementara Kegiatan (7 sarana). 
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b. terhadap tindak lanjut yang diberikan, sebanyak 52 sarana telah 

menyampaikan tindakan perbaikan dan pencegahan. 

d.  Toko Obat 
Tindak lanjut yang dilakukan terhadap hasil pemeriksaan sarana dalam 

rangka pemeriksaan rutin adalah sebagai berikut: 

a. Peringatan (8 sarana) Peringatan Keras (4 sarana) dan Penghentian 

Sementara Kegiatan (1 sarana). 

b. terhadap tindak lanjut yang diberikan, sebanyak 11 sarana telah 

menyampaikan tindakan perbaikan dan pencegahan. 

e.  IFRS 
Tindak lanjut yang dilakukan terhadap hasil pemeriksaan sarana dalam 

rangka pemeriksaan rutin adalah sebagai berikut: 

a. Peringatan (8 sarana) Peringatan Keras (7 sarana)  

b. terhadap tindak lanjut yang diberikan, sebanyak 14 sarana telah 

menyampaikan tindakan perbaikan dan pencegahan. 

f.  Puskesmas 

Tindak lanjut yang dilakukan terhadap hasil pemeriksaan sarana dalam 

rangka pemeriksaan rutin adalah sebagai berikut: 

a. Pembinaan Teknis (5 sarana), Peringatan (25 sarana) Peringatan Keras 

(0 sarana) dan Penghentian Sementara Kegiatan (0 sarana). 

b. terhadap tindak lanjut yang diberikan, sebanyak 29 sarana telah 

menyampaikan tindakan perbaikan dan pencegahan. 

g.  Klinik 
Tindak lanjut yang dilakukan terhadap hasil pemeriksaan sarana dalam 

rangka pemeriksaan rutin adalah sebagai berikut: 

a. Pembinaan Teknis (2 sarana), Peringatan (13 sarana) Peringatan Keras 

(7 sarana) . 

b. terhadap tindak lanjut yang diberikan, sebanyak 20 sarana telah 

menyampaikan tindakan perbaikan dan pencegahan. 
Dalam rangka meningkatkan respon tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana 

pelayanan kefarmasian serta untuk penjaminan keamanan distribusi obat di 
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masyarakat, Balai Besar POM di Pontianak juga berkolaborasi dengan Dinas 

Kesehatan dalam mengadakan kegiatan Desk CAPA (Corrective Action 

Preventive Action) terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan pada 

sarana pelayanan kefarmasian. Tahun 2025, kegiatan Desk CAPA dilakukan di 

beberapa Kabupaten/Kota, yaitu Kota Singkawang pada tanggal 28 Agustus 2025 

dan Kabupaten Ketapang pada tanggal 19 November 2025. Penanggung jawab 

sarana pelayanan kefarmasian mendapatkan materi terkait CAPA dilanjutkan 

dengan desk, sarana mendapatkan pembinaan dari evaluator (inspektur Balai 

Besar POM di Pontianak) mengenai tindakan perbaikan dan pencegahan sebagai 

tindak lanjut sarana terhadap hasil pemeriksaan Balai Besar POM di Pontianak. 

 
Gambar 3.1 Kegiatan Bimtek CAPA di Kabupaten Ketapang 

B. Loka POM di Kabupaten Sambas 
1.  Sampling Obat 

Pada tahun 2025, sampel obat yang disampling oleh Loka POM di Kabupaten 

Sambas berjumlah 29 sampel terdiri dari 27 sampel obat di sarana berizin, dan 2 

sampel obat di sarana tidak berizin. Dari 27 sampel obat di sarana berizin, terbagi 

menjadi 1 sampel vaksin, 15 sampel obat JKN, 8 sampel obat non JKN, 2 sampel 

obat program, dan 1 sampel obat ruang lingkup. Sampel tersebut diuji di 5 

laboratorium Regional 4 untuk dikerjakan sesuai pembagian kelas terapi yang 

telah ditetapkan, sedangkan khusus untuk sampel vaksin dilakukan pengujian di 

PPPOMN. 
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 2. Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan 
 Kefarmasian 
1) Pemeriksaan di Sarana Distribusi Instalasi Farmasi Pemerintah. 

Jumlah Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) di wilayah kerja Loka POM di 

Kabupaten Sambas adalah 2 sarana. Pada tahun 2025, target pemeriksaan IFP 

sebanyak 2 sarana dan realisasi pemeriksaan sebanyak 2 sarana (100%), dengan 

hasil pemeriksaan 1 sarana memenuhi ketentuan dan 1 sarana tidak memenuhi 

ketentuan. Aspek yang tidak memenuhi ketentuan antara lain kegiatan 

penyimpanan dan penyaluran. 

Ketidaksesuaian pada kegiatan penyimpanan seperti produk Narkotik 

Psikotropik dan Prekursor (NPP) belum disimpan pada lemari dengan kunci 

ganda, peletakkan obat tanpa menggunakan palet, dan  penyimpanan CCP di 

freezer belum dilengkapi dengan alarm peringatan suhu kritis. Ketidaksesuaian 

pada kegiatan penyaluran seperti belum dilakukan validasi pengiriman vaksin.  

Terhadap IFP yang tidak memenuhi ketentuan telah diberikan tindak lanjut 

berupa pemberian sanksi administrasi yaitu sanksi Peringatan Keras. Terhadap 

tindak lanjut yang diberikan, sarana telah menyampaikan tindakan perbaikan dan 

pencegahan. 

2) Pemeriksaan di Sarana Pelayanan Kefarmasian Apotek 

Jumlah apotek di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas adalah 104 

sarana. Pada tahun 2025, target pemeriksaan apotek sebanyak 13 sarana dan 

realisasi pemeriksaan sebanyak 13 sarana (100%), dengan hasil pemeriksaan 12 

apotek memenuhi ketentuan dan 1 apotek tidak memenuhi ketentuan. Aspek yang 

tidak memenuhi ketentuan antara lain kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan 

penyaluran. 

Ketidaksesuaian pada kegiatan pengadaan seperti faktur dan surat pesanan 

yang belum diarsipkan dengan baik. Ketidaksesuaian pada kegiatan penyimpanan 

seperti penyimpanan obat  tanpa dilengkapi dengan termometer ruangan. 

Ketidaksesuaian pada kegiatan penyaluran seperti apotek melakukan penyerahan 

obat keras di luar DOWA tanpa resep dokter. Terhadap apotek yang tidak 
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memenuhi ketentuan telah diberikan tindak lanjut berupa pemberian sanksi 

administrasi yaitu sanksi Peringatan Keras. Terhadap tindak lanjut yang diberikan, 

sarana belum menyampaikan tindakan perbaikan dan pencegahan. 

3) Pemeriksaan di Sarana Pelayanan Kefarmasian Toko Obat 

Jumlah toko obat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas adalah 56 

sarana. Pada tahun 2025, target pemeriksaan toko obat sebanyak 6 sarana dan 

realisasi pemeriksaan sebanyak 6 sarana (100%), dengan hasil pemeriksaan 4 

toko obat memenuhi ketentuan dan 2 toko obat tidak memenuhi ketentuan. Aspek 

yang tidak memenuhi ketentuan antara lain kegiatan pengadaan, kegiatan 

penyimpanan, kegiatan penyaluran, dan kegiatan pencatatan. 

Ketidaksesuaian pada kegiatan pengadaan seperti pengadaan berasal dari 

Apotek dan Toko Obat lain sehingga tidak melalui sumber resmi, pengadaan 

dilakukan oleh pemilik sarana yang bukan tenaga kesehatan, serta ditemukannya 

surat pesanan kosong yang sudah ditandatangani TTK. Ketidaksesuaian pada 

kegiatan penyimpanan seperti penyimpanan obat tidak pada suhu yang 

dipersyaratkan, tidak memiliki kartu stok, penyimpanan obat tidak dilengkapi alat 

monitoring suhu, dan penyimpanan obat kadaluarsa bersatu dengan obat yang 

masih baik. Ketidaksesuaian pada kegiatan penyerahan seperti penyerahan obat 

tidak dilakukan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian. 

Terhadap toko obat yang tidak memenuhi ketentuan telah diberikan tindak 

lanjut berupa pemberian sanksi administrasi yaitu sanksi Peringatan Keras. 

Terhadap tindak lanjut yang diberikan, sarana belum menyampaikan tindakan 

perbaikan dan pencegahan. 

4) Pemeriksaan di Sarana Pelayanan Kefarmasian Instalasi Farmasi Rumah 
Sakit 

Jumlah Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) di wilayah kerja Loka POM di 

Kabupaten Sambas adalah 6 sarana. Pada tahun 2025, target pemeriksaan IFRS 

sebanyak 3 sarana dan realisasi pemeriksaan sebanyak 3 sarana (100%), dengan 

hasil pemeriksaan 1 IFRS memenuhi ketentuan dan 2 IFRS tidak memenuhi 

ketentuan. Aspek yang tidak memenuhi ketentuan antara lain kegiatan 
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pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran. 

Ketidaksesuaian pada kegiatan pengadaan seperti terdapat duplikasi surat 

pesanan Psikotropika tanpa dilengkapi surat penolakan dari PBF dan surat 

pesanan Psikotropika tidak mencantumkan tanggal. Ketidaksesuaian pada 

kegiatan penyimpanan seperti alat pengatur suhu (AC) di ruang depo farmasi 

dalam kondisi rusak dan penyimpanan obat di ruangan farmasi tidak terkunci serta 

tidak ada tenaga kefarmasian yang mengawasi. Ketidaksesuaian pada kegiatan 

penyaluran seperti IFRS menyalurkan obat yang sudah kedaluwarsa kepada 

instalasi farmasi lain 

Terhadap IFRS yang tidak memenuhi ketentuan telah diberikan tindak lanjut 

berupa pemberian sanksi administrasi yaitu sanksi Peringatan Keras. Terhadap 

tindak lanjut yang diberikan, 1 sarana belum menyampaikan tindakan perbaikan 

(CAPA) dan 1 sarana telah menyampaikan tindakan perbaikan (CAPA). 

5) Pemeriksaan di Sarana Pelayanan Kefarmasian Puskesmas 

Jumlah Puskesmas di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas adalah 

45 sarana. Pada tahun 2025, target pemeriksaan Puskesmas sebanyak 6 sarana 

dan realisasi pemeriksaan sebanyak 6 sarana (100%), dengan hasil pemeriksaan 

6 Puskesmas memenuhi ketentuan. 

6) Pemeriksaan di Sarana Pelayanan Kefarmasian Klinik 

Jumlah klinik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas adalah 31 

sarana. Pada tahun 2025, target pemeriksaan IFRS sebanyak 4 sarana dan 

realisasi pemeriksaan sebanyak 4 sarana (100%), dengan hasil pemeriksaan 2 

klinik memenuhi ketentuan dan 2 klinik tidak memenuhi ketentuan. Aspek yang 

tidak memenuhi ketentuan antara lain kegiatan pengadaan, penyimpanan, 

penyaluran, pencatatan dan pelaporan, . 

Ketidaksesuaian pada kegiatan pengadaan seperti pengadaan  tidak dari 

sumber resmi. Ketidaksesuaian pada kegiatan penyimpanan seperti penyimpanan 

obat bercampur dengan penyimpanan makanan milik pegawai, klinik tidak memiliki 

lemari penyimpanan NPP, serta terdapat kebocoran AC sehingga tetesan air dari 
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AC mengenai obat. Ketidaksesuaian pada kegiatan penyaluran seperti 

penyerahan psikotropika tidak rasional. Ketidaksesuaian pada kegiatan 

pencatatan dan pelaporan seperti klinik tidak pernah melakukan pelaporan 

SIPNAP.  

Terhadap klinik yang tidak memenuhi ketentuan telah diberikan tindak lanjut 

berupa pemberian sanksi administrasi yaitu sanksi Peringatan Keras. Terhadap 

tindak lanjut yang diberikan, sarana belum menyampaikan tindakan perbaikan dan 

pencegahan (CAPA). 

3. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat 
Pada tahun 2025, realisasi sampling obat oleh Loka POM di Kabupaten 

Sambas sebesar 100%. Realisasi pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan 

obat oleh Loka POM di Kabupaten Sambas sebesar 100%. Dokumentasi selama 

sampling dan pemeriksaan sarana ditunjukkan pada Gambar 3.1. 

  
Gambar 3.2. Dokumentasi Sampling dan Pemeriksaan Sarana 

Distribusi Obat Loka POM di Kabupaten Sambas 
 

Profil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat oleh Loka POM di 

Kabupaten Sambas ditunjukkan pada Grafik 3.1. Dari 34 sarana distribusi dan 

pelayanan obat yang diperiksa, terdapat 8 sarana tidak memenuhi ketentuan 

dengan sanksi Peringatan Keras. Sebanyak 2 sarana telah melakukan Tindakan 

Perbaikan dan Pencegahan dengan status closed. 
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Grafik 3.16. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Loka POM di 
Kabupaten Sambas 
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3. 2.  Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Zat Adiktif) 
 A. Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus NAPPZA Dari Pihak Penegak Hukum 

Pada tahun 2025 laboratorium obat dan NAPZA Balai Besar POM di 

Pontianak menerima 49 sampel barang bukti dari kepolisian untuk dilakukan 

pengujian. Dari keseluruhan sampel tersebut, hasil pengujian menunjukkan 

bahwa 48 sampel terkonfirmasi positif mengandung NAPZA, sementara 1 

sampel dinyatakan negatif. Hasil pengujian sampel barang bukti  tersebut 

disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut.  

 
Grafik 3.17. Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus NAPPZA 

Berdasarkan grafik di atas, persentase temuan positif sangat tinggi 

dibanding sampel negatif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peredaran 

NAPZA masih menjadi isu krusial yang memerlukan pengawasan intensif dan 

sinergi berkelanjutan antara aparat penegak hukum dan otoritas pengawas obat 

dan makanan. Dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten serta 

metode pengujian yang terstandar, laboratorium BBPOM Pontianak 

memberikan dukungan terhadap proses penegakan hukum melalui pembuktian 

ilmiah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sambas tidak melakukan 

pengawasan terhadap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPPZA) 

karena tidak adanya kasus NAPPZA yang dilaporkan oleh pihak penegak 

hukum. 

  

48 

1 
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3. 3.  Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam 
 A. Balai Besar POM di Pontianak 

 1. Sampling Obat Bahan Alam 
Sampel obat bahan alam yang disampling oleh Balai Besar POM di 

Pontianak total berjumlah 198 sampel. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium 

dan evaluasi label, diperoleh 104 sampel yang memenuhi syarat dan 94 sampel 

yang tidak memenuhi syarat.  

 2. Pengujian Laboratorium Obat Bahan Alam 

Balai Besar POM di Pontianak melakukan pengujian terhadap 269 sampel 

Obat Bahan Alam (OBA) yang terdiri dari 198 sampel hasil sampling BBPOM di 

Pontianak, 26 sampel hasil sampling Loka POM di Kabupaten Sambas, dan 45 

sampel hasil sampling Loka POM di Kabupaten Sanggau. Parameter uji obat 

bahan alam yang dikerjakan meliputi parameter uji fisika, kimia, dan mikrobiologi. 

Parameter uji fisika yang dikerjakan sebanyak 269 parameter uji organoleptik, 32 

parameter uji waktu hancur, 73 parameter uji kadar air dan 1 parameter uji 

keseragaman bobot. Sedangkan parameter uji kimia yang dikerjakan meliputi 472 

parameter uji cemaran logam berat, 60 parameter uji etanol metanol, 81 parameter 

uji zat tambahan yang diizinkan (pewarna, pengawet dan pemanis buatan), 331 

parameter uji identifikasi bahan kimia obat, 4 parameter uji cemaran etilen glikol 

dan dietilen glikol, dan 8 parameter uji vitamin C. 

Terdapat 265 sampel obat bahan alam yang diterima oleh Laboratorium 

Mikrobiologi. Sebanyak 202 sampel merupakan sampel rutin BBPOM di 

Pontianak, 42 sampel dari Loka POM di Kabupaten Sanggau dan 21 sampel dari 

Loka POM di Kabupaten Sambas. Sampel obat bahan alam diuji terhadap 

parameter cemaran mikroba, yaitu: Angka Lempeng Total (ALT), Angka Kapang 

Khamir (AKK), Identifikasi Shigella sp., Salmonella sp., Clostridia, AM 

Enterobacteriaceae dan AM Escherichia coli untuk obat bahan alam pemakaian 

dalam; serta ALT, AKK, Identifikasi Staphylococcus aureus dan Pseudomonas 

aeruginosa untuk obat bahan alam pemakaian luar. 

Hasil pengujian untuk seluruh parameter sampel obat bahan alam, yaitu 

103 sampel memenuhi syarat dan 95 sampel tidak memenuhi syarat. Sampel tidak 
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memenuhi syarat terdiri dari 91 sampel TMK penandaan dan/atau pengujian serta 

4 sampel TIE. Sampel yang tidak memenuhi syarat uji laboratorium terdiri atas 10 

sampel TMS waktu hancur, 2 sampel TMS cemaran logam berat, 3 sampel TMS 

bahan kimia obat, 5 sampel TMS Angka Lempeng Total (ALT) dan 14 sampel TMS 

AM Enterobacteriaceae. 

 

Grafik 3.18 Profil Hasil Pengujian Sampel Obat Bahan Alam 
Selain melakukan pengujian sampel rutin, Balai Besar POM di Pontianak 

juga melakukan pengujian sampel Obat Bahan Alam (OBA) dari pihak ketiga 

dalam rangka pelayanan publik dan sampel investigasi maupun sebagai barang 

bukti dengan parameter uji kimia sebanyak 8 sampel, dengan hasil 3 sampel 

memenuhi syarat dan 5 sampel tidak memenuhi syarat mengandung bahan kimia 

obat (BKO). Jenis bahan kimia obat dalam obat bahan alam terdapat pada 

Lampiran tabel 3A. 

 

Grafik 3.19 Profil Hasil Pengujian Sampel Obat Bahan Alam Dari Pihak Ketiga

3. Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam 
Jumlah sarana produksi obat bahan alam di wilayah kerja Balai Besar POM 

di Pontianak adalah 7 sarana dengan rincian 6 sarana Usaha Kecil Obat 
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Tradisional (UKOT) dan 1 sarana Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Pada 

tahun 2025, target pemeriksaan sarana produksi obat bahan alam sebanyak 4 

sarana dan realisasi pemeriksaan sebanyak 4 sarana (100%), dengan hasil 3 

sarana memenuhi ketentuan dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan.  

Aspek yang tidak memenuhi ketentuan yaitu aspek sanitasi higiene pada 

sebanyak 1 sarana dan telah dilakukan tindak lanjut berupa pemberian sanksi 

administrasi berupa sanksi peringatan. 

 4. Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam 
Jumlah sarana distribusi obat bahan alam di wilayah kerja BBPOM di 

Pontianak adalah 93 sarana. Pada tahun 2025, target pemeriksaan sarana 

distribusi obat bahan alam sebanyak 27 sarana dan realisasi pemeriksaan 

sebanyak 28 sarana (103,70%), dengan hasil 20 sarana memenuhi ketentuan dan 

8 sarana tidak memenuhi ketentuan.  

 

Grafik 3.20 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi obat bahan alam 

Aspek yang tidak memenuhi ketentuan yaitu ditemukan Sediaan Farmasi 

Tanpa Izin Edar/rusak/kedaluwarsa sebanyak 8 sarana. Terhadap sarana 

distribusi obat bahan alam yang tidak memenuhi ketentuan telah dilakukan tindak 

lanjut berupa pemberian sanksi administrasi yaitu 7 sarana diberikan sanksi 

peringatan dan 1 sarana diberikan sanksi peringatan keras. 

Balai Besar POM di Pontianak juga melakukan kegiatan operasi tematik 

terhadap obat bahan alam dan suplemen kesehatan ilegal dan/atau mengandung 

bahan kimia obat terhadap 7 sarana dan ditemukan 13 item 96 pieces produk 

tanpa izin edar dengan nilai ekonomi sebesar 800.000,-. Terhadap produk tersebut 

telah dilakukan pemusnahan dan pengamanan setempat.
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 5. Tindak Lanjut Hasil Pengawasat Obat Bahan Alam 
terhadap tindak lanjut yang diberikan :  

1. sarana produksi : 1 sarana telah menyampaikan tindakan perbaikan dan 

pencegahan. 
2. sarana distribusi : 6 sarana telah menyampaikan tindakan perbaikan dan 

pencegahan. 

B. Loka POM di Kabupaten Sambas 
1. Sampling Obat Bahan Alam 

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sambas telah melakukan 

pengawasan mutu dan keamanan terhadap 26 sampel Obat Bahan Alam. 

Sebanyak 26 sampel tersebut selanjutnya dikirim ke Balai Besar POM di 

Pontianak untuk dilakukan pengujian. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium 

dan evaluasi label, diperoleh sebanyak 18 sampel Memenuhi Syarat dan 8 sampel 

Tidak Memenuhi Syarat. 

 2. Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam 
Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sambas tidak mendapatkan 

target pemeriksaan sarana produksi Obat Bahan Alam. 

 3. Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam 
Jumlah sarana distribusi obat bahan alam di wilayah kerja Loka POM di 

Kabupaten Sambas adalah 123 sarana. Pada tahun 2025, target pemeriksaan 

sarana distribusi Obat Bahan Alam sebanyak 8 sarana dan realisasi pemeriksaan 

sebanyak 8 sarana (100%), dengan hasil 8 sarana Memenuhi Ketentuan. 

 
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.3 Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam Loka POM di Kabupaten Sambas 
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 4. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam 
Pada tahun 2025, realisasi sampling Obat Bahan Alam oleh Loka POM di 

Kabupaten Sambas sebesar 100%. Realisasi pemeriksaan sarana distribusi Obat 

Bahan Alam oleh Loka POM di Kabupaten Sambas sebesar 100%. Loka POM 

Sambas telah melakanakan sampling yang kemudian diuji di Balai Koordinator 

yaitu Balai Besar POM di Pontianak, hasil pengujian diinput melalui SIPT yang 

kemudian ditindaklanjuti oleh BPOM Pusat. Pada tahun 2025 belum ditemukan 

sarana distribusi offline yang menjual produk TIE. 
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3. 4.  Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan 

 A. Balai Besar POM di Pontianak 
1. Sampling Suplemen Kesehatan 

Pada tahun 2025, sampel yang disampling oleh Balai Besar POM di 

Pontianak berjumlah 51 sampel. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium dan 

evaluasi label, diperoleh 31 sampel yang memenuhi syarat dan 20 sampel yang 

tidak memenuhi syarat. 

2. Pengujian Laboratorium Suplemen Kesehatan 
Sampel suplemen kesehatan yang diuji oleh Balai Besar POM di Pontianak 

sebanyak 52 sampel terdiri dari 31 sampel yang disampling oleh Balai Besar POM 

di Pontianak, 5 sampel disampling oleh Loka POM di Kabupaten Sambas dan 16 

sampel disampling oleh Loka POM di Kabupaten Sanggau. Parameter uji 

suplemen kesehatan yang dikerjakan meliputi parameter uji fisika, kimia, dan 

mikrobiologi. Parameter uji fisika yang dikerjakan sebanyak 1 parameter uji kadar 

air, 16 parameter uji organoleptik, dan 11 parameter uji waktu hancur sedangkan 

parameter uji kimia yang dikerjakan sebanyak 29 parameter uji identifikasi, 90 

parameter uji penetapan kadar zat aktif, 14 parameter uji cemaran etilen glikol dan 

dietilen glikol, 26 parameter cemaran logam berat dan 17 parameter penetapan 

kadar etanol metanol. Sebanyak 51 sampel dilakukan uji mikrobiologi, meliputi 16 

sampel dilakukan pengujian terhadap parameter cemaran mikroba, yaitu: Angka 

Lempeng Total (ALT), Angka Kapang Khamir (AKK), dan Identifikasi terhadap 

bakteri patogen Identifikasi E.coli, serta 3 sampel di antaranya dilakukan pengujian 

terhadap parameter identifikasi Staphylococcus aureus. 

Hasil pengujian sampel suplemen kesehatan didapatkan 49 sampel 

memenuhi syarat dan 23 sampel tidak memenuhi syarat. Sampel tidak memenuhi 

syarat terdiri dari 8 TMK label/penandaan dan 15 TMS uji laboratorium. Sampel 

yang tidak memenuhi syarat uji laboratorium terdiri dari 1 sampel TMS waktu 

hancur, 1 sampel TMS kadar vitamin K, 6 sampel TMS kadar vitamin A palmitat, 4 

sampel TMS kadar vitamin C, 1 sampel TMS kadar vitamin A dan C, 1 sampel 

TMS vitamin D dan K, dan 1 sampel TMS cemaran logam berat. 
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Grafik 3.21 Profil Hasil Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan 

 3. Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan 
Balai Besar POM di Pontianak tidak melakukan pemeriksaan sarana 

produksi karena di Provinsi Kalimantan Barat tidak terdapat sarana produksi 

produk suplemen kesehatan. 

 4. Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan 
Jumlah sarana distribusi suplemen kesehatan di wilayah kerja BBPOM di 

Pontianak adalah 111 sarana. Pada tahun 2025, target pemeriksaan sarana 

distribusi suplemen kesehatan sebanyak 28 sarana dan realisasi pemeriksaan 

sebanyak 28 sarana (100%), dengan hasil 28 sarana memenuhi ketentuann. 

B. Loka POM di Kabupaten Sambas 

1. Sampling Suplemen Kesehatan 
Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sambas telah melakukan 

sampling terhadap 5 sampel Suplemen Kesehatan. Sebanyak 5 sampel tersebut 

selanjutnya dikirim ke Balai Besar POM di Pontianak untuk dilakukan pengujian, 

dengan hasil sebanyak 3 sampel Memenuhi Syarat dan 2 sampel Tidak Memenuhi 

Syarat. 

 2. Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan 
Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sambas tidak mendapatkan 

target pemeriksaan sarana produksi Suplemen Kesehatan. 
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 3. Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan 
Jumlah sarana distribusi Suplemen Kesehatan di wilayah kerja Loka POM 

di Kabupaten Sambas adalah 123 sarana. Pada tahun 2025, target pemeriksaan 

sarana distribusi Suplemen Kesehatan sebanyak 8 sarana dan realisasi 

pemeriksaan sebanyak 8 sarana (100%), dengan hasil 6 sarana Memenuhi 

Ketentuan dan 2 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. 

 
Grafik 3. 22 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan Loka POM di Kabupaten Sambas 
 

    
 

Gambar 3.4 Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan Loka POM di Kabupaten Sambas 
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 4. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Suplemen Kesehatan 

Pada tahun 2025, realisasi sampling Suplemen Kesehatan oleh Loka POM 

di Kabupaten Sambas sebesar 100%. Realisasi pemeriksaan sarana distribusi 

Suplemen Kesehatan oleh Loka POM di Kabupaten Sambas sebesar 100%. Loka 

POM Sambas telah melakanakan sampling yang kemudian diuji di Balai 

Koordinator yaitu Balai Besar POM di Pontianak, hasil pengujian diinput melalui 

SIPT yang kemudian ditindaklanjuti oleh BPOM Pusat. Pada tahun 2025 belum 

ditemukan sarana distribusi offline yang menjual produk TIE. 
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3. 5.  Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik 
 A. Balai Besar POM di Pontianak 

1. Sampling Kosmetik 
Pada tahun 2025, Balai Besar POM di Pontianak melakukan sampling 

sebanyak 421 sampel, terdiri dari 295 sampel dengan metode pengambilan offline 

dan 126  sampel dengan metode pengambilan online. Berdasarkan hasil 

pengujian laboratorium dan evaluasi label, diperoleh 272 sampel memenuhi syarat 

dan 15 sampel tidak memenuhi syarat. 

2. Pengujian Laboratorium Kosmetik 
Balai Besar POM di Pontianak melakukan pengujian terhadap 537 sampel 

kosmetik yang terdiri dari 421 sampel yang di-sampling oleh Balai Besar POM di 

Pontianak, 88 sampel yang di-sampling oleh Loka POM di Kabupaten Sanggau, 

serta 28 sampel yang di-sampling oleh Loka POM di Kabupaten Sambas. Seluruh 

sampel dilakukan pengujian parameter uji kimia dan 231 sampel di antaranya 

dilakukan pengujian parameter uji mikrobiologi. Sebanyak 139 sampel merupakan 

sampel rutin BBPOM di Pontianak, 70 sampel dari Balai POM di Sanggau dan 70 

sampel dari Loka POM di Kabupaten Sambas. 

Pengujian parameter uji kimia terdiri dari 168 parameter uji identifikasi 

pewarna, 89 parameter penetapan kadar tabir surya,27 parameter uji penetapan 

kadar Dioksan (spesifik), 39 parameter uji penetapan kadar Etanol dan Metanol, 

21 parameter uji penetapan kadar etilen glikol dan dietilen glikol, 1018 parameter 

identifikasi bahan dilarang, 351 parameter cemaran logam berat, dan 66 untuk 

parameter uji mutu. 

Berdasarkan hasil pengujian, sebanyak 521 sampel memenuhi syarat dan 

16 sampel tidak memenuhi syarat. Adapun jumlah sampel yang tidak memenuhi 

syarat sebanyak 15 berasal dari penandaan dan/atau pengujian. Sebanyak 8 

sampel yang tidak memenuhi syarat uji laboratorium terdiri dari 3 sampel TMS 

kadar Metanol, dan 5 sampel TMS pewarna. 

Hasil pengujian sampel terhadap parameter uji mikrobiologi dapat 

disimpulkan sebanyak 230 sampel memenuhi syarat dan 1 sampel tidak 
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memenuhi syarat. Sampel yang tidak memenuhi syarat uji laboratorium terdiri atas 

1 sampel TMS Angka Lempeng Total (ALT). 

Grafik 3.23 Profil Hasil Pengujian Sampel Kosmetik 

Balai Besar POM di Pontianak juga melakukan pengujian sampel non rutin 

yaitu sampel Deteksi Dini dan Barang Bukti sejumlah 52 sampel. Berdasarkan 

hasil pengujian, sebanyak 31 sampel memenuhi syarat uji dan sebanyak 21 

sampel tidak memenuhi syarat (18 sampel tidak memenuhi syarat karena 

mengandung bahan berbahaya dan 3 sampel tidak memenuhi syarat kadar 

metanol). 

3. Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik 
Jumlah sarana produksi kosmetika di wilayah kerja BBPOM di Pontianak 

adalah 5 sarana. Pada tahun 2025, target pemeriksaan sarana produksi kosmetika 

sebanyak 2 sarana dan realisasi pemeriksaan sarana sebanyak 2 sarana (100%), 

dengan hasil 1 sarana memenuhi ketentuan dan 1 sarana tidak memenuhi 

ketentuan 

Aspek yang tidak memenuhi ketentuan yaitu ditemukan aspek sanitasi 

higiene pada sebanyak 1 sarana.  Terhadap sarana produksi kosmetik yang tidak 

memenuhi ketentuan telah dilakukan tindak lanjut berupa pemberian sanksi 

administrasi berupa sanksi peringatan.  
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 4. Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik 
Jumlah sarana distribusi kosmetik termasuk klinik kecantikan di wilayah 

kerja BBPOM di Pontianak adalah 174 sarana. Tahun 2025, target pemeriksaan 

sarana distribusi kosmetik sebanyak 80 sarana dan realisasi pemeriksaan 

sebanyak 80 sarana (100%), dengan hasil 66 sarana memenuhi ketentuan dan 14 

sarana tidak memenuhi ketentuan. 

Aspek yang tidak memenuhi ketentuan yaitu ditemukan Sediaan Farmasi 

Tanpa Izin Edar/rusak/kadaluarsa pada sebanyak 14 sarana. Terhadap sarana 

distribusi kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan telah dilakukan tindak lanjut 

berupa pemberian sanksi administrasi berupa sanksi peringatan 

Balai Besar POM di Pontianak juga melakukan kegiatan operasi tematik 

terhadap kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan kimia yang dilarang 

terhadap 17 sarana dan ditemukan 145 item , 1006 pieces produk tanpa izin edar 

dengan nilai ekonomi sebesar 61.286.400,-. Terhadap produk tersebut telah 

dilakukan pemusnahan dan pengamanan setempat. 

 5. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kosmetik 
terhadap tindak lanjut yang diberikan :  

1. sarana produksi : 1 sarana telah menyampaikan tindakan perbaikan dan 

pencegahan. 
2. sarana distribusi : 12 sarana telah menyampaikan tindakan perbaikan 

dan pencegahan. 

B. Loka POM di Kabupaten Sambas 
1. Sampling Kosmetik 

Pada tahun anggaran 2025, Loka POM di Kabupaten Sambas melakukan 

sampling sebanyak 28 sampel Kosmetik yang kemudian dilakukan pengujian di 

Balai Besar POM di Pontianak. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium dan 

evaluasi label, diperoleh 26 sampel memenuhi syarat dan 2 sampel tidak 

memenuhi syarat. 
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 2. Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Kosmetik 

Di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas tidak terdapat sarana 

produksi kosmetik sehingga pengawasan terkait mutu, keamanan, dan 

kemanfaatan pada sarana produksi kosmetik belum dapat dilaksanakan. Jumlah 

sarana distribusi kosmetik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas 

adalah 158 sarana. Pada tahun 2025, target pemeriksaan sarana distribusi 

Kosmetik sebanyak 15 sarana dan realisasi pemeriksaan sebanyak 15 sarana 

(100%), dengan hasil 7 sarana Memenuhi Ketentuan dan 8 sarana Tidak 

Memenuhi Ketentuan. 

 
Grafik 3.24 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik Loka POM di Kabupaten Sambas 

 

     
Gambar 3.5 Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik Loka POM di Kabupaten Sambas
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 4. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kosmetik 

Pada tahun 2025, realisasi sampling Kosmetik oleh Loka POM di 

Kabupaten Sambas sebesar 100%. Realisasi pemeriksaan sarana distribusi 

Kosmetik oleh Loka POM di Kabupaten Sambas sebesar 100%. Loka POM 

Sambas telah melakanakan sampling yang kemudian diuji di Balai Koordinator 

yaitu Balai Besar POM di Pontianak, hasil pengujian diinput melalui SIPT yang 

kemudian ditindaklanjuti oleh BPOM Pusat. Pada tahun 2025 belum ditemukan 

sarana distribusi offline yang menjual produk TIE. 
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3. 6.  Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan 
 A. Balai Besar POM di Pontianak 

1. Sampling Produk Pangan dan Kemasan Pangan 

Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan sampling sebanyak 357 

sampel yang terdiri dari  320 sampel pangan olahan (MD/ML), 8 sampel kemasa 

pangan dan 29 sampel pangan PIRT. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium 

dan evaluasi label, untuk sampel pangan olahan (MD/ML) sebanyak 288 sampel 

memenuhi syarat dan 40  sampel tidak memenuhi syarat, sedangkan  sampel 

pangan PIRT sebanyak 26 sampel memenuhi syarat dan 3 sampel tidak 

memenuhi syarat. 

 2. Pengujian Laboratorium Produk Pangan dan Kemasan Pangan 

Pada tahun anggaran 2025 Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan 

pengawasan mutu dan keamanan berupa pengujian terhadap sampel Pangan 

Olahan berdasar risk-based sampling sejumlah 328 sampel dari BBPOM di 

Pontianak, 127 sampel dari Balai Sanggau, dan 36 sampel dari Loka Sambas. 

Total keseluruhan pengujian sampel risk based sampling Pangan Olahan 

sejumlah 491 sampel yang terdiri dari sampel pangan berdasarkan proporsi 

sampling, sampel-sampel fortifikasi dan sampel-sampel kemasan pangan, 

termasuk parameter kajian yang dipersyaratkan. 

Pada hasil uji risk-based sampling Pangan Olahan yang disampling dari 3 

UPT, yaitu Pontianak, Sanggau dan Sambas, total sebanyak 50 (10,18%) sampel 

dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) baik dalam hal uji kimia maupun uji 

mikrobiologi.  Parameter uji yang TMS sesuai urutan mulai dari yang terbanyak 

dapat dilihat dalam grafik berikut :  

 



 

 78 

 
Grafik 3.25 Parameter Tidak Memenuhi Syarat untuk POT 

Selanjutnya untuk pengujian terhadap risk-based sampling Pangan Industri 

Rumah Tangga (PIRT) sejumlah 29 sampel dari BBPOM di Pontianak, 12 sampel 

dari Balai POM di Sanggau, dan 3 sampel dari Loka POM di Sambas. Total sampel 

PIRT diuji sebanyak 44 sampel. 

Hasil pengujian sampel-sampel ini tercatat 5 sampel (17,24%).  Tidak 

Memenuhi Syarat dengan parameter TMS tercantum dalam grafik berikut: 

 
Grafik 3.26 Hasil Uji TMS PIRT 
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Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM no. 100 tahun 2025 tentang 

Regionalisasi Laboratorium Badan POM, laboratorium kimia pangan BBPOM di 

Pontianak ditetapkan sebagai Laboratorium Cemaran Logam dan Bahan Kontak 

Pangan untuk wilayah Region Samarinda yang bertugas pada wilayah Kalimantan. 

Untuk keperluan tersebut laboratorium telah menguji sejumlah 92 tambahan 

sampel yang berasal dari seluruh UPT di region Samarinda. Sampel berasal dari 

BBPOM di Samarinda, BBPOM di Banjarbaru, BBPOM di Palangkaraya, Balai 

POM di Tarakan, Balai POM di Sanggau, Balai POM di Balikpapan, Loka POM di 

Tanah Bumbu, dan Loka POM di Kotawaringin Barat. Rincian asal sampel dan 

hasilnya terdapat pada Tabel 1D. Cemaran logam yang diuji bervariasi antara lain 

Penetapan Kadar Cemaran Pb, Cd, Arsen, Hg, dan Sn. Sedangkan parameter 

bahan kontak pangan adalah Penetapan Kadar Bisfenol A pada kemasan Galon 

PET dan Penetapan Kadar Asetaldehid pada Kemasan Polikarbonat. 

Pengujian sampel fortifikasi dilaksanakan terhadap 13 sampel berasal dari 

sampling Pontianak, Sanggau, dan Sambas. Sampel-sampel tersebut berupa 

garam konsumsi beryodium sarana produksi dan peredaran, minyak goreng sawit 

sarana produksi dan peredaran, serta  tepung terigu di peredaran. Sejumlah 2 

sampel (15.38%) dinyatakan TMS berupa 1 sampel garam konsumsi TMS KIO3 

dan 1 sampel minyak goreng sawit TMS vitamin A total. 

Sampel pengujian kemasan pangan dilakukan terhadap kemasan kaleng 

dan kemasan galon dengan parameter uji migrasi Bisfenol A dan asetaldehid. 

Sebanyak 10 sampel uji dan keseluruhannya dinyatakan Memenuhi Syarat.  

Sampel Air Minum Dalam Kemasan dilakukan uji sebanyak 16 sampel 

dengan pengujian cemaran kimia logam dilakukan di BBPOM Banjarbaru, 

cemaran mikrobiologi di BBPOM di Pontianak, dan cemaran asetaldehid pada 

kemasan pangan PET di BBPOM di Pontianak, pengujian bromat untuk kemasan 

PC di BBPOM di Samarinda. Hasil pengujian AMDK sejumlah 10 sampel (62,5%) 

Tidak Memenuhi Syarat terdiri dari 5 sampel TMS Angka Pseudomonas 

aeruginosa dan Angka Coliform, 2 sampel TMS Bromat dan 2 sampel TMS Angka 

coliform saja, dan 1 sampel TMS ALT, Pseudomonas aeruginosa sekaligus 

Coliform.  
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Pengujian sampel pihak ketiga dilaksanakan sebanyak 16 sampel terdiri 

dari sampel eksternal dari kepolisian, akademis, maupun Dinas Kesehatan dan 

Balai Proteksi Tanaman Pangan, maupun internal keperluan Deteksi Dini. Sampel 

yang diuji antara lain, berbagai kerupuk, bleng, cairan miras, gula, selai, dan abon 

ikan.  

Terdapat 399 sampel Pangan Olahan yang diterima oleh Laboratorium 

Mikrobiologi. Sebanyak 267 sampel merupakan sampel rutin BBPOM di 

Pontianak, 109 sampel dari Balai POM di Sanggau dan 23 sampel dari Loka POM 

di Kabupaten Sambas. Untuk sampel PIRT, yang diterima oleh Laboratorium 

Mikrobiologi sebanyak 28 sampel dari BBPOM di Pontianak, 12 sampel dari Balai 

POM di Sanggau dan 23 sampel dari Loka POM di Kabupaten Sambas. Sampel 

Pangan Olahan dan PIRT tersebut diuji terhadap parameter cemaran mikroba 

sesuai yang tercantum dalam Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2025, yaitu 

antara lain: Angka Lempeng Total (ALT), Angka Kapang Khamir (AKK), MPN 

Escherichia coli, Identifikasi Salmonella sp., Angka Enterobacteriaceae, Angka 

Staphylococcus aureus, Angka Bacillus cereus, Angka Coliform, Angka 

Pseudomonas aeruginosa. 

Sampel yang tidak memenuhi persyaratan mikrobiologi berjumlah 6 sampel 

(4 sampel Pangan Olahan dan 2 sampel PIRT). Parameter Uji yang TMS adalah 

pada Angka Lempeng Total (ALT), Angka Kapang Khamir (AKK), Angka 

Enterobacteriaceae, Angka Coliform dan Angka Pseudomonas aeruginosa. 

Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 7 kejadian luar biasa keracunan 

pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak. Kejadian-kejadian tersebut 

tersebar di beberapa wilayah, meliputi Kabupaten Kubu Raya (2 kejadian), 

Kabupaten Mempawah (1 kejadian), Kabupaten Ketapang (1 kejadian), 

Kabupaten Kayong Utara (2 kejadian), dan Kabupaten Landak (1 kejadian). 

Seluruh status KLB tersebut telah dinyatakan selesai. 
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Grafik 3.27 Sebaran Jumlah Korban Kejadian Luar Biasa (KLB) Berdasarkan Kabupaten Lokasi 

Kejadian 
Total paparan risiko dari seluruh kejadian ini melibatkan ratusan individu, 

dengan rincian dampak sebagai berikut: 

1. Total korban sakit: 227 orang 

2. Total korban meninggal: 0 kasus 

3. Seluruh KLB berstatus telah selesai ditangani 

4. Penyebab terbanyak: kontaminasi mikrobiologi 

5. Lokasi kejadian terbanyak: sekolah (6 dari 7 kasus) 

6. Kasus signifikan: Kejadian dengan jumlah korban terbanyak terjadi di 

Kabupaten Landak pada 19 November 2025, di mana 145 siswa (SD, 

SMP, SMA) jatuh sakit setelah mengkonsumsi menu ayam suwir dan 

soto. Hasil pengujian pada sampel makanan tersebut positif 

mengandung bakteri Staphylococcus aureus. 
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Grafik 3.28 Sebaran Lokasi KLB KP 

Hasil investigasi laboratorium menunjukkan bahwa kontaminasi 

mikrobiologi menjadi penyebab utama pada seluruh kejadian KLB KP sepanjang 

tahun 2025: 

1. Penyebab Mikrobiologi: bakteri Staphylococcus aureus dan Bacillus cereus 

merupakan agen yang paling sering ditemukan. 

2. Jenis Pangan: sebagian besar kasus disebabkan oleh pangan siap saji 

seperti daging rendang, nasi, telur, ayam suwir, dan puding. Terdapat pula 

satu kasus yang diduga berasal dari pangan olahan berupa permen. 

3. Faktor Risiko: lingkungan sekolah dan kegiatan "Makan Rutin" di sekolah 

menjadi lokasi dan kegiatan yang paling rentan terhadap terjadinya KLB. 

 
Grafik 3.29 Distribusi Frekuensi Agen Mikrobiologi Penyebab KLB Keracunan Pangan Tahun 2025 

 

Keterangan:  
Dari 7 kejadian, 6 kejadian 
berlokasi di sekolah dan 1 
kejadian di tempat 
pertemuan yang berlokasi di 
hotel. 
 

Keterangan:  
Bakteri Staphylococcus 
aureus menjadi penyebab 
paling dominan yang 
ditemukan dalam 5 kejadian 
berbeda, sedangkan bakteri 
Bacillus cereus 
teridentifikasi menjadi 
penyebab pada 3 kejadian. 
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3. Pemeriksaan Fasilitas Produksi Produk Pangan Industri pangan (MD) 
Jumlah industri pangan (MD) di Provinsi Kalimantan Barat adalah 70 

sarana, target yang diperiksa pada tahun 2025 adalah 18 sarana, dengan realisasi 

yang diperiksa sebanyak 18 sarana (100%) dengan hasil 5 sarana memenuhi 

ketentuan dan 13 sarana tidak memenuhi ketentuan. 

Sarana tidak memenuhi ketentuan terdiri dari 8 sarana produksi AMDK, 1 

sarana produksi pangan beku, 1 sarana produksi garam beryodium, 1 sarana 

produksi bakeri, 1 sarana industri minuman lidah buaya, dan 1 sarana produksi 

mie kering. 

Aspek yang tidak memenuhi ketentuan dalam penerapan CPPOB yang 

paling banyak ditemukan di antaranya 

1. aspek bangunan (10 temuan), seperti program pemeliharaan bangunan yang 

dilakukan tidak dilakukan secara konsisten, lantai dalam keadaan kotor, retak 

dan terdapat genangan, jendela yang berhubungan langsung dengan 

lingkungan luar tidak dilengkapi dengan kasa. 

2. pengendalian proses (9 temuan), seperti tidak memiliki prosedur evaluasi 

pelepasan produk akhir, tidak terdapat catatan monitoring pengendalian 

proses dan catatan tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian, belum 

melakukan pengujian parameter uji tertentu yang dipersyaratkan, tidak 

melakukan pencatatan pengendalian proses sesuai prosedur yang dimiliki, 

tidak tersedia dokumen deskripsi proses produksi. 

3. lingkungan sarana  (4 temuan), seperti Terdapat sampah di samping dan 

belakang gedung gedung produksi, serta terdapat ilalang di area pabrik. 

4. sanitasi hygiene  (11 temuan) fasilitas pencucian tangan tidak dilengkapi 

sabun dan alat pengering, personil yang kontak langsung dengan produk 

menggunakan perhiasan, personil melakukan aktivitas makan dan minum di 

ruang produksi. 

5. peralatan (2 temuan), seperti tidak memiliki program pemeliharaan peralatan 

yang dilakukan secara konsisten, tidak memiliki program kalibrasi alat ukur, 

dan peralatan dalam kondisi kotor. 
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6. bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong, kesamaan dan 

produk akhir (4 temuan), seperti tidak tersedia dokumen CoA bahan baku, 

bahan tambahan pangan maupun bahan kemasan, tidak melakukan 

pengujian produk akhir baik di laboratorium  internal maupun eksternal, 

terdapat hasil uji bahan baku yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang 

dipersyaratkan. 

7. Fasilitas  (11 temuan) seperti Sarana toilet/jamban kotor tidak terawat dan 

terbuka ke ruang produksi 

8. Personel  (10 temuan) seperti sarana tidak memiliki prosedur pelatihan 

personel, belum melakukan pelatihan personel secara berkala, pelatihan 

personel telah dilakukan namun tidak didokumentasikan. 

9. Dokumentasi  (10 temuan), seperti Tidak memiliki dokumen produksi, Belum 

pernah melakukan simulasi ketertelusuran dan penarikan produk 

10. Produk  (9 temuan) seperti label tidak memenuhi ketentuan,  

11. Hama  (10 temuan) seperti tidak memiliki fasilitas pengendalian hama, hewan 

peliharaan berkeliaran di sekitar area produksi. 

12. Izin sarana ( 4 temuan) seperti Sarana belum memperoleh Izin Penerapan 

Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) 

 

Grafik 3. 30 Aspek Ketidaksesuaian CPPOB pada Industri Pangan 
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4. Pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan 
Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Provinsi Kalimantan 

Barat sebanyak 2.493 sarana. Pada tahun 2025 target sarana yang diperiksa 

sebanyak 10 sarana dengan realisasi 10 sarana (100%) dengan hasil 10 

sarana tidak memenuhi ketentuan. 

Aspek yang tidak memenuhi ketentuan dalam penerapan cara produksi 

pangan yang baik untuk industri rumah tangga yang paling banyak ditemukan 

diantaranya 

1. aspek bangunan (5 temuan), seperti lantai, dinding dan langit-langit tidak 

terawat dan kotor; ventilasi tidak terawat dan kotor; serta ruang produksi 

sempit sehingga sukar untuk dibersihkan; 

2. aspek lingkungan (2 temuan), seperti Iingkungan kotor dan berdebu; 

3. aspek sanitasi higiene (2 temuan) seperti karyawan di bagian produksi 

pangan mengenakan perhiasan, karyawan bekerja dengan perilaku yang 

tidak baik (seperti makan dan minum) yang dapat mengakibatkan 

pencemaran produk pangan; 

4. aspek peralatan (2 temuan) seperti peralatan kotor dan tidak dipelihara; 

5. aspek bahan baku (1 temuan) seperti air yang digunakan tidak bersih; 

6. aspek fasilitas (4 temuan) seperti tidak tersedia sarana cuci tangan 

lengkap; 

7. aspek personel (2 temuan) seperti sarana tidak memiliki prosedur 

pelatihan personel, belum melakukan pelatihan personel secara berkala; 

8. aspek dokumentasi (7 temuan) seperti IRTP tidak memiliki dokumen 

produksi, dokumen produksi tersedia namun tidak konsisten dilakukan 

pencatatan; 

9. aspek produk (8 temuan)  seperti label tidak mencantumkan daftar bahan 

yang digunakan, nama dan alamat IRTP, kode produksi, tanggal 

kadaluarsa, dan mencantumkan klaim kesehatan atau klaim gizi; 

10. aspek pengendalian hama (1 temuan) seperti tidak terdapat fasilitas 

pengendalian hama; 
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Grafik 3. 31 Aspek Ketidaksesuaian Pemeriksaan CPPOB pada Industri Rumah Tangga

5.  Pemeriksaan Sarana Peredaran Produk Pangan 
Jumlah sarana distribusi pangan di Provinsi Kalimantan Barat adalah 1.731 

sarana, untuk tahun 2025 target sarana yang akan diperiksa sebanyak 87 sarana 

dengan realisasi 87 sarana (100%) dengan hasil 59 sarana memenuhi ketentuan 

dan 28 sarana tidak memenuhi ketentuan. 

Aspek yang tidak memenuhi ketentuan dalam penerapan cara peredaran 

produk pangan yang baik yang paling banyak ditemukan diantaranya 

a. Aspek Lingkungan, Bangunan, dan Penerangan (6 temuan) seperti 

langit-langit dan lantai kotor dan berdebu, penerangan di area display 

kurang memadai; 

b. Peralatan dan Kalibrasi Alat (2 temuan) seperti timbangan tidak 

dikalibrasi; 

c. Penerimaan, Penyimpanan dan Penanganan (28 temuan) seperti tidak 

melakukan pemeriksaan dan monitoring produk pada saat penerimaan 

yang meliputi pemeriksaan nomor izin edar, keterangan kedaluwarsa, 

kondisi fisik, tempat penyimpanan dan/atau unit pemajangan display 

tidak mudah dibersihkan, produk pangan disimpan langsung diatas lantai 

tanpa pallet, produk mengandung alkohol dan babi disimpan bercampur 

dengan produk lainnya serta produk curah yang dipajang tidak 

mencantumkan informasi nama produk, dan tanggal kedaluwarsa. 
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d. Persyaratan dan Legalitas Produk (16 temuan) seperti ditemukan produk 

tanpa izin edar, produk reject disimpan bercampur dengan produk 

lainnya dan tempat sampah tidak dilengkapi penutup; 

e. Penanganan pangan olahan kedaluwarsa, rusak, retur dan sampah (24 

temuan) seperti tidak tersedia tempat sampah bertutup; 

f. Program Pembersihan dan Sanitasi (2 temuan) seperti sarana kotor dan 

bersebu; 

g. Program Pengendalian Hama (22 temuan)seperti tidak tersedia program 

dan fasilitas pengendalian hama, fasilitas pengendalian hama berpotensi 

mencemari produk (menggunakan umpan beracun), terdapat bukti 

infestasi hama, serta fasilitas pengendalian hama tidak dipantau secara 

berkala; 

h. Kebijakan dan Fasilitas Personel (3 temuan) seperti tidak tersedia 

fasilitas cuci tangan yang lengkap. 

 
Grafik 3. 32 Profil Ketidaksesuaian Sarana Distribusi Pangan
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Terhadap sarana distribusi pangan yang tidak memenuhi ketentuan telah 

dilakukan tindak lanjut berupa pemberian sanksi administrasi yaitu 14 sarana 

diberikan sanksi Peringatan dan 14 sarana diberikan sanksi Peringatan Keras. 

Sebanyak 3 sarana yang telah melaporkan tindakan perbaikan dan pencegahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan 

Pada tahun 2025, selain melakukan pengawasan sarana peredaran 

pangan secara rutin, Balai Besar POM di Pontianak juga melakukan pengawasan 

terhadap peredaran produk pangan selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri serta 

menjelang Natal dan Tahun Baru. 

Intensifikasi pengawasan sarana peredaran pangan selama Bulan 

Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H telah dilakukan terhadap 21 

sarana dengan hasil 11 sarana memenuhi ketentuan dan 10 sarana tidak 

memenuhi ketentuan dan diberikan tindak lanjut berupa sanksi administrasi 

Peringatan. Temuan yang didapatkan berupa produk tanpa izin edar (48 item, 490 

pc), rusak (3 item, 4 pc) dan kedaluarsa (5 item, 32 pc) dengan nilai ekonomi 

sebesar Rp. 14.340.750,-. Terhadap temuan produk tersebut diberikan tindak 

lanjut berupa pemusnahan dan proses retur sesuai ketentuan. 

Intensifikasi pengawasan sarana peredaran pangan dalam rangka Natal 

2025 dan Tahun Baru 2026 dilakukan terhadap 35 sarana dengan hasil 29 sarana 

memenuhi ketentuan dan 6 sarana tidak memenuhi ketentuan. Temuan yang 



 

 
89 

didapatkan berupa produk tanpa izin edar (16 item, 406 pcs), dengan nominal 

Rp.3.981.000,-. Terhadap temuan produk tersebut diberikan tindak lanjut berupa 

pemusnahan dan proses retur sesuai ketentuan. 

 

Gambar 3.7 Pengawasan peredaran produk pangan menjelang hari raya
  

5. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Produk Pangan 
Terhadap industri pangan (MD)  yang tidak memenuhi ketentuan telah 

dilakukan tindak lanjut berupa pemberian sanksi administrasi yaitu 10 sarana 

diberikan sanksi Peringatan, 2 sarana diberikan sanksi Peringatan Keras, 1 sarana 

diberikan Rekomendasi pencabutan Izin.  Sebanyak 12 sarana telah 

menyampaikan tindakan perbaikan dan pencegahan. 

Terhadap 10 sarana industri rumah tangga pangan yang tidak memenuhi 

ketentuan telah dilakukan tindak lanjut berupa pemberian sanksi administrasi yaitu 

rekomendasi peringatan kepada DInas Kesehatan dan 8 sarana telah 

ditindaklanjuti oleh Dinas Kabupaten/Kota. 

Terhadap sarana distribusi pangan yang tidak memenuhi ketentuan telah 

dilakukan tindak lanjut berupa pemberian sanksi administrasi yaitu 14 sarana 

diberikan sanksi Peringatan dan 14 sarana diberikan sanksi Peringatan Keras. 

Sebanyak 15 sarana yang telah melaporkan tindakan perbaikan dan pencegahan. 

  



 

 90 

a) Desa yang diintervensi keamanan pangan  

Pada tahun 2025 kegiatan Desa Pangan Aman dilaksanakan di Kota 

Pontianak yang menyasar 4 (empat) kelurahan, yaitu Kelurahan Sungai 

Jawi, Kelurahan Saigon, Kelurahan Tanjung Hulu dan Kelurahan Siantan 

Hulu. Kegiatan Desa Pangan Aman yang dilakukan meliputi: 

1. Advokasi  

Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan program dan kegiatan 

sinergis lintas sektor yang dapat diintegrasikan dengan program keamanan 

pangan desa (KPD). Kegiatan advokasi dalam rangka Program Desa/ 

Kelurahan Pangan Aman di Kota Pontianak telah dilaksanakan pada 

tanggal 30 April 2025, bertempat di Aula Balai Besar POM di Pontianak.  

2.  Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa/ Kelurahan 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk Kader 

Keamanan Pangan Desa/Kelurahan yang  mempunyai tugas sebagai 

berikut: 

1. Melakukan bimtek keamanan pangan pada masyarakat dan 

usaha pangan desa. 

2. Sebagai pembina keamanan pangan di desanya. 

3. Berperan sebagai key person dalam permasalahan keamanan 

pangan di desa. 

Kader Keamanan pangan berasal dari komunitas Ibu rumah 

tangga/PKK, sekolah, dan masyarakat. Penyelenggaraan kegiatan Bimtek 

Kader Keamanan Pangan di Kota Pontianak dilaksanakan pada tanggal 20 

Mei 2025 di Aula Balai Besar POM di Pontianak dengan peserta dari Kader 

Keamanan Pangan Kelurahan  Sungai Jawi, Kelurahan Saigon, Kelurahan 

Tanjung Hulu dan Kelurahan Siantan Hulu. Materi yang disampaikan pada 

kegiatan bimtek kader keamanan pangan desa adalah seputar keamanan 

pangan dan stunting. Narasumber berasal dari petugas dari Balai Besar 

POM di Pontianak. 

Kegiatan diikuti oleh 36 orang peserta yang berasal dari 4(empat) 
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kelurahan yang ditunjuk menjadi kader keamanan pangan serta perwakilan 

Dinas Kesehatan Kota Pontianak 

3.  Bimbingan Teknis Komunitas Desa/Kelurahan 
Kegiatan ini bertujuan untuk melatih masyarakat desa/kelurahan di 

bidang keamanan pangan dengan memberdayakan narasumber dari Kader 

Keamanan Pangan Desa/Kelurahan yang telah dilatih. Bimbingan Teknis 

Komunitas Keamanan Pangan Kelurahan di Kota Pontianak dilaksanakan 

di :  

1. Kelurahan Sungai Jawi, pada tanggal 12 Juni 2025 

2. Kelurahan Saigon, pada tanggal 19 Juni 2025 

3. Kelurahan Siantan Hulu, pada tanggal 24 Juni 2025 

4. Kelurahan Tanjung Hulu, pada tanggal 25 Juni 2025 

Narasumber yang melatih adalah kader keamanan pangan kelurahan 

dengan didampingi oleh petugas Balai Besar POM di Pontianak. Jumlah 

komunitas yang telah mengikuti Bimtek sebanyak 96 orang terdiri dari 16 

orang anggota komunitas pemuda/remaja, 16 orang anggota komunitas 

IRTP, 8 orang anggota komunitas PKL, 8 orang anggota komunitas ritel 

pangan, 32 orang anggota komunitas ibu rumah tangga, dan 16 orang 

anggota komunitas sekolah. 

4.  Monitoring dan Evaluasi 
Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada tanggal 11 

Agustus 2025. Tujuannya untuk memastikan pelaksanaan program berjalan 

sesuai dengan rencana serta untuk menilai capaian dan efektivitas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. Dalam kesempatan ini dilakukan rapat evaluasi 

Program Desa/Kelurahan Pangan Aman sekaligus menerima saran dan 

masukan dari Pemerintah Kota Pontianak, Tim Keamanan Pangan Desa, 

serta Kader Desa. Masukan tersebut menjadi bahan perbaikan dan 

penyempurnaan pelaksanaan program ke depan agar tujuan peningkatan 

keamanan pangan di desa/kelurahan dapat tercapai secara optimal. 
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b) Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)  

Balai Besar POM di Pontianak 
Pada tahun 2025 program Sekolah yang melaksanakan 

pembudayaan keamanan pangan dilaksanakan di Kota Pontianak. Sekolah 

yang dilakukan intervensi berjumlah 6 sekolah, diantaranya sebagai berikut: 
Tabel 3. 1 Program Sekolah Pembudayaan Keamanan Pangan 

No Nama Sekolah 

1 SMPN 24 Kota Pontianak 

2 SDN 31 Pontianak Tenggara 

3 SDN 25 Pontianak Timur 

4 SDN 9 Pontianak Barat 

5 SMPN 25 Kota Pontianak 

6 SMPN 7 Kota Pontianak 

 
  Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan diantaranya: 

1.  Advokasi Lintas Sektor 
Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan program dan kegiatan 

sinergis lintas sektor yang dapat diintegrasikan dengan program sekolah 

yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. Kegiatan advokasi 

dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025, bertempat di Aula Balai Besar 

POM di Pontianak.  

1. Sosialisasi Program Sekolah yang Melaksanakan 

Pembudayaan Keamanan Pangan 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman keamanan pangan komunitas 

sekolah melalui pengenalan pangan aman. Kegiatan ini diikuti 

oleh 18 sekolah yang terdiri dari 9 SD dan 9 SMP di Aula Balai 

Besar POM di Pontianak pada tanggal 14 Mei 2025. 

2. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Untuk Kader Keamanan 

Pangan Sekolah 
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 Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan materi keamanan 

pangan jajanan anak sekolah serta meningkatkan pengetahuan 

dan pemahaman kader keamanan pangan sekolah dalam 

melakukan intervensi keamanan pangan. Narasumber dalam 

kegiatan ini adalah petugas BBPOM di Pontianak. kegiatan ini 

diikuti oleh 6 sekolah intervensi dengan jumlah peserta sebanyak 

30 kader. kegiatan ini dilaksanakan di Aula Balai Besar POM di 

Pontianak pada tanggal 15 Mei 2025. 

3. Monitoring Pemberdayaan Kader 

 Untuk Memastikan Intervensi Keamanan Pangan oleh Kader 

Keamanan Pangan Sekolah kepada komunitas sekolah telah 

dilakukan secara mandiri, dilakukan monitoring pemberdayaan 

kader. Monitoring dilakukan secara berkala, memastikan setiap 

rencana aksi yang telah disusun dapat dilaksanakan. Selain itu, 

pada tahapan ini dilakukan juga pengujian sederhana pada 

sampel PJAS di kantin sekolah yang dilakukan oleh kader dalam 

pengawasan petugas BBPOM di Pontianak. 

2. Sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan 
keamanan pangan  

Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan 

pangan dilakukan setelah sekolah melakukan evaluasi mandiri (self 

assessment). Kegiatan self assessment oleh pihak sekolah/Kader 

Keamanan Pangan Sekolah merupakan bagian dari penugasan Kader 

Keamanan Pangan Sekolah. Sertifikat Sekolah yang melakukan 

pembudayaan keamanan pangan diberikan kepada sekolah yang telah 

melengkapi bukti dukung diatas dengan nilai skor minimal 70, maka sekolah 

memiliki nilai self assessment minimal 70. 

Berdasarkan hasil self assessment yang telah dilakukan oleh pihak 

sekolah/kader, 6 sekolah yang diintervensi di Kota Pontianak memperoleh 

nilai diatas 70 sehingga diberikan Sertifikat Keamanan Pangan Sekolah. 
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Sekolah dengan hasil tertinggi diajukan untuk mengikuti lomba sekolah 

yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tingkat nasional 

yang diselenggarakan oleh Badan POM. Sekolah tersebut adalah SDN 9 

Pontianak Barat dan SMPN 24 Kota Pontianak. 

3. Pengawalan 

Pengawalan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan 

keamanan pangan dilakukan terhadap 22 sekolah intervensi di tahun 

sebelumnya yaitu tahun 2024. Sekolah-sekolah tersebut berada di 

Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sanggau. Kegiatan ini memastikan 

bahwa sekolah yang diintervensi telah melaksanakan program keamanan 

pangan di sekolah secara berkelanjutan. 

  Loka POM di Kabupaten Sambas 

 Loka POM Sambas melakukan pengujian terhadap 17 sampel 

Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang dikirimkan oleh Dinas 

Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Bengkayang dan diperoleh hasil pengujian bahwa 17 sampel PJAS tersebut 

aman dan tidak berbahaya. 

 

Gambar.3.8 Pengujian Sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah Loka POM di 
Kabupaten Sambas 

 



 

 95 

c)  Pasar pangan aman berbasis komunitas.  

Kegiatan pasar aman berbasis komunitas di tahun 2025 dimulai 

dengan kegiatan Advokasi Kegiatan Terpadu di Kota Pontianak. Pasar yang 

diintervensi adalah Pasar Puring yang beralamat di Jalan Gusti Situt 

Mahmud, Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak.  

                        Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan diantaranya: 
a. Advokasi Lintas Sektor 

Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan program dan kegiatan 

sinergis lintas sektor yang dapat diintegrasikan dengan program sekolah 

yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. Kegiatan advokasi 

dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025, bertempat di Aula Balai Besar 

POM di Pontianak.  

b. Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar  

Kegiatan Bimtek dan penyuluhan komunitas pasar  dilaksanakan pada 

tanggal 08 Mei 2025 bertempat di Aula Balai Besar POM di Pontianak. 

Bimbingan Teknis ini diikuti oleh 30 peserta yang telah ditetapkan untuk 

mengikuti kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Pengelola pasar (1 orang) 

b. Paguyuban / asosiasi pasar (2 orang) 

c. Pedagang pasar (27 orang) 

Kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk menyampaikan materi berupa 

pengenalan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, materi KIE 

yaitu Keamanan Pangan, Ciri pangan mengandung bahan berbahaya, Cek 

KLIK, Call Center Halo BPOM/ULPK, dan 5 Kunci Keamanan Pangan di 

Sarana Peredaran. Selain pemaparan materi maka peserta kegiatan 

diminta untuk mengisi pre dan post test. 

c. Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar 

Kegiatan Sosialisasi ini dilakukan dengan pembuatan konten edukasi 

yang kemudian di upload di Instagram Balai Besar POM di Pontianak. Pada 

tanggal 12 Juni 2025 dilakukan Sosialisasi keamanan Pangan oleh 
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pengelola pasar yang telah mengikuti bimtek kepada komunitas pasar 

dengan cara tatap muka yang diikuti oleh 12 orang peserta yang terdiri dari 

pedagang pasar yang belum mengikuti bimtek dan kegiatan ini 

dilaksanakan di wilayah Pasar Puring. 

d. Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi 

Pada kegiatan pengawasan keamanan pangan di pasar adalah 

sosialisasi tentang keamanan pangan, bahan berbahaya dan Cek KLIK. 

Selain itu petugas pasar bersama dengan komunitas pasar dapat membuat 

rencana aksi tahun 2026 untuk meningkatkan keamanan pangan di pasar.  

Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2025 

dengan melakukan pengawasan Cek KLIK ( Cek Kemasan, Label, Izin Edar 

dan Kedaluwarsa) produk pangan olahan yang dilakukan oleh komunitas 

pasar dan disupervisi oleh UPT BPOM dengan melakukan pengawasan 

sekitar 40 produk pangan yang ditemukan di Pasar Puring kemudian 

dilakukan pengecekan terhadap Kemasan produk yang bagus, Label 

produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Izin Edar produk 

dicantumkan di label yang masih berlaku dan juga Kadaluarsa produk 

pangan yang di sampling tersebut. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan 

Petugas Pengawas dan Fasilitator Pasar serta Petugas Balai Besar POM 

di Pontianak. Dari 40 sampel produk tersebut kami temukan 3 (tiga) produk 

pangan yang telah habis Izin Edarnya yaitu produk dengan Izin Edar 

Pangan Industri Rumah Tangga.   

e. Pengawalan 
      Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi 

keberlanjutan program dan Sosialisasi Keamanan Pangan untuk pasar 

pengawalan tahun 2024. Kegiatan ini dilakukan dengan pemberian materi 

keamanan pangan secara daring. 
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B. Loka POM di Kabupaten Sambas 
 1. Sampling Produk Pangan dan Kemasan Pangan 

 Pada Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sambas melakukan sampling 

terhadap 39 sampel yang terdiri dari 3 sampel produk pangan industri rumah 

tangga (PIRT), 3 sampel kemasan pangan, dan 36 sampel pangan olahan. 

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium dan evaluasi label, diperoleh 3 sampel 

TMS pengujian, dimana 1 sampel merupakan sampel PIRT dan 5 sampel TMK 

penandaan/label. 

 2. Pengujian Laboratorium Produk Pangan dan Kemasan Pangan 

Pada Tahun Anggaran 2025, Loka POM di Kabupaten Sambas telah 

melaksanakan kegiatan pengawasan keamanan pangan melalui tiga kegiatan 

utama, yaitu: pengujian takjil buka puasa pada bulan Ramadhan di Kabupaten 

Sambas, pengujian food security dalam rangka kunjungan kerja Presiden/Wakil 

Presiden di Kabupaten Bengkayang, serta pengujian Pangan Jajanan Anak 

Sekolah (PJAS) di Kabupaten Bengkayang. Kegiatan ini bertujuan untuk 

memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi cemaran bahan 

berbahaya pada pangan, serta untuk memastikan pangan yang dikonsumsi aman 

dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kegiatan 

ini juga menjadi bagian dari upaya preventif dalam meningkatkan kesadaran 

pelaku usaha terhadap pentingnya penerapan praktik keamanan pangan. 

Dalam pelaksanaannya, Loka POM di Kabupaten Sambas telah melakukan 

sampling dan pengujian terhadap total 54 sampel pangan, yang terdiri atas 30 

sampel takjil buka puasa, 7 sampel food security, dan 17 sampel PJAS. Sampel 

takjil buka puasa dan PJAS diuji menggunakan empat parameter, yaitu Formalin, 

Boraks, Metanil Yellow, dan Rhodamin B. Sementara itu, sampel food security 

dalam rangka kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden diuji dengan parameter 

organoleptik (bentuk, warna, bau, rasa) dan Kimiawi (Nitrit, Sianida, Arsen, pH). 

Berdasarkan hasil pengujian, penarikan kesimpulan dilakukan dengan dua 

kriteria, yaitu Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dari 

seluruh 54 sampel yang telah diuji, seluruhnya menunjukkan hasil negatif terhadap 
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parameter uji yang dipersyaratkan. Dengan demikian, seluruh sampel pangan 

dinyatakan Memenuhi Syarat dan aman untuk dikonsumsi. 

Profil hasil pengujian sampel pangan Tahun 2025 selanjutnya disajikan 

dalam bentuk grafik. 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 3.33 Profil Hasil Pengujian Sampel Pangan 

 3. Pemeriksaan Sarana Peredaran Produk Pangan 
Jumlah sarana distribusi Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di 

Kabupaten Sambas adalah 419 sarana. Pada tahun 2025, target pemeriksaan 

sarana distribusi Pangan Olahan sebanyak 22 sarana dan realisasi pemeriksaan 

sebanyak 22 sarana (100%), dengan hasil 21 sarana Memenuhi Ketentuan dan 1 

sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. 

 
Grafik 3.34 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Olahan Loka POM di Kabupaten Sambas 

TMS
0%

MS
100%
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54 
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Gambar 3.9 Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Olahan Loka POM di Kabupaten Sambas 

 4. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Produk Pangan 

Pada tahun 2025, realisasi sampling Pangan Olahan oleh Loka POM di 

Kabupaten Sambas sebesar 100%. Realisasi pemeriksaan sarana distribusi 

Kosmetik oleh Loka POM di Kabupaten Sambas sebesar 100%. Loka POM 

Sambas telah melakanakan sampling yang kemudian diuji di Balai Koordinator 

yaitu Balai Besar POM di Pontianak, hasil pengujian diinput melalui SIPT yang 

kemudian ditindaklanjuti oleh BPOM Pusat. Pada tahun 2025 sarana distribusi 

Pangan Olahan 21 Memenuhi ketentuan dan 1 Tidak Memenuhi Ketentuan. 
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3. 7.  Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan 
Makanan 
A. Balai Besar POM di Pontianak 

Pada tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak menerbitkan 38 

rekomendasi/sertifikat yang terdiri dari 16 rekomendasi/sertifikat untuk fasilitas 

produksi, 14 rekomendasi untuk fasilitas distribusi dan 9 Surat Keterangan Ekspor. 

 
Grafik 3.35 Rekomendasi/Sertifikat yang diterbitkan Balai Besar POM di Pontianak 

Rekomendasi/sertifikat pada fasilitas produksi terdiri dari 1 rekomendasi 

untuk Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), 1 rekomendasi 

pemenuhan  sertifikat pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang 

Baik (CPOTB) Bertahap (Tahap 2), 14 sertifikat Izin Penerapan Cara Produksi 

Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), dan 23 hasil pemeriksaan dalam rangka 

verifikasi penerbitan izin penerapan CPPOB terhadap produsen pangan olahan. 

Rekomendasi pada fasilitas distribusi terdiri dari 12 rekomendasi 

pemenuhan aspek Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), dan 2 hasil 

pemeriksaan dalam rangka sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan 

Olahan (SMKPO). Surat Keterangan Ekspor diterbitkan sebanyak 9 dokumen 

untuk produk pangan olahan. 
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Grafik 3.36 Profil Rekomendasi yang Diterbitkan BBPOM di Pontianak Tahun 2025 

Pendampingan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
Pendampingan UMKM dilakukan untuk semua jenis usaha pangan, obat 

bahan alam dan kosmetik. Pendampingan dilakukan melalui inovasi program Aksi 

Dampingi dan Jangkau UMKM Kalbar (AGI JAKK). Terdapat 3 bentuk 

pendampingan yang dilakukan tahun 2025 yaitu pendampingan langsung ke 

sarana UMKM, pendampingan melalui media komunikasi elektronik (Telepon, 

WhatsApp, dan Virtual Meeting) dan pendampingan melalui Bimbingan Teknis. 

a. Pendampingan Langsung ke Sarana UMKM 
Pendampingan langsung ke sarana UMKM bertujuan untuk dapat 

melihat lokasi, sarana dan fasilitas produksi kemudian dilanjutkan dengan 

diskusi terkait pemenuhan persyaratan / regulasi cara produksi yang baik 

sesuai ketentuan yang dipersyaratkan. Untuk UMKM Pangan Olahan 

diberikan penjelasan detail terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 

(CPPOB) sesuai Peraturan Menteri Perindustrian nomor 75 tahun 2010. 
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Gambar 3.10 Pendampingan ke UMKM Produksi Pangan Olahan 

Pendampingan UMKM Kosmetik dilakukan dengan memberikan 

penjelasan terkait pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik 

(CPKB) sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 31 

tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan nomor 25 tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan 

Kosmetika yang Baik. 

 
Gambar 3.11 Pendampingan ke UMKM Produksi Kosmetika 

Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam yaitu Usaha Mikro Obat 

Tradisional (UMOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) sesuai Cara 

Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bertahap sesuai 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 31 tahun 2022 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Aspek Cara Pembuatan 

Obat Tradisional yang Baik. 
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Gambar 3.12 Pendampingan ke UMKM Produksi Obat Bahan Alam 

Telah dilakukan pendampingan pada tahun 2025 kepada 40 UMKM 

yang berkomitmen untuk mengikuti seluruh tahapan pendampingan, terdiri 

dari 30 UMKM komoditi pangan, 5 UMKM komoditi Obat Bahan Alam, dan 

5 UMKM komoditi kosmetik. Sampai dengan akhir tahun 2025 maka 12 

UMKM berhasil memperoleh Sertifikat IP CPPOB, 2 UMKM memperoleh 

Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB tahap 1 dan 1 UMKM memperoleh 

sertifikat CPOTB bertahap tahap 2, dan 1 UMKM memperoleh sertifikat 

CPKB serta terbit Nomor Ijin Edar/notifikasi kosmetika. Berikut jumlah 

UMKM yang didampingi sesuai target pendampingan berdasarkan jenis 

komoditinya pada tahun 2025 : 

         
Grafik 3.37. Jumlah UMKM yang didampingi BBPOM di Pontianak 
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b. Pendampingan melalui Media Komunikasi Elektronik (Telepon, 
WhatsApp dan Virtual meeting) 

Pendampingan melalui media komunikasi elekronik (telepon, WhatsApp 

dan Virtual meeting) bertujuan untuk memberikan dukungan dan bimbingan 

secara efektif kepada pelaku UMKM dalam memberikan informasi terkait 

pemenuhan standar cara produksi yang baik sesuai dengan regulasi. 

Pendampingan dilakukan melalui berbagai media komunikasi elektronik yang 

dapat diakses oleh pelaku usaha dengan mudah antara lain telepon, whatsApp 

dan virtual meeting. Pendampingan dengan cara ini efektif dilakukan untuk pelaku 

usaha yang tidak bisa datang langsung ke kantor BBPOM di Pontianak karena 

keterbatasan waktu dan jarak yang jauh. 

 
Gambar 3. 13 Pendampingan melalui komunikasi elektronik (telepon, WhatsApp dan Virtual meeting) 
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c.  Pendampingan melalui Bimbingan Teknis 
Tahun 2025 dilakukan 4 (empat) kali Bimbingan Teknis dalam rangka 

Pendampingan UMKM yaitu: 

1) Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM Kosmetik 

Dalam rangka percepatan pengembangan UMKM serta 

pembangunan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing pada 

tanggal 19 Maret 2025 dilakukan Kegiatan Bimbingan Teknis 

Pendampingan UMKM Kosmetik. Kegiatan ini dihadiri secara luring oleh 

2 (dua) UMKM. Para pelaku UMKM memperoleh materi terkait Denah 

Bangunan Kosmetik, Tata Cara Sertifikasi CPKB dan Dokumen 

Informasi Produk yang disampaikan oleh tim sertifikasi . 

 
Gambar 3. 14 Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM Kosmetik Tahun 2025 

2) Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM obat bahan alam (OBA) 

Percepatan dan pengembangan UMKM untuk pembangunan 

struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing juga dilakukan pada 

produk obat bahan alam, pada tanggal 28 April 2025 dilakukan Kegiatan 

Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam (OBA). 

Kegiatan Bimtek ini dilakukan secara onsite disarana UMK di Kota 

Singkawang. Dalam kegiatan ini dipaparkan materi terkait Perizinan 



 

 103 

Berusaha untuk Industri obat bahan alam (OBA), Denah Bangunan 

Sarana Produksi obat bahan alam dan Tata Cara Sertifikasi CPOTB 

Bertahap serta Registrasi obat bahan alam yang disampaikan oleh tim 

sertifikasi. 
 

 
 

Gambar 3. 15 Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM obat bahan alam (OBA) 
 

3) Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM Pangan Olahan 

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat/ pelaku 

usaha terhadap Pemenuhan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan 

Olahan yang Baik, pada tanggal 20-22 Mei 2025 dilaksanakan 

Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM Pangan Olahan. Kegiatan 

dilakukan secara hybrid dihadiri oleh 32 UMKM dari wilayah Kota 

Pontianak, Kota Singkawang dan Kabupaten Kubu Raya. Pelaku UMKM 

yang hadir dipaparkan materi terkait Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko untuk produsen pangan olahan melalui sistem 

Online Single Submission (OSS), Kebijakan Kemanan Pangan dan 

Program Pendampingan UMKM Pangan Olahan, Mengidentifikasi 

persyaratan CPPOB (antara lain : Mengidentifikasi/ mengkaji Regulasi 

dan Persyaratan CPPOB Standar Nasional dan Internasional dan 

standar persyaratan pasar, Mengidentifikasi/ mengkaji metode dan 

teknologi proses pengolahan pangan serta Cara Produksi Pangan 

Olahan Yang Baik), Menetapkan dan Mendokumentasi penerapan 
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persyaratan umum penerapan CPPOB (antara lain : Menetapkan 

komitmen manajemen UMKM untuk menjamin keamanan pangan, 

Membentuk tim CPPOB dan memastikan keputusan tim menjadi 

keputusan manajemen, Membuat Deskripsi produk untuk bahan baku 

dan produk akhir, Mengidentifikasi potensi bahaya keamanan pangan 

dan pengendaliannya, Membuat diagram alir proses, Membuat SOP 

pengolahan pangan, Membuat tata ruang/ layout ruangan proses 

pengolahan serta Membuat prosedur penarikan produk pangan), 

Menetapkan Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP) (Antara 

lain : Mengidentifikasi 8 kunci pokok sanitasi, Membuat prosedur sanitasi 

masing-masing 8 kunci pokok sanitasi serta Membuat prosedur sanitasi 

untuk setiap kelompok kegiatan/identifikasi pada setiap kunci pokok 

sanitasi), Menetapkan prosedur monitoring (antara lain : Menetapkan 

apa yang dimonitor diidentifikasi dalam masing-masing kunci pokok 

sanitasi dan langkah prosedur operasi, Menetapkan Bagaimana 

memonitor kegiatan dan hasil prosedur sanitasi, Menetapkan Dimana 

kegiatan monitoring, Menetapkan Frekuensi monitoring serta 

Menetapkan Personel yang melakukan monitoring), Menetapkan 

tindakan koreksi (antara lain: Menetapkan rencana tindakan koreksi 

sesuai penyebab ketidaksesuaian dan Menetapkan personel yang 

melakukan tindakan koreksi), Menetapkan dokumen rekaman (antara 

lain : Menetapkan dokumen rekaman pelaksanaan prosedur, 

Menetapkan dokumen rekaman monitoring, Menetapkan dokumen 

rekaman tindakan koreksi serta Menetapkan atribut rekaman secara 

unik), Mengembangkan Sistem ketertelusuran di UMKM Pangan Olahan 

(Traceability), Audit Internal, langkah-langkah persiapan Audit sarana 

dan menindaklanjuti CAPA, Rencana tindak lanjut pendampingan, 

mendaftarkan Akun perusahaan (simulasi mendaftarkan Akun 

Perusahaan) dan Tata Cara Registrasi Pangan Olahan MD (termasuk 

simulasi e-registration), Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang 

Baik (CPPOB), Teknologi Proses Pengolahan Pangan, Tata Cara 
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Sertifikasi CPPOB dan Kategori Resiko Pangan Olahan, Tata Cara 

Registrasi Pangan Olahan yang disampaikan oleh Tim Sertifikasi Balai 

Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 16  Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM Pangan Olahan 

4) Kegiatan Bimtek IP CPPOB, Coaching dan Desk Registrasi Dalam 

Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan. 

Dalam rangka mensosialisasikan aplikasi, fitur-fitur serta regulasi 

terbaru di bidang registrasi pangan olahan sekaligus melakukan 

pelayanan prima maka Balai Besar POM di Pontianak berkolaborasi 

dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan Badan POM 

menyelenggarakan Sosialisasi dan Desk registrasi Dalam Rangka 

Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan pada tanggal 17-18 November 

2025. 

 

 

 

 

 
Gambar 3. 17 Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam Rangka Jemput Bola Registrasi 

Pangan Olahan 

Kegiatan Bimtek IP CPPOB, Coaching dan Desk Registrasi Dalam 

Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan tahun 2025 disambut 



 

 106 

antusias oleh Pelaku Usaha di Pontianak, hal ini dibuktikan dengan 

jumlah Pelaku Usaha yang hadir, secara luring sebanyak 34 UMK dan 

secara daring sebanyak 22 peserta. 

Untuk mempermudah pelaku UMKM dalam memperoleh izin edar 

juga dilakukan desk registrasi pangan olahan. Dari kegiatan ini telah 

terbit 7 nomor izin edar, 7 sertifikat Pemenuhan Komitmen, 3 Aju 

Berproses dan 3 Akun Perusahaan Disetujui dan 2 Akun Perusahaan 

Berproses. 

B. Loka Pom di Kabupaten Sambas 

Pada Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sambas menerbitkan 

sebanyak 3 rekomendasi/sertifikat untuk fasilitas produksi yang berupa Sertifikat 

Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP-CPPOB). Dari ketiga 

sertifikat tersebut, 2 sarana produksi berasal dari Kabupaten Bengkayang, serta 1 

sarana produksi di Kabupaten Sambas. 

 
Grafik 3.38. Penerbitan Sertifikat Sarana Produksi Pangan Olahan 

a. Pendampingan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Pada Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sambas melakukan 

pendampingan terhadap pelaku usaha UMKM di Kabupaten 

Bengkayang maupun Kabupaten Sambas. Kegiatan pendampingan 

dilakukan secara luring dan juga daring melalui zoom, chat WhatsApp 

maupun telepon untuk kemudahan dan fleksibilitas pendampingan. Pada 

Tahun 2025 terdapat dua pelaku usaha UMKM Pangan Olahan yang 

didampingi, 1 usaha berada di Kabupaten Sambas, dan 1 usaha di 
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Kabupaten Bengkayang. Kegiatan pendampingan yang dilakukan antara 

lain, memberikan bimbingan teknis tentang Cara Produksi Pangan 

Olahan yang Baik (CPPOB) yang dilakukan pada tanggal 3-4 Februari 

secara daring melalui Zoom meeting yang dihadiri oleh 11 pelaku usaha 

dari wilayah Sambas dan Bengkayang.  

 
Gambar 3. 18 Bimbingan teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 

Selain bimbingan teknis, petugas Loka POM di Kabupaten Sambas 

juga melakukan pendampingan secara luring kepada pelaku usaha 

pangan olahan baik di wilayah Bengkayang dan juga Sambas. 

Pendampingan secara luring untuk melihat secara langsung sarana 

produksi dan memberikan beberapa masukan serta perbaikan sesuai 

dengan ketentuan CPPOB. 

    
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 3.19 Bimbingan teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 

Pendampingan kepada pelaku UMKM dilakukan secara 

berkelanjutan melalui chat maupun telepon  hingga pelaku usaha 

mendapatkan rekomendasi/sertifikat IP-CPPOB. Untuk kedua pelaku 

UMKM pangan yang didampingi pada Tahun 2025 telah mendapatkan 

sertifikat IP-CPPOB di akhir tahun 2025. 
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3.8 Pemantauan Iklan dan Label 

 A. Balai Besar POM di Pontianak 

1. Pemantauan Iklan 
Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan pengawasan terhadap iklan 

obat, obat bahan alam, obat kuasi, kosmetik, suplemen kesehatan,  pangan,  dan 

rokok. Media yang diawasi meliputi media cetak, media luar ruang dan media 

elektronik. Media cetak berupa iklan pada majalah, tabloid, surat kabar, brosur, 

leaflet, stiker, poster, kalender dan booklet. Sedangkan iklan media luar ruang 

berupa foto spanduk, baliho, iklan gantung, poster, billboard, mobil, jam dinding, 

umbul-umbul, papan iklan dan papan nama serta iklan media elektronik berupa 

iklan pada televisi (TV), radio, website, youtube, media sosial, marketplace 

maupun media retail online. 

Selama tahun 2025 telah dilakukan pemantauan terhadap total 932 iklan 

dengan hasil 396 iklan memenuhi ketentuan dan 536 iklan tidak memenuhi 

ketentuan, yang terdiri dari: 

1) Iklan Obat 
Evaluasi dilakukan terhadap 160 iklan dengan hasil 120 iklan memenuhi 

ketentuan dan 40 iklan tidak memenuhi ketentuan. Aspek yang tidak memenuhi 

ketentuan yaitu iklan belum terdaftar di SIAPIK (Sistem Aplikasi Persetujuan Iklan) 

sebanyak 40 ketidaksesuaian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Grafik 3.39 Hasil Pemantauan Iklan Obat 

Pengawasan iklan dilakukan terhadap beberapa media diantaranya 21 
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iklan dari media cetak, 123 iklan dari media elektronik, dan 16 iklan dari media luar 

ruang. 

2) Iklan obat bahan alam 
Evaluasi dilakukan terhadap 105 iklan dengan hasil 20 iklan memenuhi 

ketentuan dan 85 iklan tidak memenuhi ketentuan. Aspek yang tidak memenuhi 

ketentuan diantaranya: 

a. Mencantumkan klaim berlebih sebanyak 55 temuan 

b. Melakukan promosi iklan produk tanpa izin edar sebanyak 2 temuan 

c. temuan lain-lain misalnya tidak ada spot baca aturan pakai, tidak 

mencantumkan spot peringatan/perhatian dan tidak mencantumkan NIE 

untuk media visual sebanyak 28 temuan. 

 

 

 

 

 

 
Grafik 3.40 Hasil Pengawasan Iklan obat bahan alam 

Pengawasan iklan dilakukan terhadap beberapa media, diantaranya 17 

iklan dari media cetak, 86 iklan dari media elektronik, dan 2  iklan dari media luar 

ruang. 

3) Iklan Obat Kuasi 

Evaluasi dilakukan terhadap 25 iklan dengan hasil 7 iklan memenuhi 

ketentuan dan 18  iklan tidak memenuhi ketentuan. 

Aspek yang tidak memenuhi ketentuan diantaranya mencantumkan klaim 

berlebihan sebanyak 5 ketidaksesuaian, ketidaksesuaian lain-lain (tidak 

mencantumkan NIE, tidak mencantumkan spot “Baca Aturan Pakai” atau spot 



 

 110 

“Baca Peringatan Perhatian” sebanyak 13 ketidaksesuaian. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 3.41 Hasil Pemantauan Iklan Obat Kuasi 
Pengawasan iklan dilakukan terhadap media cetak sebanyak 3 iklan, media 

elektronik sebanyak 21 iklan, dan media luar ruang sebanyak 1 iklan. 

4) Iklan Kosmetika 
Evaluasi dilakukan terhadap 333 iklan dengan hasil 95 iklan memenuhi 

ketentuan dan 238 iklan tidak memenuhi ketentuan. Aspek yang tidak memenuhi 

ketentuan diantaranya: 

a. Klaim menyesatkan/berlebihan sebanyak 130 ketidaksesuaian. 

b. Klaim memerlukan data dukung sebanyak 74 ketidaksesuaian. 

c. ketidaksesuaian lain-lain (tidak menggunakan bahasa indonesia dan 

bahasa yang dipahami oleh masyarakat sasaran,mencantumkan klaim 

dengan data dukung tanpa menggunakan tanda (*), menyatakan klaim 

produk nomor satu atau satu-satunya) sebanyak 29 ketidaksesuaian. 

d. melakukan promosi produk tanpa izin edar/NIE tidak berlaku  sebanyak 

5 ketidaksesuaian. 

 

 

 

 



 

 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3.42 Hasil Pengawasan Iklan Produk Kosmetika

Pengawasan iklan dilakukan di beberapa media, diantaranya 16 iklan dari 

media cetak, 66 iklan dari media elektronik, 18 iklan dari media luar ruang, dan 

233 iklan dari media internet.

5) Iklan Suplemen Kesehatan 
Evaluasi dilakukan terhadap 35 iklan dengan hasil 10 iklan memenuhi 

ketentuan dan 25 iklan tidak memenuhi ketentuan. 

Aspek yang tidak memenuhi ketentuan diantaranya mencantumkan klaim 

berlebihan (12 temuan) dan mencantumkan pelanggaran lain-lain (tidak 

mencantumkan informasi spot “Baca Aturan Pakai” dan spot “Baca Peringatan 

Perhatian”, tidak mencantumkan NIE) (11temuan) melakukan promosi produk 

tanpa izin edar  sebanyak 2 temuan.

 

 

 

 

 

 

Grafik 3.43 Hasil Pengawasan Iklan Suplemen Kesehatan 
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Pengawasan iklan dilakukan terhadap beberapa media, diantaranya 6 iklan 

dari media cetak, 26 iklan dari media elektronik, dan 3 iklan dari media luar ruang. 

6) Iklan Pangan 
Evaluasi dilakukan terhadap 274 iklan dengan hasil 144 iklan memenuhi 

ketentuan dan 130 iklan tidak memenuhi ketentuan. Aspek yang tidak memenuhi 

ketentuan yaitu : 

a. Iklan produk yang tidak boleh diiklankan (produk minuman beralkohol, 

Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK), formula bayi 

dan formula lanjutan) : 1 ketidaksesuaian 

b. Iklan dengan klaim kesehatan Iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan 

: 34 ketidaksesuaian 

c. Iklan menyesatkan karena yang tidak sesuai dengan karakteristik/ 

komposisi produk : 36 ketidaksesuaian 

d. Iklan yang melanggar norma-norma yang berlaku (adegan berbahaya, 

SARA, dll) : 13 ketidaksesuaian 

e. Iklan dengan kalimat superlatif, komparatif, & mendiskreditkan (kecuali 

membandingkan dengan produk sendiri) : 50 ketidaksesuaian 

f. Iklan dengan kata-kata, figure, logo, lambang yg tidak boleh diiklankan 

: 32 ketidaksesuaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3.44 Hasil Pengawasan Iklan Produk Pangan 
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Pengawasan iklan dilakukan terhadap beberapa media di antaranya, 34 

iklan dari media cetak,68 iklan dari media elektronik, 68 dari media luar ruang dan 

104 dari media online. 

2. Pengawasan Label 
Evaluasi label dilakukan pada sampel rutin yang disampling selama tahun 

2025 terhadap kelengkapan yang ada pada label dan kesesuaian dengan label 

yang telah disetujui serta evaluasi label pada produk tembakau. 

Evaluasi pengawasan label dilakukan pada sebanyak 1.460 sampel dengan 

hasil 1.107 sampel memenuhi ketentuan, 353 label tidak memenuhi ketentuan. 

Pengawasan label tersebut terdiri dari : 

1) Pengawasan Label Produk Obat 
Evaluasi dilakukan terhadap 235 label dengan hasil 233 label memenuhi 

ketentuan dan 2 label tidak memenuhi ketentuan. Aspek ketidaksesuaian yaitu 

tidak sesuai dengan label yang disetujui sebanyak 6 label. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3.45 Hasil Pengawasan Label Produk Obat 

2) Pengawasan Label Produk Obat Bahan Alam 
Evaluasi dilakukan terhadap 198 label dengan hasil 110 label 

memenuhi ketentuan, 82 label tidak memenuhi ketentuan dan 6 produk TIE 

sehingga tidak dilakukan evaluasi penandaan. Aspek ketidaksesuaian 

meliputi tidak sesuai dengan data pada saat registrasi produk sebanyak 53 
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label,  informasi tidak lengkap sebanyak 23 label dan  mencantumkan klaim 

yang tidak sesuai sebanyak 6 label. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Grafik 3.46 Hasil Pengawasan Label Produk Obat Bahan Alam 

 
3)   Pengawasan label produk Obat Kuasi 

Evaluasi dilakukan terhadap 14 label dengan hasil 9 label memenuhi 

ketentuan dan 5 label tidak memenuhi ketentuan. Aspek ketidaksesuaian 

yaitu informasi penandaan tidak sesuai persetujuan sebanyak 4 label dan 

klaim tidak sesuai persetujuan sebanyak 1 label. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3.47 Hasil Pengawasan Label Produk Obat Kuasi 
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4) Pengawasan label produk Kosmetik 

Evaluasi dilakukan terhadap 421 label dengan hasil 273 label 

memenuhi ketentuan dan 148 label tidak memenuhi ketentuan. Aspek 

ketidaksesuaian yang ditemukan meliputi mencantumkan mencantumkan 

klaim yang memerlukan data dukung sebanyak 118 ketidaksesuaian, 

mencantumkan mencantumkan klaim berlebihan sebanyak 24 

ketidaksesuaian, label tidak mencantumkan informasi nomor bets/berat 

bersih/netto/peringatan sebanyak 3 ketidaksesuaian, penandaan mudah 

lepas 3 ketidaksesuaian. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Grafik 3.48 Hasil pengawasan label produk kosmetik
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5) Pengawasan label produk Suplemen Kesehatan 
Evaluasi dilakukan terhadap 51 label dengan hasil 40 label memenuhi 

ketentuan dan 11 label tidak memenuhi ketentuan. Aspek ketidaksesuaian 

yaitu informasi penandaan tidak sesuai persetujuan sebanyak 8 label dan 

informasi tidak lengkap sebanyak 3 label. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grafik 3.49 Hasil Pengawasan Label Produk Suplemen Kesehatan 

6) Pengawasan label produk Pangan 
Evaluasi dilakukan terhadap 342 .label dengan hasil 267 label 

memenuhi ketentuan dan 75 label tidak memenuhi ketentuan. Aspek 

ketidaksesuaian antara lain : 

a. Mencantumkan nomor izin edar yang tidak berlaku namun mempunyai 

nomor izin edar baru/proses registrasi baru (NIE berbeda) sebanyak 13 

label. 

b. Nomor izin edar masih berlaku, namun kemasan yang digunakan tidak 

sesuai dengan persetujuan BPOM sebanyak 3 label. 

c. Mencantumkan label yang tidak sesuai dengan label yang disetujui 

pada saat registrasi sebanyak 1 label yaitu tidak mencantumkan 

keterangan informasi alergen 

d. Tidak mencantumkan peringatan penggunaan pemanis buatan 

sebanyak 2 label. 

e. Mencantumkan klaim yang tidak sesuai dengan ketentuan sebanyak 18 

label. Klaim yang tidak sesuai misalnya Pencantuman pernyataan atau 
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keterangan yang secara langsung atau tidak langsung merendahkan 

barang dan/atau jasa pihak lain dan hanya berdampak pada produk 

kompetitor, Pernyataan Pangan Olahan dapat meningkatkan 

kecerdasan, Pernyataan Pangan Olahan dapat menyehatkan, 

Pencantuman keterangan teknologi terbaru/modern/terkini atau kalimat 

semakna yang kondisinya dipengaruhi oleh waktu, Pencantuman logo 

atau keterangan lain yang tidak terkait Pangan Olahan atau berlebihan,  

f. Tidak mencantumkan Tanggal dan Kode Produksi sebanyak 12 label.   

g. Tidak mencantumkan Nama dan Alamat Pihak yang Memproduksi atau 

Mengimpor sebanyak 8 label. 

h. Tidak mencantumkan Berat Bersih atau Isi Bersih sebanyak 9 label. 

i. Tidak mencantumkan 2D barcode sebanyak 6  label. 

j. Tidak mencantumkan Daftar Bahan yang Digunakan  sebanyak 3  label. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 3.50 Hasil Pengawasan Label Produk Pangan 

7) Pengawasan Label Produk Tembakau 
Evaluasi dilakukan terhadap 205 label dengan hasil 175 label 

memenuhi ketentuan dan 30 label tidak memenuhi ketentuan. Aspek tidak 

memenuhi ketentuan di antaranya pencantuman peringatan kesehatan 

tidak sesuai sebanyak 3 label, pencantuman informasi kesehatan tidak 

sesuai sebanyak 18 label serta pencantuman peringatan kesehatan dan 

pencantuman informasi kesehatan  sebanyak 9 label.
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Grafik 3.51 Hasil Pengawasan Label Produk Tembakau 

B. Loka POM di Kabupaten Sambas 
1. Pemantauan Iklan 

Loka POM di Kab. Sambas telah melakukan pengawasan terhadap iklan 

obat, obat bahan alam, obat kuasi, pangan, suplemen kesehatan, kosmetik dan 

rokok. Media yang diawasi meliputi media cetak, media luar ruang dan media 

elektronik. Media cetak berupa iklan pada majalah, tabloid, surat kabar, brosur, 

leaflet, stiker, poster, kalender dan booklet. Sedangkan iklan media luar ruang 

berupa foto spanduk, baliho, iklan gantung, poster, billboard, mobil, jam dinding, 

umbul-umbul, papan iklan dan papan nama serta iklan media elektronik berupa 

iklan pada televisi (TV), radio, website, youtube, media sosial, marketplace 

maupun media retail online. 

Selama tahun 2025 telah dilakukan pemantauan terhadap total 257 iklan 

dengan hasil 209 iklan memenuhi ketentuan dan 48 iklan tidak memenuhi 

ketentuan, yang terdiri dari: 

 

 

 

 
 
 

 
Gambar 3. 20. Pemantauan Iklan dan Label Loka POM di Kabupaten Sambas  
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1) Pemantauan Iklan Obat 
Evaluasi dilakukan terhadap 25 iklan dengan hasil 19 iklan Memenuhi 

Ketentuan (MK) dan 6 Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Pengawasan 

iklan dilakukan terhadap beberapa media diantaranya 7 iklan dari media 

cetak, 15 iklan dari media elektronik, dan 3 iklan dari media luar ruang. 

 
Grafik 3.52 Pemantau Iklan Obat Loka POM di Kab. Sambas 

 2) Pemantauan Iklan Obat Bahan Alam 
Evaluasi Iklan Obat Bahan Alam dilakukan terhadap 15 iklan dengan 

hasil 10 iklan memenuhi ketentuan dan 5 iklan tidak memenuhi ketentuan. 

Pengawasan iklan dilakukan terhadap beberapa media diantaranya 4 iklan 

dari media E-commerce, 4 iklan dari media sosial, dan 3 iklan dari media 

TV Nasional, 4 iklan dari media lain. 

 
Grafik 3.53 Pemantau Iklan Obat Bahan Alam di Kab. Sambas 
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 3) Pemantauan Iklan Obat Kuasi 
Evaluasi Iklan Obat Kuasi dilakukan terhadap 5 iklan dengan hasil 5 

iklan memenuhi ketentuan dan tidak ada iklan yang tidak memenuhi 

ketentuan. Pengawasan iklan dilakukan terhadap beberapa media 

diantaranya 2 iklan dari media E-commerce, 1 iklan dari media sosial, 1 

iklan dari media TV Nasional dan 1 iklan dari media lain. 

 
Grafik 3.54 Pemantau Iklan Obat Kuasi di Kab. Sambas 

4) Pemantauan Iklan Suplemen Kesehatan 
Evaluasi Iklan Suplemen Kesehatan dilakukan terhadap 11 iklan 

dengan hasil 11 iklan memenuhi ketentuan dan tidak ada iklan yang tidak 

memenuhi ketentuan. Pengawasan iklan dilakukan terhadap beberapa 

media di antaranya 3 iklan dari media E-commerce, 3 iklan dari media 

sosial, 2 iklan dari media TV Nasional dan 3 iklan dari media cetak. 

 
Grafik 3.55 Pemantau Iklan Suplemen Kesehatan di Kab. Sambas 
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 5) Pemantauan Iklan Kosmetik 
Evaluasi Iklan Kosmetik dilakukan terhadap 121 iklan dengan hasil 91 

iklan memenuhi ketentuan dan 30 iklan yang tidak memenuhi ketentuan. 

Pengawasan iklan dilakukan terhadap beberapa media di antaranya 24 

iklan dari media elektronik, 6 iklan dari media luar ruang, 84 iklan dari media 

digital dan 7 iklan dari media cetak. 

 
Grafik 3.56 Pemantau Iklan kosmetik di Kab. Sambas 

 6) Pemantauan Iklan Pangan 
Evaluasi Iklan Kosmetik dilakukan terhadap 80 iklan dengan hasil 73 

iklan memenuhi ketentuan dan 7 iklan yang tidak memenuhi ketentuan. 

Pengawasan iklan dilakukan terhadap beberapa media di antaranya 20 

iklan dari media elektronik, 20 iklan dari media luar ruang, 30 iklan dari 

media internet dan 10 iklan dari media cetak. 

 
Grafik 3.57 Pemantau Iklan Pangan di Kab. Sambas 
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2. Pemantauan Label 
Evaluasi label dilakukan pada sampel rutin yang disampling selama tahun 

2025 terhadap kelengkapan yang ada pada label dan kesesuaian dengan label 

yang telah disetujui serta evaluasi serta evaluasi label pada produk 

tembakau.Evaluasi pengawasan label dilakukan pada sebanyak 212 sampel 

dengan hasil 196 sampel memenuhi ketentuan 16 label tidak memenuhi 

ketentuan. Pengawasan label tersebut terdiri dari : 

1) Pemantauan Label Produk Obat 
Evaluasi dilakukan terhadap 29 label dengan hasil 28 label memenuhi 

ketentuan dan 1 label tidak memenuhi ketentuan. Aspek ketidaksesuaian 

yaitu tidak mencantumkan interaksi obat dan keterangan kehamilan dan 

menyusui pada brosur sebanyak 1 label. 

2) Pemantauan Label Produk Obat Bahan Alam 
Evaluasi dilakukan terhadap 26 label dengan hasil 21 label memenuhi 

ketentuan dan 5 label tidak memenuhi ketentuan. Aspek ketidaksesuaian 

yaitu 4 Tanpa Izin Edar, 1 klaim tidak sesuai karena mencantumkan klaim 

tambahan yang berbeda dari yang disetujui pada asrot. 

3) Pemantauan Label Produk Obat Kuasi 
Evaluasi dilakukan terhadap 1 label dengan hasil 1 label memenuhi 

ketentuan. 

4) Pemantaun Label Produk Suplemen Kesehatan 
Evaluasi dilakukan terhadap 5 label dengan hasil 5 label memenuhi 

ketentuan. 

5) Pemantauan label produk Kosmetik 
Evaluasi dilakukan terhadap 28 label dengan hasil 26 label memenuhi 

ketentuan dan 2 label tidak memenuhi ketentuan. Aspek ketidaksesuaian 

yang ditemukan meliputi mencantumkan klaim tidak sesuai dan/atau 

mencantumkan klaim yang memerlukan data dukung sebanyak 2 

ketidaksesuaian. 

 

 



 

 123 

6) Pemantauan label produk Pangan 
Evaluasi dilakukan terhadap 39 label dengan hasil 32 label memenuhi 

ketentuan dan 7 label tidak memenuhi ketentuan. Aspek ketidaksesuaian 

antara lain : 

a. Tidak mencantumkan tanggal dan kode produksi sebanyak 2 

ketidaksesuaian; 

b. Tidak sesuai label yang disetujui sebanyak 3 ketidaksesuain; 
c. Tidak mencantumkan nama dan alamat produk sebanyak 1 

ketidaksesuain. 

7)  Pemantauan Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik 
Evaluasi dilakukan terhadap 84 label dengan hasil 84 label memenuhi 

ketentuan dan tidak ada yang tidak memenuhi ketentuan.  

Adapun pemantauan label secara umum, terangkum dalam tabel di bawah ini: 
Tabel 3.2 Pemanatau Label Loka POM di Kabupaten Sambas 

No. Pemanataun Label Total Produk yang 
di Evaluasi 

Memenuhi 
Ketentuan 

Tidak Memenuhi 
Ketentuan 

1. Produk Obat 29 28 1 

2. 
Produk Obat Bahan 

Alam 
26 21 5 

3.  Produk Obat Kuasi 1 1 - 

4.  
Produk Suplemen 

Kesehatan 
5 5 - 

5.  Produk Kosmetik 28 26 2 

6. Produk Pangan 39 32 7 

7. 

Produk Tembakau 

dan/atau Rokok 

Elektronik 

84 84 - 

 



 

 124 

3.9 Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan 

 A. Balai Besar POM di Pontianak 
1. Kegiatan Cegah Tangkal 

Kegiatan cegah tangkal terdiri dari pemetaan kerawanan kejahatan 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, penyusunan analisis kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan, penggalangan pemangku kepentingan dalam 

rangka cegah tangkal kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan tindak 

lanjut rekomendasi analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. 

Pemetaan kerawanan kejahatan di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten 

Sambas dapat dilihat dari hasil data peta rawan kasus sebagai berikut: 

1. Data rawan kasus di Kabupaten Sambas menunjukkan mengedarkan obat 

tanpa izin edar atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan sebanyak 3 

kasus; mengedarkan obat bahan alam tanpa izin edar sebanyak 1 kasus; 

mengedarkan kosmetika tanpa izin edar sebanyak 9 kasus; mengedarkan 

produk pangan olahan tanpa izin edar sebanyak 15 kasus; 

2. Data rawan kasus di Kabupaten Bengkayang menunjukkan mengedarkan 

obat tanpa izin edar atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan 

sebanyak 0 kasus; mengedarkan obat bahan alam tanpa izin edar 

sebanyak 0 kasus; mengedarkan kosmetika tanpa izin edar sebanyak 0 

kasus; mengedarkan produk pangan olahan tanpa izin edar sebanyak 1 

kasus; 

Penyusunan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang 

dibuat periode tahun 2025 dengan judul “Peran Strategis Apotek dalam Distribusi 

Obat Keras: Kajian Kepatuhan Terhadap Regulasi dan Penyimpangan Praktek 

Kefarmasian” 

2. Kegiatan Intelijen dan Operasi Intelijen 
Kegiatan intelijen Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dilakukan 

berupa verifikasi, pengumpulan bahan keterangan, dan melakukan sampling 

produk untuk dilakukan pengujian. Hasil kegiatan intelijen berupa laporan 

informasi. 
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Operasi intelijen Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dilakukan setelah 

dilakukan evaluasi kelengkapan laporan informasi dan dinyatakan valid, namun 

dalam kondisi khusus membutuhkan pendalaman. Hasil operasi intelijen berupa 

laporan intelijen. Adapun rincian hasil kegiatan berdasarkan komoditi adalah 

sebagai berikut: 

1. Hasil kegiatan intelijen untuk komoditi obat sebanyak 6 laporan informasi. 

Hasil operasi intelijen obat  sebanyak 2 laporan intelijen. 

2. Hasil kegiatan intelijen untuk komoditi obat bahan alam sebanyak 1 laporan 

informasi. Hasil operasi intelijen obat bahan alam sebanyak 0 laporan 

intelijen. 

3. Hasil kegiatan intelijen untuk komoditi kosmetik sebanyak 6 laporan 

informasi. Hasil operasi intelijen kosmetika sebanyak 1 laporan intelijen. 

4. Hasil kegiatan intelijen untuk komoditi pangan olahan sebanyak 1 laporan 

informasi. Hasil operasi intelijen pangan olahan sebanyak 0 laporan 

intelijen. 

 
Grafik 3.58 Hasil Kegiatan Intelijen dan Operasi Intelijen 

Keseluruhan hasil kegiatan dan operasi intelijen kemudian ditindaklanjuti 

melalui kegiatan pengawasan sebanyak 0 kasus dan ditindaklanjuti melalui 

operasi penindakan dan penyidikan sebanyak 0 kasus serta yang diarsipkan 

sebanyak 3 kasus. 
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3. Kegiatan Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan 

Selama tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sambas telah aktif 

melakukan kegiatan patroli siber dan melaporkan tautan/ konten yang melakukan 

pelanggaran terkait peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara 

daring kepada Direktorat Siber Badan POM.  

Tindak lanjut berupa penurunan/ penutupan konten oleh Kementerian 

Komunikasi dan Informatika RI setiap bulan. Jumlah tautan yang dilaporkan 

sebanyak 5 tautan/ konten dan yang telah ditindaklanjuti dengan takedown 

sebanyak 5 tautan/ konten. Selain itu telah dilaporkan sebanyak 5 tautan yang 

dilakukan profiling kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. 

4. Kegiatan Penyidikan 
Operasi penindakan dan penyidikan dilakukan setelah menerima informasi 

terkait dugaan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal kemudian 

dilakukan pendalaman informasi. Apabila ditemukan pelanggaran maka akan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dari 14 laporan informasi/ intelijen pada tahun 2025, sebanyak 4 laporan 

diantaranya dilakukan tindak lanjut berupa penyidikan dan 37 laporan dilakukan 

tindak lanjut berupa pengawasan. Sebanyak 18 laporan diarsipkan. Adapun 

perkembangan perkara yang ditangani sebagai berikut: 

1. Kota Pontianak sebanyak 3 perkara yang dilakukan proses penyidikan 

dengan tahapan penanganan perkara yang telah memperoleh putusan 

pengadilan sebanyak 3 perkara. Nilai barang bukti dari perkara adalah 

sebesar Rp.1.057.506.219,-. 

2. Kabupaten Kubu Raya sebanyak 1 perkara yang dilakukan proses 

penyidikan dengan tahapan penanganan perkara Tahap II sebanyak 1 

perkara. Nilai barang bukti dari perkara adalah sebesar Rp.155.969.000,-. 

3. Kabupaten Mempawah sebanyak 1 perkara carry over yang dilakukan 

proses penyidikan dengan tahapan penanganan perkara DPO sebanyak 1 

perkara. Nilai barang bukti dari perkara adalah sebesar Rp.708.387.700,-. 
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Grafik 3.59 Tahap Penanganan Perkara 

Realisasi kegiatan penyidikan tahun 2025 sebanyak 4 perkara dari 59 

laporan. Dari 4 perkara terdiri dari 3 perkara kosmetika dan 1 perkara obat/ tanpa 

keahlian dan kewenangan. Tahapan penanganan perkara terhadap 4 perkara 

yang dilakukan penyidikan dengan tahapan telah memperoleh putusan pengadilan 

sejumlah 3 perkara dan tahap II sejumlah 1 perkara. Selain itu terdapat 1 perkara 

tahun 2024 carry over dengan tahapan DPO (Daftar Pencarian Orang). 

B. Loka POM di Kabupaten Sambas 

1. Kegiatan Cegah Tangkal 
Kegiatan cegah tangkal terdiri dari pemetaan kerawanan kejahatan Obat 

dan Makanan, penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan, penggalangan 

pemangku kepentingan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan 

Pemetaan kerawanan kejahatan di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten 

Sambas dapat dilihat dari hasil data peta rawan kasus. 

Data rawan kasus di Kabupaten Sambas menunjukkan mengedarkan Obat 

tanpa izin edar sebanyak 1 kasus, mengedarkan Kosmetika tanpa izin edar 

sebanyak 9 kasus, mengedarkan Obat Tradisional tanpa izin edar sebanyak 1 

kasus dan mengedarkan produk Pangan Olahan tanpa izin edar sebanyak 15 

kasus. 
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Penggalangan pemangku kepentingan dalam rangka cegah tangkal 

kejahatan Obat dan Makanan dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan 

lintas sektor seperti Kepolisian Resort Sambas, Kejaksaan Negeri Sambas, 

Bakamla di Kabupaten Sambas, PSDKP di Kabupaten Sambas, dan BNPP PLBN 

Aruk. 

 
Gambar 3. 21 Kegiatan Koordinasi Lintas Sektor Loka POM di Kabupaten Sambas 

2. Kegiatan Intelijen dan Operasi Intelijen 
Kegiatan intelijen Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dilakukan 

berupa verifikasi, pengumpulan bahan keterangan, dan melakukan sampling 

produk untuk dilakukan pengujian. Hasil kegiatan intelijen berupa laporan 

informasi. 

Operasi intelijen Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dilakukan setelah 

dilakukan evaluasi kelengkapan laporan informasi dan dinyatakan valid, namun 

dalam kondisi khusus membutuhkan pendalaman. Hasil operasi intelijen berupa 

laporan intelijen. Adapun rincian hasil kegiatan berdasarkan komoditi adalah 

sebagai berikut: 

1. Hasil kegiatan intelijen untuk komoditi obat sebanyak 3 laporan informasi. 

Hasil operasi intelijen obat  sebanyak 1 laporan intelijen. 

2. Hasil kegiatan intelijen untuk komoditi obat bahan alam sebanyak 1 laporan 

informasi. Hasil operasi intelijen obat bahan alam sebanyak 0 laporan 

intelijen. 

3. Hasil kegiatan intelijen untuk komoditi kosmetik sebanyak 6 laporan 

informasi. Hasil operasi intelijen kosmetika sebanyak 1 laporan intelijen. 
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4. Hasil kegiatan intelijen untuk komoditi pangan olahan sebanyak 1 laporan 

informasi. Hasil operasi intelijen pangan olahan sebanyak 0 laporan 

intelijen. 

Grafik 3.60 Hasil Kegiatan Intelijen dan Operasi Intelijen 

Keseluruhan hasil kegiatan dan operasi intelijen kemudian ditindaklanjuti 

melalui kegiatan pengawasan sebanyak 0 kasus dan ditindaklanjuti melalui 

operasi penindakan dan penyidikan sebanyak 1 kasus serta yang diarsipkan 

sebanyak 2 kasus. 

3. Kegiatan Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan 

Selama tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sambas telah aktif 

melakukan kegiatan patroli siber dan melaporkan tautan/ konten yang melakukan 

pelanggaran terkait peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara 

daring kepada Direktorat Siber Badan POM.  

Tindak lanjut berupa penurunan/ penutupan konten oleh Kementerian 

Komunikasi dan Informatika RI setiap bulan. Jumlah tautan yang dilaporkan 

sebanyak 62 tautan/ konten dan yang telah ditindaklanjuti dengan takedown 

sebanyak 59 tautan/ konten. Selain itu telah dilaporkan sebanyak 5 tautan yang 

dilakukan profiling kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. 

4. Kegiatan Operasi Penindakan dan Penyidikan 
Operasi penindakan dan penyidikan dilakukan setelah menerima informasi 

terkait dugaan produk Obat dan Makanan ilegal kemudian dilakukan pendalaman 
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informasi. Apabila ditemukan pelanggaran maka akan ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam melaksanakan kegiatan Operasi Penindakan dan Penyidikan, Loka 

POM di Kabupaten Sambas belum dapat melakukannya secara optimal 

dikarenakan terbatasnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sehingga 

kegiatan tersebut dibantu oleh PPNS Balai Besar POM di Pontianak 

Adapun dari 1 kasus tahun 2025 di Kabupaten Sambas, yang dilakukan 

proses Pro Justitia sebanyak 1 perkara dengan tahapan penanganan perkara 

sampai dengan Tahap P21.  

 
Grafik 3.61 Profil Hasil Penindakan dan Penyidikan 

Realisasi kegiatan penyidikan tahun 2025 sebanyak 1 perkara Kosmetika 

Tanpa Izin Edar dan Obat tradisional Tanpa izin Edar yang telah melewati proses 

penyidikan dan sampai pada Tahap P21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22 Kegiatan Penindakan Loka POM di Kabupaten Sambas 
  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Kabupaten Sambas Kabupaten Bengkayang

1

0

Profil hasil Penindakan dan Penyidikan



 

 131 

3. 10.  Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen 

 A. Balai Besar POM di Pontianak 
1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

Kegiatan KIE atau sosialisasi ini dimaksudkan untuk menyebarkan 

informasi mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan 

maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan keamanan dan mutu Produk 

Terapeutik (Obat), Makanan, Kosmetik, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, 

Pangan, Bahan Berbahaya, dan stunting kepada pelaku usaha, instansi terkait dan 

masyarakat luas selaku konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23. KIE Tokoh Masyarakat bersama Kepala BBPOM di Pontianak 

Selama tahun 2025, kegiatan sosialisasi dengan sumber anggaran DIPA 

BBPOM di Pontianak antara lain: kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi 

(KIE) langsung kepada masyarakat yang dilakukan di kabupaten/kota dilakukan 

bersama dengan Anggota Komisi IX DPR RI sebanyak 10 titik; KIE lain dan 

AKSELERASI sebanyak 18 kali; KIE melalui media sosial sebanyak 12 kegiatan 

dengan 1.416 konten; maupun KIE melalui media cetak seperti baliho sebanyak 2 

kali. Kegiatan sosialisasi dengan sumber anggaran Non DIPA BBPOM di 

Pontianak antara lain: KIE langsung kepada masyarakat sebanyak 11 kali dan KIE 
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melalui media sosial sebanyak 12 kegiatan dengan 36 konten serta KIE melalui 

publikasi media digital sebanyak 54 konten. Beberapa kegiatan KIE dilaksanakan 

bekerja sama dengan mitra atau pemangku kepentingan terkait lainnya. Profil KIE 

Tahun 2025 dijelaskan dalam grafik berikut : 

 
Grafik 3.62 Profil KIE DIPA BBPOM di Pontianak 

 
Grafik 3.63 Profil KIE Non DIPA BBPOM di Pontianak 

 2. Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan 
 Tercatat selama tahun 2025, Balai Besar POM di Pontianak telah 

memberikan 381 layanan yang terdiri dari 10 pengaduan dan 371 permintaan 

informasi. Seluruh pengaduan yang dilayani telah selesai ditindaklanjuti. Profil 

Layanan Pengaduan dan Layanan Permintaan Informasi yang dilayani dijelaskan 

pada gambar berikut 
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Grafik 3.64 Profil Pelayanan Informasi dan Pengaduan 

Berdasarkan profesi konsumen, dari 381 orang yang memanfaatkan ULPK 

terdiri dari pelaku usaha sebanyak 164 orang, karyawan sebanyak 87 orang, 

umum (lain-lain) sebanyak 39 orang, profesi lainnya seperti apoteker, tenaga 

kesehatan lain, ibu rumah tangga, LSM, dan Pelajar/Mahasiswa sebanyak 91 

orang. Penggolongan konsumen ULPK berdasarkan profesi dijelaskan dalam 

gambar berikut : 

 
Grafik 3.65 Profil Konsumen Berdasarkan Profesi 

Berdasarkan mekanisme menjawab pengaduan/pertanyaan dapat dilihat 

bahwa yang paling banyak adalah melalui media whatsapp sebanyak 192 layanan, 

masyarakat yang secara langsung datang ke Unit Layanan Pengaduan Konsumen 
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(ULPK) Balai Besar POM di Pontianak sebanyak 153 layanan, penyampaian 

melalui telepon dan media sosial sebanyak 36 layanan. Profil mekanisme 

menjawab pengaduan/pertanyaan dijelaskan dalam grafik berikut : 

 
 Grafik 3.66 Profil Media Penyampaian Layanan 

3.  Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
 (PPID) 

 Sepanjang Tahun Anggaran 2025, Balai Besar POM di Pontianak melalui 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terus berkomitmen 

memberikan pelayanan informasi publik secara transparan, cepat, dan akuntabel 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan 

informasi publik. 

Berdasarkan data layanan informasi publik selama tahun 2025, tercatat 

sebanyak 15 permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat. 

Permohonan tersebut diterima pada beberapa periode dalam tahun berjalan, yaitu 

Februari sebanyak 3 permohonan, April 1 permohonan, Agustus 1 permohonan, 

Oktober 1 permohonan, November 5 permohonan, dan Desember 4 permohonan. 

Seluruh permohonan informasi yang diterima pada tahun 2025 dapat dipenuhi 

sepenuhnya oleh PPID, sehingga tidak ada permohonan yang dikabulkan 

sebagian maupun yang ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang 

dimohonkan oleh masyarakat termasuk dalam kategori informasi yang dapat 

diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Dalam pelaksanaannya, rata-rata waktu pelayanan penyelesaian 

permohonan informasi adalah 10 hari kerja, yang masih berada dalam batas waktu 

pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap permohonan diproses melalui 

mekanisme pelayanan informasi yang telah ditetapkan, mulai dari penerimaan 

permohonan, verifikasi informasi, hingga penyampaian jawaban kepada 

pemohon. 

Secara umum, pelaksanaan layanan informasi publik PPID di Balai Besar 

POM di Pontianak selama tahun 2025 berjalan dengan baik dan efektif. Seluruh 

permohonan informasi dapat dilayani dengan optimal tanpa adanya penolakan 

ataupun sengketa informasi, sehingga mencerminkan komitmen instansi dalam 

mewujudkan keterbukaan informasi publik, peningkatan kualitas pelayanan, serta 

penguatan akuntabilitas kepada masyarakat. 

B. Loka POM di Kabupaten Sambas 
Selain dengan pemerintah daerah, industri, atau pemangku kepentingan 

lainnya, pengawasan Obat dan Makanan perlu bersinergi dengan masyarakat 

mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program 

pengawasan Obat dan Makanan. BPOM membentuk model penta heliks dalam 

pengawasan Obat dan Makanan dengan mendorong sinergisme dari lima unsur 

yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, 

akademisi, dan media. Peran masyarakat diwujudkan melalui peningkatan 

kesadaran dan pengetahuan mengenai keamanan, mutu dan khasiat Obat dan 

Makanan serta cara-cara penggunaan yang rasional sehingga mereka mampu 

melindungi dirinya sendiri terhadap produk-produk yang tidak memenuhi syarat 

dan lebih bijaksana dalam memilih produk-produk sesuai dengan kebutuhannya. 

Pada sisi lain, meningkatnya kesadaran dan tingkat pengetahuan masyarakat, 

akan mendorong produsen semakin teliti dalam menjaga kualitas produk yang 

dihasilkan. Pemberdayaan masyarakat/konsumen dilakukan dengan berbagai 

program/kegiatan yaitu : 
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1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 
Kegiatan KIE atau sosialisasi ini dimaksudkan untuk menyebarkan 

informasi mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan 

maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan keamanan dan mutu Produk 

Terapeutik (Obat), Makanan, Kosmetik, obat bahan alam, Suplemen Kesehatan, 

pangan, bahan berbahaya, dan stunting kepada pelaku usaha, instansi terkait dan 

masyarakat luas selaku konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24 Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Forum Konsultasi Publik 
Loka POM di Kabupaten Sambas 

Selama tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sambas melaksanakan 

kegiatan sosialisasi dengan sumber anggaran DIPA BBPOM di Pontianak antara 

lain: kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) langsung kepada 

masyarakat berupa kegiatan sosialisasi pada acara Car Free Day (CFD), Forum 

Konsultasi Publik dan Penyuluhan sebanyak 3 kali; KIE melalui media sosial 

sebanyak 609 konten; maupun KIE melalui media cetak sebanyak 4 kegiatan. 

Kegiatan sosialisasi dengan sumber anggaran Non DIPA BBPOM di Pontianak 

antara lain: KIE langsung kepada masyarakat sebanyak 21 kali. Beberapa 

kegiatan KIE dilaksanakan bekerja sama dengan mitra atau pemangku 

kepentingan terkait lainnya. Profil KIE Tahun 2025 dijelaskan dalam grafik berikut: 
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Grafik 3.67 Profil KIE Loka POM di Kabupaten Sambas 

 

Pada setiap kegiatan KIE dilakukan survei tingkat kepuasan kepada 

peserta secara acak tentang pelaksanaan kegiatan. Dari hasil evaluasi diketahui 

bahwa pada tahun 2025 Indeks Efektifitas KIE Tatap Muka mencapai 81.63 

dengan kategori cukup efektif, Indeks Efektifitas KIE Media Sosial mencapai 81.87 

dengan kategori cukup efektif dan tingkat efektifitas KIE rata-rat mencapai 81.75 

atau dikategorikan cukup efektif. 

 
Grafik 3.68 Indeks Efektivitas KIE Loka POM di Kabupaten Sambas 
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3. Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan 
Tercatat selama tahun 2025, Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) 

Loka POM di Kabupaten Sambas telah memberikan 7 pelayanan yang terdiri dari 

2 pengaduan dan 5 permintaan informasi. Seluruh pengaduan yang dilayani telah 

selesai ditindaklanjuti. Profil Layanan Pengaduan dan Layanan Permintaan 

Informasi yang dilayani dijelaskan pada gambar berikut :  

Grafik 3.69 Layanan Informasi dan Pengaduan 

Berdasarkan profesi konsumen, dari 7 orang yang memanfaatkan ULPK 

Loka Sambas terdapat karyawan sebanyak 4 orang, pelajar/mahasiswa sebanyak 

1 orang, pelaku usaha sebanyak 1 orang, serta tenaga kesehatan lainnya 

sebanyak 1 orang. Penggolongan konsumen ULPK berdasarkan profesi 

dijelaskan dalam gambar berikut : 

 
Grafik 3.70 Profil Konsumen Berdasarkan Profesi 
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Berdasarkan mekanisme menjawab pengaduan/pertanyaan konsumen, 

dapat dilihat bahwa media whatsapp sebanyak 3 layanan, masyarakat yang 

secara langsung datang ke ULPK Loka POM Sambas sebanyak 1 layanan, dan 

penyampaian melalui media sosial sebanyak 2 layanan. Profil mekanisme 

menjawab pengaduan/pertanyaan dijelaskan dalam grafik berikut: 

 
Grafik 3.71 Profil Konsumen Berdasarkan Profesi 

 4. Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
 (PPID) 

Tercatat selama tahun 2025, Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Loka POM di Kabupaten Sambas telah 

memberikan 1 pelayanan. Seluruh permintaan telah selesai ditindaklanjuti. Profil 

Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

yang dilayani dijelaskan pada gambar berikut :  

Tabel 3.3 Layanan Informasi Publik  PPID 

No. Jumlah 
Pemintaan 

Profesi 
Penanya 

Sarana 
Yang 
Digunakan 

Keputusan Alasan Status 

1. 1 Karyawan Whatsapp Dikabulkan 
Sebagian 

Dikecuali
kan 

Selesai 

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sambas mendapatkan predikat 

Informatif pada aspek Keterbukaan Informasi Publik dengan nilai 95,69
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3.11 Implementasi Pengarusutamaan Gender 
Balai Besar POM di Pontianak secara konsisten mengimplementasikan 

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya. 

Hal ini diwujudkan melalui perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga 

evaluasi yang mempertimbangkan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan 

manfaat bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam berbagai kegiatan seperti 

pengawasan obat dan makanan, edukasi masyarakat, serta pemberdayaan 

pelaku usaha, Balai Besar POM di Pontianak memastikan bahwa tidak terdapat 

kesenjangan gender, serta mendorong keterlibatan aktif semua kelompok tanpa 

diskriminasi. 

Penerapan PUG juga tercermin dalam kebijakan internal dan penguatan 

kapasitas sumber daya manusia, termasuk peningkatan pemahaman pegawai 

terhadap isu gender serta penyediaan data terpilah sebagai dasar pengambilan 

keputusan. Dengan demikian, Balai Besar POM di Pontianak tidak hanya 

menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan 

pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender. Komitmen ini menjadi bagian 

penting dalam mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang profesional, 

akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. 

 Berikut adalah Rincian Output Balai Besar POM di Pontianak yang 

digunakan untuk mendukung implementasi PUG Tahun 2025. 
Tabel 3. 4 Rincian Output yang Mendukung PUG di Balai Besar POM di Pontianak 

Tahun 2025 
No. Rincian Output 
1. AEA.001- Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan 

2. BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan  

3. BDB.001 - Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan 

4. BDB.002 - Desa Pangan Aman 

5. BDB.003 - Pasar Aman Berbasis Komunitas 

6. BDC.001 - Masyarakat yang Ditingkatkan Pengetahuannya melalui KIE 

7. BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan 

8. BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan 

9. CAB. 001 - Saranan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia 

10. QDG.001 -  UMKM yang Didampingi Dalam Pemenuhan Standar 
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A. Balai Besar POM di Pontianak 
1. Pemeriksaan  

Dalam pengawasan produk, Balai Besar POM di Pontianak telah 

melakukan upaya pengarusutamaan gender dengan melaksanakan sampling dan 

pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang memiliki karakteristik terkait 

gender, antara lain :  

1. Sampling dan pengujian terhadap produk obat,Obat Bahan Alam dan 

Suplemen Kesehatan yang digunakan oleh masyarakat berkebutuhan 

khusus terkait terapi kesehatan tertentu.  

2. Sampling dan pengujian terhadap produk pangan yang dikonsumsi oleh bayi 

dan ibu hamil/menyusui serta Pangan Olahan Untuk Keperluan Medis 

Khusus Untuk Dewasa, Pangan Olahan Untuk Keperluan Medis Khusus 

Untuk Bayi dan Anak. 

3. Sampling dan pengujian terhadap produk kosmetik tidak hanya dilakukan 

terhadap produk kosmetik yang erat kaitannya dengan perempuan. Sampling 

dan pengujian juga dilakukan terhadap produk kosmetik yang digunakan 

untuk bayi dan laki-laki  

2. Informasi Dan Komunikasi 
a) Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 

Berdasarkan data jumlah peserta KIE tahun 2025, partisipasi peserta 

didominasi oleh perempuan yaitu perempuan  65,07% dan laki-laki 34,93% 
Tabel 3. 5 Peserta KIE tahun 2025 berdasarkan Gender 

No Kabupaten/Kota Data Jumlah Peserta KIE 
2025 

Data Jumlah Penduduk Data BPS 
2024 

Laki-laki 
(%) 

Perempuan 
(%) 

Laki-laki (%) Perempuan (%) 

1 Kabupaten Mempawah 40,5 59,5 51,15 48,85 
2 Kabupaten Landak 38 62 52,64 47,36 
3 Kabupaten Bengkayang 56 44 51,94 48,06 
4 Kabupaten Sambas 44 56 51,24 48,75 
5 Kota Singkawang 38 62 50,96 49,04 
6 Kabupaten Sekadau 23,5 76,5 51,86 48,14 
7 Kabupaten Sanggau 40,5 59,5 51,95 48,05 

Dari data tersebut, terlihat manfaat dari kegiatan KIE lebih banyak dinikmati 
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oleh perempuan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya kebijakan khusus untuk 

mencapai proporsi yang lebih imbang antara perempuan dan laki-laki.  

Berdasarkan data terpilah yang diperoleh dari kegiatan tersebut, secara 

umum tidak ditemukan kesenjangan gender yang signifikan dalam hal akses 

terhadap kegiatan, karena baik perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan 

yang sama untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM 

di Pontianak.  

Namun demikian, dari aspek partisipasi, terdapat kecenderungan dominasi 

partisipasi perempuan pada beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat, 

khususnya pada program Desa Pangan Aman dan Sekolah yang Melaksanakan 

Pembudayaan Keamanan Pangan. Kondisi ini berkaitan dengan peran sosial 

perempuan yang lebih banyak terlibat dalam pengolahan pangan rumah tangga, 

pengelolaan kantin sekolah, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat 

komunitas. 

Dari aspek kontrol, keterlibatan perempuan dalam kegiatan pemberdayaan 

keamanan pangan memberikan peluang bagi perempuan untuk meningkatkan 

kapasitas pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola pangan yang aman, 

sehingga dapat memperkuat peran mereka dalam pengambilan keputusan terkait 

pengolahan dan penyediaan pangan di lingkungan keluarga maupun komunitas. 

Sementara itu, dari aspek manfaat, kegiatan yang dilaksanakan 

memberikan manfaat bagi kedua gender dalam bentuk peningkatan pengetahuan, 

kesadaran, serta keterampilan terkait keamanan pangan. Masyarakat yang terlibat 

dalam kegiatan tersebut diharapkan mampu menerapkan praktik pengolahan dan 

penyediaan pangan yang aman, baik di rumah tangga, sekolah, maupun di 

lingkungan pasar. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan tingkat partisipasi antara 

perempuan dan laki-laki dalam kegiatan tersebut antara lain: 

1. Faktor sosial dan budaya, dimana perempuan secara tradisional lebih 

banyak berperan dalam kegiatan pengolahan pangan rumah tangga serta 

kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau komunitas. 

2. Karakteristik pekerjaan, dimana pada sektor pendidikan dan pengelolaan 
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kantin sekolah terdapat proporsi tenaga kerja perempuan yang lebih tinggi 

dibandingkan laki-laki. 

3. Karakteristik pelaku usaha pasar, dimana baik perempuan maupun laki-laki 

memiliki peran yang relatif seimbang dalam aktivitas perdagangan pangan di 

pasar. 

Untuk meminimalisir potensi kesenjangan gender, Balai Besar POM di 

Pontianak telah melakukan beberapa upaya, antara lain: 

1. Memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk 

mengikuti kegiatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat. 

2. Menggunakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin sebagai dasar dalam 

evaluasi pelaksanaan kegiatan. 

3. Mendorong keterlibatan aktif kedua gender dalam kegiatan pengawasan dan 

pemberdayaan keamanan pangan di tingkat komunitas. 

4. Menyusun materi edukasi yang dapat menjangkau berbagai kelompok 

masyarakat tanpa membedakan gender. 

Perubahan yang Dihasilkan dari Integrasi PUGIS 

Integrasi Pengarusutamaan Gender dalam Sistem (PUGIS) pada kegiatan 

pengawasan obat dan makanan memberikan beberapa perubahan positif dalam 

pelaksanaan program, antara lain: 

1. Meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya data terpilah gender dalam 

proses perencanaan dan evaluasi kegiatan. 

2. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan pemberdayaan 

masyarakat, khususnya pada program yang berkaitan dengan keamanan 

pangan. 

3. Terbukanya kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat dari berbagai 

kelompok gender untuk memperoleh informasi dan edukasi terkait keamanan 

obat dan makanan. 

4. Meningkatnya kualitas perencanaan program, karena kegiatan dirancang 

dengan mempertimbangkan kebutuhan serta karakteristik kelompok sasaran 

secara lebih inklusif. 

Dengan integrasi PUGIS dalam kegiatan pengawasan obat dan makanan, 
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diharapkan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Balai Besar POM di 

Pontianak dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan merata bagi seluruh 

masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, serta mendukung terwujudnya 

pembangunan yang responsif gender. 

b) Kegiatan Pelayanan Publik 

Salah satu upaya pelaksanaan strategi pengarus utamaan gender adalah 

adanya sarana dan prasarana publik yang responsif gender di ruang publik yang 

memenuhi beberapa kriteria, antara lain aksesibilitas yang baik, desain 

mengakomodasi perbedaan kebutuhan antara laki-laki, perempuan, anak, dan 

penyandang disabilitas, ketersediaan fasilitas sesuai standar dan fasilitas yang 

telah ditentukan, terpelihara dengan baik dan dapat digunakan, serta 

pengelolaannya memperhatikan aspek akses, partisipasi, kontrol, manfaat. 

Sarana dan prasarana yang telah disediakan Balai Besar POM di Pontianak dalam 

pelayanan kepada publik diantaranya: 

1. Tersedianya parkir khusus bagi kelompok rentan 

2. Tersedianya guiding block sebagai panduan berjalan bagi 

3. penyandang disabilitas khususnya tunanetra 

4. Tersedianya ruang bermain anak 

5. Tersedianya ruang laktasi 

6. Tersedianya toilet khusus kelompok rentan 

7. Tersedianya kursi roda 

8. Tersedia kacamata baca di ruang lobby  

 Dengan tersedianya berbagai sarana dan prasarana yang responsif 

gender tersebut, Balai Besar POM di Pontianak berupaya memastikan bahwa 

seluruh masyarakat dapat mengakses layanan publik secara setara, aman, dan 

nyaman, tanpa adanya hambatan yang disebabkan oleh perbedaan gender, usia, 

maupun kondisi fisik. Penyediaan fasilitas ini juga menjadi bagian dari komitmen 

Balai Besar POM di Pontianak dalam mendukung implementasi Pengarusutamaan 

Gender (PUG) di lingkungan unit kerja, khususnya dalam aspek pelayanan publik. 
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Melalui penyediaan fasilitas yang inklusif dan ramah bagi kelompok rentan, 

diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat layanan secara optimal serta 

meningkatkan kualitas interaksi antara institusi dan masyarakat. Hal ini 

menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Pontianak telah berupaya 

mengintegrasikan prinsip akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif gender. 

Secara keseluruhan, penyediaan sarana dan prasarana tersebut 

mencerminkan komitmen Balai Besar POM di Pontianak dalam mewujudkan 

pelayanan publik yang inklusif, ramah bagi kelompok rentan, serta mendukung 

terwujudnya lingkungan kerja dan layanan yang responsif gender. 

3. Penindakan 
Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang diterapkan dalam 

memastikan bahwa kebijakan maupun tindakan dan perencanaan yang diambil 

dalam menjalankan kegiatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan tidak diskriminatif yaitu : 

1. Dalam kegiatan penyelidikan maupun penindakan dilakukan pendekatan 

berbasis gender dengan melibatkan petugas perempuan dalam 

penggeledahan maupun pemeriksaan terhadap tersangka perempuan. 

Sehingga pada saat upaya hukum yang dilakukan seperti pengeledahan 

badan maupun penggeledahan ruang-ruang pribadi seperti kamar tidur 

maupun objek-objek pribadi milik tersangka yang berjenis kelamin 

perempuan dapat terlaksana dengan baik. 

2. Penertiban terhadap produk ilegal yang memiliki dampak lebih besar 

terhadap kelompok tertentu seperti kosmetik kecantikan yang berbahaya 

bagi perempuan atau suplemen ilegal yang ditujukan untuk secara khusus 

dikonsumsi ibu hamil dan menyusui juga merupakan prioritas dalam 

penegakan hukum dengan tingkatan yang sama dengan perkara lainnya. 

4.  Sertifikasi 

Faktor kesenjangan Pengarusutamaan Gender pada target pendampingan 

UMKM oleh Balai Besar POM di Pontianak tahun 2025 disebabkan oleh tidak 
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terlalu jauh berbeda, hal ini disebabkan: 

1. semakin meningkatnya keterlibatan perempuan dalam pengelolaan UMKM 

Obat dan Makanan; 

2. Kurangnya tingkat pengetahuan pengelola UMKM baik laki-laki maupun 

perempuan dalam cara menerapkan cara produksi yang baik yang 

meningkat. 

Jumlah target UMKM yang didampingi Balai Besar POM di Pontianak tahun 2025: 
Tabel 3.6 UMKM yang Didampingi berdasarkan Gender 

Jumlah UMKM yang didampingi Laki-laki (%) Perempuan (%) 

40 50.00 50.00 

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, perlu adanya program yang dapat 

memberikan output berupa % peningkatan target UMKM perempuan yang 

mendapatkan pelatihan dan mentoring sehingga dapat memberikan hasil 

kenaikan jumlah wirausaha perempuan serta mendorong partisipasi aktif antara 

perempuan dan laki-laki di berbagai kegiatan pendampingan UMKM sekaligus 

peningkatan dukungan bagi pelaku UMKM perempuan untuk percepatan tindak 

lanjut dan CAPA. 

RO yang terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah RO BAH 

yaitu Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh UPT dan QDG 

yaitu UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT. Kedua RO ini 

saling berkaitan, karena dapat saja diawali dari RO QDG berupa pendampingan 

dan diakhiri oleh RO BAH dengan keluaran berupa keputusan/sertifikat. Besaran 

anggaran dalam kedua RO ini dapat mengakomodir pelaksanaan pendampingan/ 

fasilitasi pelaku usaha dan audit/sertifikasi kepada pelaku usaha. Pada kegiatan 

bimbingan teknis yang merupakan bagian dari kegiatan pendampingan yang 

dilakukan, peserta laki-laki dan perempuan sudah proporsional. 

Pada tahun 2025 terlihat peningkatan partisipasi pelaku usaha laki-laki dan 

perempuan, sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran dan kepercayaan diri 

perempuan dalam melaksanakan suatu usaha semakin meningkat. Pelaku usaha 

tidak lagi didominasi oleh laki-laki namun juga perempuan. Usaha yang dikelola 



 

 147 

juga tidak hanya pada komoditi pangan tetapi juga komoditi kosmetik dan obat 

tradisional. Terlihat pada grafik di bawah ini bahwa komoditi pangan adalah 

komoditi yang paling banyak dikelola baik oleh pelaku usaha laki-laki maupun 

perempuan, diikuti oleh komoditi kosmetik dan obat bahan alam. 

 
Grafik 3.72 Profil UMKM Laki-laki Berdasarkan Jenis Komoditi 

 
                  Grafik 3.73 Profil UMKM Perempuan Beradasarkan Jenis Komoditi 
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B. Loka POM di Kabupaten Sambas 
1. Informasi dan Komunikasi 

a) Masyarakat yang ditingkatkan Pengetahuannya Melalui KIE 

Berdasarkan data jumlah peserta KIE tahun 2025, partisipasi peserta lebih 

didominasi oleh perempuan yaitu sebesar 57,36%, sedangkan laki-laki sebesar 

42,64%. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kegiatan KIE 

relatif lebih tinggi dibandingkan laki-laki, meskipun selisih persentasenya tidak 

terlalu besar. 
Tabel 3.7 Peserta KIE berdasarkan Gender 

 Jika dilihat pada tingkat kabupaten/kota, di Kabupaten Sambas partisipasi 

perempuan mencapai 64,71%, sedangkan laki-laki 35,29%. Kondisi ini cukup 

berbeda jika dibandingkan dengan data komposisi penduduk berdasarkan data 

BPS tahun 2025, dimana persentase penduduk laki-laki sebesar 50,94% dan 

perempuan 49,06%. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi laki-laki dalam 

kegiatan KIE di Kabupaten Sambas masih lebih rendah dibandingkan proporsi 

jumlah penduduknya. 

Sementara itu, di Kabupaten Bengkayang, partisipasi peserta KIE antara 

laki-laki dan perempuan menunjukkan proporsi yang seimbang, yaitu masing-

masing 50%. Namun demikian, jika dibandingkan dengan komposisi penduduk 

berdasarkan data BPS (laki-laki 51,84% dan perempuan 48,16%), partisipasi laki-

laki masih sedikit lebih rendah dari proporsi jumlah penduduknya. 

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa manfaat kegiatan KIE 

cenderung lebih banyak diterima oleh perempuan. Hal ini kemungkinan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain belum adanya kebijakan atau 

No  Kabupaten/Kota  Data Jumlah Peserta KIE 2025  Data Jumlah Penduduk Data BPS 
2025  

Laki-laki (%)  Perempuan (%)  Laki-laki (%)  Perempuan (%)  
1 Kabupaten Sambas 35,29 64,71 50,94 49,06  

2  Kabupaten 

Bengkayang  

50,00 50,00 51,84  48,16  
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strategi khusus untuk mendorong keterlibatan laki-laki dalam kegiatan KIE. Selain 

itu, sebagian besar laki-laki berada pada jam kerja pada saat kegiatan 

dilaksanakan, sehingga partisipasi mereka menjadi lebih terbatas. Upaya yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut antara lain: 

1. Melakukan koordinasi dengan pelaksana kegiatan agar proses 

undangan dan mobilisasi peserta mempertimbangkan keterwakilan laki-

laki dan perempuan secara lebih seimbang. 

2. Menyesuaikan waktu pelaksanaan kegiatan KIE agar lebih fleksibel 

sehingga dapat diikuti oleh laki-laki yang bekerja. 

3. Mempertimbangkan pelaksanaan kegiatan KIE melalui metode alternatif 

seperti daring (online) atau kegiatan di luar jam kerja untuk meningkatkan 

partisipasi laki-laki. 

4. Mengembangkan strategi komunikasi yang lebih menyasar laki-laki agar 

mereka lebih terdorong untuk terlibat dalam kegiatan KIE. 

b) Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan  

Tercatat selama tahun 2025, Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) 

Loka POM di Kabupaten Sambas telah memberikan 7 pelayanan yang terdiri dari 

2 pengaduan dan 5 permintaan informasi. Berikut adalah penerima layanan 

informasi publik menurut jenis kelamin. 
Tabel 3. 8 Penerima Layanan Informasi Publik berdasarkan Gender 

Jenis Layanan Laki-Laki (%) Perempuan (%) 
Pengaduan 0 100 

Permintaan Informasi 60 40 

Dilihat dari aspek jenis kelamin, pada layanan pengaduan, seluruh pengadu 

berasal dari perempuan (100%), sedangkan laki-laki tidak tercatat melakukan 

pengaduan (0%). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih aktif 

dalam menyampaikan keluhan atau permasalahan terkait produk obat dan 

makanan melalui layanan pengaduan. 

Sementara itu, pada layanan permintaan informasi, penerima layanan 
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didominasi oleh laki-laki sebesar 60%, sedangkan perempuan sebesar 40%. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa laki-laki relatif lebih banyak memanfaatkan 

layanan untuk memperoleh informasi terkait obat dan makanan. 

Secara umum, data tersebut menunjukkan adanya perbedaan pola 

pemanfaatan layanan informasi publik berdasarkan jenis kelamin. Perempuan 

lebih aktif dalam memanfaatkan layanan pengaduan, sedangkan laki-laki lebih 

banyak memanfaatkan layanan permintaan informasi. 

Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain peran 

perempuan yang lebih sering terlibat dalam aktivitas rumah tangga seperti 

pemilihan dan penggunaan produk pangan serta obat bagi keluarga, sehingga 

lebih peka terhadap potensi permasalahan produk. Di sisi lain, laki-laki cenderung 

memanfaatkan layanan untuk memperoleh informasi terkait regulasi, keamanan 

produk, atau kepentingan usaha. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

kondisi tersebut antara lain: 

a. Perlu dilakukan upaya peningkatan sosialisasi layanan pengaduan dan 

informasi publik kepada seluruh masyarakat tanpa memandang jenis 

kelamin 

b. Memperluas akses layanan melalui berbagai media komunikasi yang 

mudah dijangkau oleh masyarakat. 

2. Sertifikasi 

Faktor kesenjangan Pengarusutamaan Gender pada target 

pendampingan UMKM oleh Loka POM di Kabupaten Sambas disebabkan oleh: 

a. Kurangnya keterlibatan perempuan dalam pengelolaan UMKM Obat 

dan Makanan. 

b. Kurangnya pengetahuan pengelola UMKM baik laki-laki maupun 

perempuan dalam cara menerapkan cara produksi yang baik. 
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Jumlah target UMKM yang didampingi Loka POM di Kabupaten Sambas : 
Tabel 3. 9 UMKM yang di dampingi berdasarkan Gender 

Jumlah UMKM yang 
didampingi 

Laki-laki (%) Perempuan (%) 

2 100 0 

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, perlu adanya program yang dapat 

memberikan output berupa % peningkatan target UMKM perempuan yang 

mendapatkan pelatihan dan mentoring sehingga dapat memberikan hasil kenaikan 

jumlah wirausaha perempuan serta mendorong partisipasi aktif antara perempuan 

dan laki-laki di berbagai kegiatan pendampingan UMKM sekaligus peningkatan 

dukungan bagi pelaku UMKM perempuan untuk percepatan tindak lanjut dan 

CAPA. 
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BAB IV 
MASALAH, KESIMPULAN DAN SARAN 

 
4.1 Masalah  

A. Balai Besar POM di Pontianak 
1. Parameter pengujian semakin kompleks dan alat-alat laboratorium yang 

semakin lama semakin aus membutuhkan peremajaan alat maupun 

anggaran suku cadang yang semakin besar, sementara dana anggaran yang 

terbatas. 

2. Untuk mendukung transfer knowledge antar personil BBPOM di Pontianak 

maupun kepada Balai/Loka yang membutuhkan diperlukan program 

pelatihan yang menyeluruh. 

3. Keterbatasan akses jaringan internet pada ruang instrumen. Kondisi ini 

menghambat proses pemindahan data hasil pengujian dari instrumen ke 

dalam sistem pelaporan digital secara optimal. Mengingat proses 

dokumentasi dan pelaporan hasil pengujian laboratorium saat ini semakin 

bergantung pada sistem informasi yang terintegrasi, keterbatasan 

konektivitas tersebut berpotensi menurunkan efisiensi alur kerja, 

memperlambat proses pengolahan data serta menghambat optimalisasi 

sistem pelaporan laboratorium berbasis digital. 

4. Sistem distribusi daya listrik untuk peralatan laboratorium saat ini belum 

terpetakan secara optimal. Hal ini menyebabkan adanya beberapa area 

dengan beban listrik yang relatif tinggi sehingga berpotensi menimbulkan 

kondisi overload. Apabila tidak dilakukan penataan sistem kelistrikan secara 

lebih terencana, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya 

gangguan listrik yang berpotensi merusak peralatan laboratorium. 

5. Kondisi lingkungan kerja pada laboratorium preparasi saat ini juga masih 

memerlukan peningkatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 

laboratorium secara optimal. Ruangan preparasi belum dilengkapi dengan 

sistem pendingin udara yang memadai sehingga suhu ruangan cenderung 

relatif tinggi, terutama pada saat aktivitas preparasi sampel berlangsung 

dengan intensitas kerja yang tinggi. Kondisi tersebut tidak hanya 
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mempengaruhi kenyamanan kerja personil laboratorium, tetapi juga 

berpotensi mempengaruhi kestabilan reagen serta kinerja beberapa alat 

pengukuran yang ditempatkan di ruang preparasi. Beberapa bahan kimia dan 

reagen memerlukan kondisi penyimpanan dan penggunaan pada rentang 

suhu tertentu untuk menjaga stabilitasnya, sementara beberapa peralatan 

pengukuran sensitif terhadap fluktuasi suhu lingkungan. Oleh karena itu, 

ketersediaan sistem pengendalian suhu yang memadai pada ruang 

preparasi menjadi faktor penting dalam menjaga keandalan proses preparasi 

sampel serta memastikan kualitas hasil pengujian laboratorium tetap terjaga. 

6. Sampai saat ini hanya program desa pangan aman yang sudah direplikasi 

sedangkan program pasar dan sekolah belum dilakukan replikasi oleh 

pemerintah daerah setempat. Upaya advokasi telah dilakukan terhadap 

pemerintah daerah namun pemerintah daerah memiliki keterbatasan sumber 

daya, sehingga belum melakukan replikasi seperti yang diharapkan. 

7. Kegiatan KIE melalui tatap langsung maupun media belum dapat 

menjangkau beberapa wilayah yang letaknya jauh dan memiliki akses 

internet yang masih terbatas. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan 

intensitas KIE baik tatap langsung ke wilayah pelosok maupun media online. 

8. Belum ada kebijakan khusus untuk mencapai proporsi peserta KIE yang lebih 

imbang antara perempuan dan laki-laki, terkait Pengarusutamaan Gender. 

9. Pelaku kejahatan semakin kreatif dalam mengembangkan metode/modus 

operandi dengan menggunakan platform digital sehingga dibutuhkan 

pengembangan kompetensi petugas terkait penjejakan digital. 

10. Letak geografis Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung 

dengan Negara Malaysia dengan panjang perbatasan darat 860 km, dan 

hanya memiliki 4 (empat) PLBN resmi, menyebabkan banyaknya Obat dan 

Makanan ilegal masuk ke Indonesia melalui jalur tidak resmi. 

11. Pihak berperkara/ tersangka/ keluarga tidak kooperatif atas proses hukum 

yang sedang berlangsung sehingga menyebabkan terhambatnya proses 

penyelesaian perkara yang ditangani seperti ketidakhadiran tersangka dalam 

proses pemanggilan untuk BAP, tersangka melarikan diri sampai dengan 
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adanya upaya menyembunyikan informasi keberadaan tersangka oleh pihak 

keluarga. 

12. Meningkatnya pengiriman obat-obat tertentu (OOT) menggunakan jasa 

ekspedisi masuk dan keluar wilayah Kalimantan Barat. 

13. Keterbatasan pemahaman pelaku usaha tentang ketentuan peraturan 

perundang-undangan, terutama terkait standar cara produksi yang baik serta 

mekanisme perizinan yang harus dipenuhi sehingga memperlambat proses 

pemenuhan komitmen pelaku usaha dalam memperoleh izin usaha dan 

nomor izin edar produk. 

B. Loka POM di Kabupaten Sambas 
1. Masih terbatasnya jumlah SDM sehingga untuk saat ini petugas pengujian 

masih merangkap sebagai petugas pemeriksaan ataupun infokom. 

2. Masih kurangnya kompetensi pegawai dalam melakukan pengujian. 

3. Sarana dan prasaran belum optimal untuk melakukan pengujian, seperti 

belum adanya meja timbangan dll. 

4. Adanya keterbatasan jumlah Sumber Daya dan Kompetensi yang 

menyebabkan terhambatnya beberapa kinerja Loka POM di Kabupaten 

Sambas. 

5. Keterbatasan variasi produk obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM 

di  Kabupaten Sambas dengan jumlah minimal yang memenuhi ketentuan 

sampling.  

6. Tidak tersedianya jasa ekspedisi yang dapat mengirimkan produk 

dingin/beku dan produk cairan dari Sambas ke laboratorium regional 

sehingga sampel harus dikirimkan terlebih dahulu ke jasa ekspedisi di 

Pontianak/Kubu Raya. 

7. Kurangnya pemahaman, kesadaran dan komitmen pelaku usaha terhadap 

peraturan perundang-undangan sehingga masih banyak ditemukan adanya 

pelanggaran Obat dan Makanan di wilayah Loka POM Sambas. 

8. Masih terdapat pelaku usaha yang melakukan penolak saat petugas 

melakukan pemeriksaan ke sarana. 
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9. Kurangnya kesadaran dan komitmen pelaku usaha untuk melakukan 

perbaikan temuan ketidaksesuaian hasil pemeriksaan petugas Loka POM di 

Kabupaten Sambas. 

10. Adanya keterbatasan anggaran 2025 sehingga pemeriksaan tidak dilakukan 

secara merata di 2 wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas. 

11. Masih rendahnya literasi masyarakat terkait keamanan, mutu, dan 

kemanfaatan Obat dan Makanan, termasuk pemahaman mengenai cara cek 

kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsa sebelum membeli produk. 

12. Terbatasnya jangkauan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) 

secara langsung akibat keterbatasan anggaran dan luasnya wilayah kerja 

yang mencakup Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. 

13. Masih adanya persepsi masyarakat yang kurang tepat terkait kewenangan 

dan tugas Loka POM, sehingga diperlukan penguatan strategi komunikasi 

publik yang lebih masif dan berkelanjutan. 

14. Belum optimalnya pemanfaatan media digital dan media sosial sebagai 

sarana edukasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat, terutama di 

wilayah dengan keterbatasan akses internet. 

15. Pelaku kejahatan semakin kreatif dalam mengembangkan metode/modus 

operandi dengan menggunakan platform digital sehingga dibutuhkan 

pengembangan kompetensi petugas terkait penjejakan digital. 

16. Letak geografis Wilayah Loka POM di Kabupaten Sambas yang meliputi 

Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan 

hanya memiliki 1 (satu) PLBN resmi, dan Kabupaten Bengkayang yang juga 

berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan hanya memiliki 1 PLBN 

resmi menyebabkan banyaknya Obat dan Makanan ilegal masuk ke 

Indonesia melalui jalur tidak resmi. 

17. Meningkatnya penjualan obat-obat setelan di warung-warung tradisional 

yang menyebar di wilayah kabupaten sambas dan kabupaten bengkayang.  
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4.2 Kesimpulan  
A. Balai Besar POM di Pontianak 

1. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengujian obat pada tahun 2025, 

dapat disimpulkan bahwa laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan di Pontianak telah berperan secara optimal dalam mendukung 

pelaksanaan pengawasan obat. Hasil pengujian terhadap sampel obat yang 

disampling oleh BBPOM di Pontianak menunjukkan bahwa sebagian besar 

sampel memenuhi persyaratan mutu, sehingga secara umum mutu produk 

obat yang beredar di wilayah pengawasan masih berada dalam kondisi 

yang relatif terkendali. Selain itu, pelaksanaan pengujian regional yang 

menjadi mandat laboratorium BBPOM di Pontianak juga menunjukkan hasil 

yang baik, dimana seluruh sampel yang diuji memenuhi persyaratan mutu 

sesuai standar yang berlaku. 

2. Meskipun demikian, masih ditemukannya ketidaksesuaian pada aspek 

penandaan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap 

ketentuan regulasi terkait informasi produk masih perlu ditingkatkan. Oleh 

karena itu, pada tahun 2026 diperlukan penguatan strategi pengawasan 

yang tidak hanya berfokus pada aspek pengujian mutu produk, tetapi juga 

pada peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penandaan 

melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi regulasi, serta pengawasan yang 

lebih terarah berbasis risiko. 

3. Di sisi lain, untuk memastikan keberlanjutan kinerja laboratorium dalam 

mendukung kegiatan pengawasan, diperlukan upaya penguatan kapasitas 

laboratorium melalui pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana 

laboratorium, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta 

optimalisasi pengelolaan sumber daya laboratorium. Upaya tersebut 

menjadi penting mengingat laboratorium tidak hanya berperan dalam 

mendukung pengawasan di wilayah kerja, tetapi juga dalam pelaksanaan 

mandat pengujian regional di lingkungan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. 
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4. Melalui penguatan tersebut, diharapkan pada tahun 2026 laboratorium 

BBPOM di Pontianak dapat semakin meningkatkan kualitas dan keandalan 

layanan pengujian serta memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam 

sistem pengawasan obat, sehingga produk obat yang beredar di 

masyarakat dapat terus dipastikan memenuhi persyaratan mutu, 

keamanan, dan kemanfaatan. 

5. Kegiatan KIE dilakukan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi (KIE) kepada masyarakat secara langsung, Unit Layanan 

Pengaduan Konsumen (ULPK), media sosial. Kegiatan Komunikasi 

Informasi dan Edukasi bersama tokoh masyarakat (1,78%), KIE langsung 

ke masyarakat (2,07%), KIE melalui media sosial (95,94%) dan KIE di 

media elektronik / cetak (0,21%). 

6. ULPK Selama tahun 2025 BBPOM di Pontianak menerima 338 permintaan 

informasi dan 10 pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti. Permintaan 

sebagian besar melalui layanan whatsapp Simpatik (Sistem Informasi dan 

Pengaduan Cepat Melayani Konsumen). Layanan whatsapp juga diberikan 

pada layanan pengujian sampel dan layanan informasi dalam rangka 

sertifikasi. 

7. Program Desa Pangan Aman dilakukan dilakukan pada 4 kelurahan di Kota 

Pontianak 

8. Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah dilakukan pada 11 

sekolah di Kabupaten Kubu Raya dan 11 sekolah di Kabupaten Sanggau. 

9. Program Pasar Pangan Aman berbasis komunitas dilakukan di 2 pasar di 

Kabupaten Kubu Raya dan 1 pasar di Kabupaten Sanggau.

10. Jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Pontianak 

pada tahun 2025 adalah sebanyak 39 rekomendasi, terdiri dari surat 

keterangan ekspor (SKE) sebanyak 9 rekomendasi, rekomendasi 

pemenuhan CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB sebanyak 12 

rekomendasi, rekomendasi sertifikat pemenuhan aspek CPKB sebanyak 1 

rekomendasi, rekomendasi sertifikat pemenuhan aspek CPOTB sebanyak 
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1 rekomendasi, rekomendasi izin penerapan CPPOB dalam rangka 

pendaftaran sebanyak 14 rekomendasi, dan sertifikat SMKPO di sarana 

peredaran pangan sebanyak 2 rekomendasi. 

11. Jumlah UMKM yang diberikan pendampingan adalah sebanyak 22 UMKM 

terdiri dari pendampingan penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang 

Baik (CPOTB) bagi UMKM obat bahan alam sebanyak 5 UMKM, 

pendampingan penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) bagi 

UMKM Kosmetik sebanyak 4 UMKM, dan pendampingan penerapan Cara 

Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) bagi UMK Pangan Olahan 

sebanyak 13 UMKM. 

B. Loka POM di Kabupaten Sambas 
Laporan Tahunan Loka POM di Sambas ini disusun sebagai salah satu bentuk 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Sambas 

selama tahun 2025 dalam rangka melaksanakan Sasaran Kegiatan yang telah 

ditetapkan. Dari seluruh kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025, dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Secara umum, seluruh kegiatan pengawasan Obat dan Makanan tahun 

2025 di Loka POM Sambas dapat terlaksana sesuai dengan rencana kerja 

dan target kinerja yang telah ditetapkan. 

2. Realisasi Sampling dan Pengujian: 

a. Sampling obat Loka POM Sambas adalah sebanyak 29 sampel 

(100%) dengan hasil pengujian sebanyak 29 sampel (100%) 

Memenuhi Syarat (MS). 

b. Realisasi sampling obat bahan alam Loka POM Sambas adalah 

sebanyak 26 sampel (100%) dengan hasil pengujian sebanyak 18 

sampel (69,23%) Memenuhi Syarat (MS) dan 8 sampel (30,76%) 

Tidak Memenuhi Syarat (TMS). 

c. Realisasi sampling Suplemen Kesehatan Loka POM Sambas adalah 

sebanyak 5 sampel (100%) dengan hasil pengujian sebanyak 3 

sampel (60%) Memenuhi Syarat (MS) dan 2 sampel (40%) Tidak 

Memenuhi Syarat (TMS). 
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d. Realisasi sampling Kosmetik Loka POM Sambas adalah sebanyak 

28 sampel (100%) dengan hasil pengujian sebanyak 26 sampel 

(92,85%) Memenuhi Syarat (MS) dan 2 sampel (7,14%) Tidak 

Memenuhi Syarat. 

e. Realisasi sampling Pangan Loka POM Sambas adalah sebanyak 39 

sampel (100%) terdiri atas 36 sampel Pangan Olahan, 1 sampel 

Pangan Fortifikasi dan 3 sampel Kemasan Pangan dengan hasil 

pengujian sebanyak 36 sampel (92,30%) Memenuhi Syarat (MS) dan 

3 sampel (7,69%) Tidak Memenuhi Syarat (TMS).  

3. Realisasi pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan: 

a. Realisasi pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan. Pada 

tahun 2025, Loka POM Sambas belum terdapat sarana produksi Obat 

di wilayah kerja Loka POM Sambas, baik di Kabupaten Sambas 

maupun Bengkayang.  

b. Realisasi pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan 

1) Realisasi pemeriksaan sarana distribusi obat adalah sebanyak 

52 sarana (100%) dengan hasil sebanyak 26 sarana (76,47%) 

Memenuhi Ketentuan (MK) dan 8 sarana (23,52%) Tidak 

Memenuhi Ketentuan (TMK). 

2) Realisasi pemeriksaan sarana distribusi Obat Bahan Alam 

adalah sebanyak 8 sarana (100%) dengan hasil sebanyak 8 

sarana (100%) Memenuhi Ketentuan (MK). 

3) Realisasi pemeriksaan sarana distribusi Suplemen Kesehatan 

adalah sebanyak 10 sarana (100%) dengan hasil sebanyak 8 

sarana (80%) Memenuhi Ketentuan (MK) 2 sarana (20%) Tidak 

Memenuhi Ketentuan (TMK). 

4) Realisasi pemeriksaan sarana distribusi Kosmetik adalah 

sebanyak 15 sarana (100%) dengan hasil sebanyak 7 sarana 

(46,67%) Memenuhi Ketentuan (MK) 8 sarana (53,33%) Tidak 

Memenuhi Ketentuan (TMK). 

5) Realisasi pemeriksaan sarana distribusi Pangan adalah 
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sebanyak 33 sarana (100%) dengan hasil sebanyak 21 sarana 

(95,45%) Memenuhi Ketentuan (MK) dan 1 sarana (4,54%). 

4. Realisasi pengawasan iklan adalah sebanyak 257  iklan, dengan hasil 209 

iklan Memenuhi Ketentuan (MK) dan 48 iklan Tidak Memenuhi Ketentuan 

(TMK). 

5. Realisasi pengawasan label Obat dan Makanan adalah sebanyak 212 label. 

dengan hasil 196 label Memenuhi Ketentuan (MK) dan 16 label Tidak 

Memenuhi Ketentuan (TMK). 

6. Realisasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat: 

a. Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 

Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tahun 2025 

meliputi: 

● KIE tatap muka (DIPA) sebanyak 3 kegiatan (CFD, Forum 

Konsultasi Publik, Penyuluhan). 

● KIE melalui media sosial sebanyak 609 konten. 

● KIE melalui media cetak sebanyak 4 kegiatan. 

● KIE tatap muka non-DIPA sebanyak 21 kegiatan. 

● Indeks Efektivitas KIE Tahun 2025 mencapai rata-rata 

81,75 (kategori cukup efektif). 
b. Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) 

● Layanan Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) 

melayani 7 layanan (2 pengaduan dan 5 permintaan 

informasi) dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. 

● Kanal layanan pengaduan didominasi melalui WhatsApp 
dan media sosial. 
Layanan Informasi Publik (PPID) menerima 1 
permohonan informasi dan telah diselesaikan. 

Loka POM Sambas memperoleh predikat Informatif 
dalam Keterbukaan Informasi Publik dengan nilai 95,69. 
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c. Keracunan dan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan 

(KLBKP) 

Pada tahun 2025 terdapat 1 laporan kasus keracunan pangan 

yang sudah dilaporkan pada aplikasi Sistem Pelaporan 

Informasi Masyarakat Keracunan (SPIMKer). 

7. Realisasi Penyidikan 

a. Realisasi kegiatan penyidikan tahun 2025 sebanyak 4 perkara 

dari 59 laporan informasi/ intelijen. Adapun 4 perkara yang 

dilakukan penyidikan terdiri dari 3 perkara kosmetika dan 1 

perkara obat tanpa keahlian dan kewenangan. Tahapan 

penanganan perkara terhadap 4 perkara tahun 2025 dan 1 

perkara carry over yang telah dilakukan yaitu telah memperoleh 

putusan pengadilan sejumlah 3 perkara, tahap II sejumlah 1 

perkara dan tahap DPO sejumlah 1 perkara (perkara carry over) 

b. Realisasi Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan terdiri dari kegiatan siber sejumlah 12 laporan 

dan rekomendasi tindak lanjut sejumlah 1 laporan serta laporan 

analisis sejumlah 1 laporan. 
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4.3 Saran  
A. Balai Besar POM di Pontianak 

1. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor di wilayah perbatasan seperti 

PLBN, Pamtas, Kepolisian, Bea Cukai dan Karantina (CIQS) dalam rangka 

pengawasan pemasukan Obat dan Makanan ke wilayah Indonesia. 

2. Meningkatkan kompetensi personil terkait penjejakan digital. 

3. Menjaga proses hukum yang sedang dijalankan tetap dijaga 

akuntabilitasnya sehingga tidak mudah diganggu oleh pihak yang 

berperkara serta meminta perlindungan hukum dari kepolisian. 

4. Melakukan penggalangan dengan ASPERINDO (Asosiasi Perusahaan 

Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia) untuk intensifikasi 

bersama pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang 

dikirimkan melalui jasa ekspedisi. 

5. Program pendampingan UMKM dilaksanakan semakin intensif disertai 

dengan menjaring lebih banyak UMKM di luar ibukota provinsi. 

6. Peningkatan kompetensi petugas agar mampu memberikan pendampingan 

kepada pelaku usaha sesuai peraturan yang berlaku. 

B. Loka POM di Kabupaten Sambas 
Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja Loka POM di Kabupaten 

Sambas di masa yang akan datang, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pengusulan pengadaan ASN untuk pemenuhan SDM pengujian. 

2. Peningkatan kompetensi pegawai melalui magang ke balai koordinator 

ataupun mengikut pelatihan yang diadakan oleh regional/PPOMN. 

3. Penyusunan perencanaan dan pengadaan untuk memenuhi standar sarana 

dan prasarana laboratorium. 

4. Melakukan penyusunan anggaran secara optimal agar kinerja dapat 

meningkat. 

5. Perlu adanya pemetaan dan peningkatan kompetensi pegawai Loka melalui 

berbagai kegiatan pengembangan kompetensi (seperti pelatihan, bimtek, 

workshop dll). 
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6. Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah bila 

diperlukan. 

7. Perlu adanya penyesuaian Pedoman Sampling dengan 

mempertimbangkan karakteristik dan profil produk yang beredar di masing-

masing wilayah. 

8. Melakukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan intensif kepada pelaku 

usaha terkait peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan. 

9. Peningkatan kapasitas petugas Infokom dalam public speaking dan digital 

engagement, agar penyampaian pesan lebih persuasif, profesional, dan 

berdampak. 

10. Pelaksanaan KIE berbasis kolaborasi dengan pemerintah daerah, dinas 

terkait, dan instansi vertikal untuk efisiensi anggaran. Penerapan metode 

hybrid (kombinasi luring dan daring) untuk menjangkau wilayah yang jauh. 

11. Penguatan branding dan positioning Loka POM melalui kampanye publik 

yang menjelaskan tugas, fungsi, dan kewenangan secara sederhana. 

Publikasi rutin kegiatan pengawasan, hasil pemeriksaan, dan penindakan 

secara proporsional untuk meningkatkan transparansi. 

12. Peningkatan kapasitas petugas Infokom dalam pengelolaan media digital 

dan strategi komunikasi publik. Penyusunan kalender konten media sosial 

yang terencana dan konsisten. 
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